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Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan
hidayahNya, penyusunan Laporan Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun
2022 telah selesai. Laporan kinerja merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
. memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran pada
Tahun 2022.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai
alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat
untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di
lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022.

il

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran
2022, indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri dari 4 (empat)
Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan
(persen); (2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut
Lepas (persen); (3) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya
ikan (persen); (4) Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya
ikannya (persen); (5) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI
(orang) (6) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; (7)
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks); (8)
Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (9) Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (10) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan
prioritas/strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (11) Persentase
penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan
informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan
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Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar
perbaikan pencapaian indikator kinerja utama di tahun-tahun mendatang, baik dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam mendukung "“Terwujudnya
Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”.

Jakarta, 15 Januari 2023
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
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Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1
(satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel,
terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang
bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022
memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022
merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap Tahun 2022 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan
untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
Melalui perjanjian kinerja tersebut. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada tahun anggaran 2022. Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tata Kelola 1 Persentase pelaksanaan
Sumber Daya Ikan pengelolaan sumber daya
Di WPPNRI ikan di laut pedalaman, 80 85 106
teritorial dan perairan
kepulauan (persen)
2 | Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya
ikan di ZEEI dan Laut Lepas 100 100 100
(persen)
3 Persentase pemantauan dan
analisis pengelolaan sumber
daya ikan di wepnrr| 100 124,15 | 124,15
(persen)
Produksi Perairan 4 | Persentase jumlah  WPP
Darat Meningkat Perairan darat yang dikelola
sumber daya ikannya 57 57 100
(persen)
Tenaga Kerja yang 5 | Jumlah tenaga Kerja yang
terlibat pada terlibat pada pengelolaan 894 2.825 316
pengelolaan PSDI PSDI (orang)
Tata kelola 6 | Nilai rekonsiliasi  kinerja
pemerintah yang Direktorat Pengelolaan 92 98,65 107,23
baik di lingkungan Sumber Daya Ikan (nilai)
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Direktorat 7 | Indeks profesionalitas ASN
Pengelolaan Direktorat Pengelolaan 79 71 74,03 83,98 84,64
Sumber Daya Ikan Sumber Daya Ikan (indeks)

107,14

8 | Persentase Unit Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
yang menerapkan sistem 86 100 100 100 100
manajemen pengetahuan
yang terstandar (persen)

116,28

9 | Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup
Direktorat Pengelolaan

Sumber Daya Ikan (persen)

70 70 70 100 100

142,86

10 | Tingkat efektivitas
pelaksanaan kegiatan
prioritas /strategis Direktorat 75
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (Persen)

94,58

126,10

11 | Persentase penyerapan
anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen)

95 12,72 43,26 68,69 99,82

105,07

Berdasarkan data dari laporan ketersediaan dana detail TA.2022 pada aplikasi
SAKTI per tanggal 31 Desember 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah
melaksanakan kegiatan pada Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen
Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 serta adanya perubahan
alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang disebabkan adanya
penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries
Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715,
717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715,
717 dan 718. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.31.481.370.000,- (Tiga puluh satu milyar
empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 mampu
melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.425.608.276,- sehingga persentase
capaian realisasi dana adalah sebesar 99,82% hanya kegiatan yang termasuk pada
indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk
sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI dan sasaran
strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja
Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.
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1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung
penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk
mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah
dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang
merupakan satu kesatuan vyaitu perencanaan strategis, perencanaan Kkinerja,
pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan
terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran stategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat
kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi
pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan
mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP
(Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-
daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada
akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih
berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global,
mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.
Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional,
penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam
beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022, yang mana
pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
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atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah
laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan
secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam
laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya
kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi
pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang
digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan
sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai
salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban
menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara
serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga
dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur
yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk
pertanggung-jawaban yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan bebas dari KKN;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan
Perikanan;

6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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8. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang
Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan
kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2022 yang diharapkan menjadi suatu
evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan
program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan
dapat tercapai pada periode Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan melalui Indikator
Kinerja.

Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Informasi kinerja yang disajikan
dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran
kegiatan dan indikator kinerja) dan juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan
kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan Tahun 2022.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
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sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang
berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan,
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang
berkelanjutan diperairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan,
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut
pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaansumber
daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorialdan
perairan kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya
ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan
kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan
analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-
KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

KOORDINATOR DAN KELOMPOR
JABATAN FUNGSIONAL

DIFEKTORAT HKAPAL Pim?;"gﬁh 14T DIFEKTORAT DIREKTORAT
PENGELOLAAN SUMEER DAYA IKAN PBN;L‘WGK_-U;'%_‘I IE{A‘] KEPELABUHANAN PERIKANAN PERIZINAN DAN KENELAYANAN

KOORDINATOR DAN EELOMFOE |11 inil ] =oompmaToR 3 il [ i EOORDINATOR DAN KELOMFOR  HT
JABATAN FUNGSIONAL HH JABATAN FUNGSIONAL HH i JABATAN FUNGSISHAL N/ JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan melalui
pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan ekonomi
dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi,
dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan
bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan
dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata,
ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung
dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian
pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan,
kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok
bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh
lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang
berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya
produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya
perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan
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perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari
(maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara
berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan
pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan
sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan
kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam
maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor
kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan
sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan
yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu,
tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan
ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa
mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPIJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman,
perikanan dan kelautan yang meliputi strategi:

1. Menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam
pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi
kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta
pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;

2. Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara
berkelanjutan;

3. Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan
produk kelautan dan perikanan; dan

4. Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan
kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan
dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM,
inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan
database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan
implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target
SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). Strategi pertama mencakup penguatan
data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan
perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi laut, serta
pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan
RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan
manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan
peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi. Strategi ketiga
mencakup akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya
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modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan
budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan
armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan, eksplorasi
perikanan di ZEE dan laut lepas, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar
perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing
port), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan
garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan,
dan penguatan sistem karantina ikan. Strategi keempat mencakup kemudahan
fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya
ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman
nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah
dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan
terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha,
dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif,
serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Strategi kelima
mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi,
penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan
sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial,
pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang
berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan
kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;

2. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi
sederhana,

3. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional penangkapan
ikan;

4. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan
tingkat eksploitasi sumber daya ikan;

5. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;

6. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan
ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;

7. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah,
antar daerah, serta dengan sektor terkait; dan

8. Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
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1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun

Anggaran 2022 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1.

Bab I — Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi
tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan
fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh
organisasi;

Bab II — Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana
jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi,
menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh
organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja
(PK) tahun 2022 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat
mengenai DIPA Tahun 2022;

Bab III — Akuntabilitas Kinerja, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja
Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan
Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi
Tahun 2022;

Bab IV — Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
lkan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan
tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan.
Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian
lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya
ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan
dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:
1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut
pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;

2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut
Lepas;

3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui
penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal

perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.

4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan
sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan
pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;

2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan
pada ZEEI dan Laut Lepas;

3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI
melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal
perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;

4, Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI)
yang berkelanjutan di perairan darat; dan

5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI
dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan
WPPNRI;
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2.2. Arah Kebijakan dan Strategis
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang
diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu
outcomelimpact dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran
Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 adalah sebagai
berikut:

1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI, untuk mendukung Sasaran Level 1
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Tata kelola sumber daya perikanan
tangkap bertanggung jawab, dengan Indikator kinerja:

a. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman,
teritorial dan perairan kepulauan (persen);

b. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut
Lepas (persen);

c. Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di
WPPNRI (persen)

Selain itu, pada uraian sasaran kegiatan Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap berupa Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab
melalui Indikator WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola
(kumulatif) ini adalah salah satu tanggungjawab, tugas, pokok dan fungsi
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memenuhi Indikator tersebut dan
juga dikarenakan kegiatan tersebut termasuk dalam RPJMN 2020-2024.

2. Produksi perairan darat meningkat, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap yakni Jumlah produksi perikanan tangkap (Juta Ton),
dengan indikator kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola
sumber daya ikannya (persen);

3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI, untuk mendukung Sasaran
Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja Jumlah
tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang);

4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap yakni Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan
Tangkap, dengan indikator kinerja:

a. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks);

b. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)

c. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)
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e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan (persen)

2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik
tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga
mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi
menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa
indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu organisasi.

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja.
Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur
keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja
yang baik memiliki 2 syarat: berorientasi hasil (outcome) dan SMART (Specific/jelas,
tidak berdwimakna; Measureable/dapat  diukur;  Achievable/dapat diraih;
Relevant/relevan dengan kinerja yang ingin diukur; Time Bound/memiliki batasan waktu
pengukuran).

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2020 telah menetapkan
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada
Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas)
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diiinput ke dalam aplikasi
KINERJAKU.

Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun dalam
rangka mengukur realisasi dan rencana strategis. Pada Indikator Kinerja Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menetapkan target-target beserta anggaran di
tahun 2022 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini
dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2022. Hal ini ditetapkan pada
setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja
tingkat kegiatan. Rencana kinerja tahunan 2022, mencakup pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang merupakan penjabaran dari program pada Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan. Adapun rencana kinerja tahunan 2022, dalam penganggaran dapat
disajikan pada tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1. Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2022
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Semula dan Menjadi)

| (o)) ) e

Pagu Anggaran Pagu AA Pagu AA Pagu Anggaran
Program / . N Tahun 2022 Tahap 1 Tahap 2 (Final)
No Sasaran Indikator Kinerja (Rp.) Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
A | Pengelolaan Sumber Daya Ikan 16.380.000.000 | 14.480.000.000 | 12.480.000.000 31.481.370.000

Tata kelola
sumber daya ikan
di WPPNRI

Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya
ikan di laut pedalaman,
teritorial dan perairan
kepulauan (persen)

2.300.000.000

1.498.706.000

1.288.706.000

1.288.706.000

Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya
ikan di ZEEI dan Laut Lepas
(persen)

3.423.500.000

2.963.500.000

2.554.500.000

2.554.500.000

Persentase pemantauan dan
analisis pengelolaan sumber

8.180.000.000

7.724.544.000

6.658.544.000

6.658.544.000

daya ikan di WPPNRI
(persen)
2 | Produksi perairan | Persentase jumlah  WPP 2.476.500.000 2,293.250.000 1.978.250.000 20.979.620.000
darat meningkat Perairan darat yang dikelola
sumber daya ikannya
(persen)
3 | Tenaga Kerja Jumlah tenaga Kerja yang
yang terlibat pada | terlibat pada pengelolaan - - - -
pengelolaan PSDI | PSDI (orang)
4 Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan ) ) ) )

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

2.4.

Daya lkan

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan
tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Tujuan khusus perjanjian kinerja
antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan
pada bulan Januari 2022. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja
yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya
Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 telah mengalami perubahan di akhir
tahun 2022 dimana hal tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil tindaklanjut surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022
tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022;

2. Sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-
032.03.1.238720/2022 hasil Automatic Adjusment Tahap 2 Tahun 2022; dan

3. Adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to
Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area
(FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di
WPPNRI 715, 717 dan 718.

Perjanjian Kinerja (Perubahan) Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun
Anggaran 2022, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (sebelas) Indikator
Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020
— 2024, berikut target kinerja (Perubahan) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
pada Tahun 2022.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON {021) 3518070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www. idi.g0. 00

~"€(Aunﬂ°¢

—— - ——

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Ridwan Mulyana
Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Muhammad Zaini
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian inl, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2022

. Pihak Kedua Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

¥

\

A /
|I| N\ //
Muhammad Zaini Ridwan/Muly ana

\
\
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Tata kelola sumber daya 1 | Persentase pelaksanaan pengeloiaan sumber
ikan di WPPNRI yang daya ikan di laut padalaman, teritarial dan 80
bertanggung jawab perairan kepulauan (persen)
2 | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber 100
daya ikan di ZEEi dan Laut Lepas {persen)
3 | Persentase pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 100
{persen)
Produktivitas penkanan 4 | Persentase Jumiah VPP perairan daral yang
perairan darat meningkat dikelola sumber daya ikannya 57
Tenaga Kena yang terlibat 5 |Jumlah tenaga Kenja yang lerlibat pada
pada pengelolaan PSD pengelolaan PSDI (orang) 894
Tata kelola pemerintah 6 | Nilai rekonsiiasi kinefja Direktorat Pengelolaan
yang baik di lingkungan Sumber Daya Ikan (nilai) 92
Direktorat Pengelofaan 7 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat
Sumber Daya lkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) L
8 | Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan yang menerapkan sistem 88
manajemen pengetahuan yang terstandar
(persen)

9 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya o
Ikan (persen)
10 | Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan
prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan 75
Sumber Daya lkan {Persen)
11 | Persentase penyerapan anggaran Direktorat
| Pengelolaan Sumber Daya |kan (persen) 85
Program . Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Anggaran Tahun 2022 ¢ Rp.31.481.370.000,-
Jakarta, 23 Desember 2022
_ Pihak Kedua Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pen‘ls]anan Tangkap Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
/
« \- '.
| ) 0
Muhammad Zaini Ridwan Mulyana
1

\
\"

Gambar 2. Perjanjian Kinerja (Perubahan)
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022
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2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pengukuran
yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan
pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil
(outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang
merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam
proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Metode pengukuran yang
digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam penyusunan Laporan
Kinerja digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja pada
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi menjadi Indikator Kinerja yang
terdapat pada Perjanjian Kinerja, antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut
pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen). Indikator ini menunjukkan
gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut
Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah
upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing- masing
WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11
(sebelah) WPPNRI, dengan rumus:

Tingkat Pengelolaaan (%) = Jumlah upaya/pelaksanaan Pengelolaan di V_VPPNRI x 100
Jumlah semua upaya/pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI

2. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI
dan Laut Lepas (persen). Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah
terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan
operasional/upaya pengelolaan bidang perikanan tangkap di zona ekonomi
eksklusif Indonesia serta laut lepas yang berdampingan dengan zona ekonomi
eksklusif Indonesia. Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya
ikannya adalah ukuran yang menunjukkan gambaran tentang laut ZEEI dan laut
lepas yang terkelola melalui kegiatan-kegiatan tata Kelola dan pemanfaatan Laut
ZEEI dan Laut Lepas. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung
laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan
operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu (1)
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Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Tongkol, (2)
Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan
Tuna di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4)
Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan
Regional/Internasional, dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke
RFMO, dengan rumus:

WPP1+WPP2+....+WPPn y 100
11

Persentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (%) =

. Indikator Kinerja Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya
ikan di WPPNRI (persen). Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPP yang
telah dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya melalui
penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan
ikan (12.000 unit), Jumlah hari laut (5.600 HL) kapal perikanan yang dipantau oleh
observer dan Penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk memberikan
gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan
untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik
yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah, dengan rumus:

WPP1+WPP2+....+WPPn y 100
11

Persentase Pemantauan Analisis SDI (%) =

. Indikator Kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya
ikannya (persen). Indikator ini menunjukkan persentase jumlah lokasi di WPPNRI-
PD yang terdapat pengelolaan ekosistem perairan darat melalui pelaksanaan upaya
pengelolaan perikanan tangkap. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber
daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah persentase
upaya pengelolaan sumber daya ikan perairan darat yang telahdilaksanakan di
masing-masing lokasi di dalam WPPNRI-PD, dengan rumus:

Persentase Jumlah WPPNRI-PD yang = WPPNR I-PD yang dilakukan upaya pengelolaan SDI-PD x 100
dikelola sumber daya ikannya (%) WPPNRI PD yang dikelola sumber Daya Ikanya

. Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan SDI.
Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor
kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku
usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan
penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor KP maupun
tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang
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tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja
langsung dari kegiatan sektor KP, dengan rumus:

Tenaga Kerja yang terlibat = Tenaga Kerja Langsung + Tenaga Kerja Tidak Langsung

. Indikator Kinerja Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima)

komponen SAKIP (kinerja) di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu: (1)

Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi

Kinerja; dan (5) Pencapaian sasaran kinerja organisasi. Adapun formula

penghitungannya adalah Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja

evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:

a. Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen
oleh unit kerja (bobot 25%);

b. Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
(bobot 25%);

c. Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada
aplikasi kinerjaku) (bobot 30%); dan

d. Aspek ketepatan, (bobot 20%).

. Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan. Indikator ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai
ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun
2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni; (1)
Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah
SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat
pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat
Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan
Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi
kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku
Kerja; dan 94) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin
yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah
dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Adapun rumus perhitungannya:

IP ASN Dit.PSDI = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

. Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan
persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Tingkat
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pemenuhan dokumen kinerja; (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada
alikasi Bitrix24 KKP; dan Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP,
dengan rumus:

MP = DMP+KeMP+KaMP

Keterangan:

MP = Persentase manajemen pengetahuan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
DMP KeMP = Persentase Kelengkapan Dokumen Kinerja Persentase Keikutsertaan
Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

KaMP = Persentase KeaktifanPejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
Indikator ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit
pada Tahun 2021 s.d. Tahun 2022 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi
dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan. Adapun rumus
penghitungannya:

% RHP = Nt/N x 100

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak
lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan
disampaikan dokumen tindaklanjutnya oleh Direktorat PSDI

N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada PSDI

Indikator Kinerja Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen). Indikator ini merupakan ukuran
atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Tingkat efektifitas merujuk pada
suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu)
pelaksanaan kegiatan telah tercapai, dengan rumus:

EEEektivitas=80% PT+10% 1G+10% AT

Keterangan:

PT = Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan
kegiatan berupa pemanfaatannya

IG = Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek
kegiatan

AT = Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan
dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.
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11. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan (persen). Indikator ini menjelaskan bahwa Presentase penyerapan
Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya
program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi
terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan
berbagai program yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase penerapan
manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan,
dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Perbandingan realisasi anggaran
dengan target penyerapan anggaran; (2) Konsistensi dalam pelaksanaan program/
kegiatan; dan (3) Ketepatan jadwal penarikan anggaran. Adapun rumus
penghitungannya:

Penyerapan = Realisasi/Pagu Anggaran x 100%

2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan
Tahun 2022

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran atau indikasi
atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator,
sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan
dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan
tingkat sasaran strategis kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan
kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun Anggaran 2022

1 | Tata Kelola Sumber Daya 1 | Persentase pelaksanaan pengelolaan
Ikan Di WPPNRI sumber daya ikan di laut pedalaman, 80
teritorial dan perairan kepulauan (persen)

2 | Persentase pelaksanaan pengelolaan
sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas 100
(persen)

3 | Persentase pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 100
(persen)

2 | Produksi Perairan Darat 4 | Persentase jumlah WPP Perairan darat yang

Meningkat dikelola sumber daya ikannya (persen) >7

3 | Tenaga Kerja yang terlibat 5 | Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada

pada pengelolaan PSDI pengelolaan PSDI (orang) 894
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Tata kelola pemerintah
yang baik di lingkungan
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan

Nilai rekonsiliasi kinerja  Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)

Indeks profesionalitas ASN  Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

79

Persentase Unit Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar
(persen)

86

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
lingkup Direktorat Pengelolaan SumberDaya
Ikan (persen)

70

10

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan
prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (Persen)

75

11

Persentase penyerapan anggaran Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

95

Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan, ada
beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah
ditentukan sebelumnya, Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada tabel
rencana aksi dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Tahun Anggaran 2022

ANGGARAN/
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ SATUAN TARGET
STRATEGIS UTAMA =R 2 ELOLIS PAGU (Rp) PAT:(';IE)\)’ISI OUTPUT OUTPUT
Rencana Pengelolaan
Perikanan (RPP) dan
Persentase PBR.002.051 | Harvest Strategy untuk 620,975,000 Dokumen 2
pelaksanaan duk Perik
engelolaan sumber mendukung Fertkanan
P - h Terukur berbasis WPPNRI
daya ikan di laut P o Perik
pedalaman, teritorial €ngelolaan Ferikanan
dan perairan dengan Pendekatan
PBR.002.052 | Ekosistem untuk 276,450,000 Laporan 1
kepulauan (persen) -
mendukung Perikanan
Terukur berbasis WPPNRI
Pelaksanaan dan Evaluasi
Rencana pengelolaan
ABR.003.051 perikanan tuna cakalang 53,000,000 Laporan 1
tongkol
Tata kelola . .
sumber daya Reviu Pelaksanaan Strategi
ikan di WPPNRI Pemanfaatan (Harvest
Persentase Strategy) Perikanan Tuna
an
geﬂ%nggung pelaksanaan ABR.003.052 Untuk Mendukung 426,770,000 Laporan 1
jawab pengelolaan sumber Penangkapan Ikan Terukur
daya ikan di ZEEI di WPPNRI
dan Laut Lepas
(persen) Pengolahan dan Analisis
ABR.003.053 | pt2 pemanfaatan Tuna 300,518,000 Laporan 1
Kerjasama dan Partisipasi
pada Organisasi
ABR.003.054 Pengeloiaan Perikanan 1,498,662,000 Laporan 3
Regional/Internasional
Sosialiasi pendaftaran
ABR.003.055 | kapal perikanan Indonesia 275,550,000 Laporan 1
ke RFMO
Persentase Penghitungan dan
pemantauan dan Penyusunan Alokasi Kuota
analisis pengelolaan ABR.004.051 | SDI dan Kuota Usaha 342,743,000 Laporan 1
sumber daya ikan di Penangkapan Ikan Pusat
WPPNRI (persen) dan Daerah dalam rangka
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ANGGARAN/
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ SATUAN TARGET
STRATEGIS UTAMA KEGIATAN PENDUKUNG PAGU (Rp) PAﬁ(§ﬁ¥ISI OUTPUT OUTPUT
mendukung Penangkapan
ikan terukur
Sosialisasi Alokasi Kuota
SDI dan Kuota Usaha
ABR.004.052 Penangkapan Ikan di Pusat 223,942,000 Laporan 1
dan Daerah
Pemantauan dan Evaluasi
Penerapan Alokasi Kuota
ABR.004.053 SDI dan Kuota Usaha 250,915,000 Laporan 1
Penangkapan Ikan
Pengolahan, Analisis dan
PBR.001.052 | Pemanfaatan Data Log 743,424,000 Laporan 3
Book Penangkapan Ikan
Pemantauan dan Evaluasi
PBR.001.053 | henerapan Logbook 341,444,000 Laporan 1
Penangkapan Ikan di
Pelabuhan Perikanan
Sosialisasi Penerapan e-
PBR.001.054 | Log Book Penangkapan 201,442,000 Laporan 3
Ikan
Penyusunan Ketentuan
dan Pedoman Teknis
PBR.003.051 Pemantau di atas Kapal 89,902,000 Laporan 1
Perikanan
Pengolahan dan Analisis
Data Pemantau di atas
PBR.003.052 | kapal perikanan dalam 4,464,732,000 Laporan 1
rangka mendukung
Penangkapan Ikan terukur
Penyusunan/pelaksanaan
ABR.002.051 | RPP di WPPNRI Perairan 1,187,029,000 Laporan 1
umlah Darat
Produktivitas \Ij\%;en‘t;:ﬁ ajglnglaarat Identifikasi dan
perikanan an zikelola sumber pengolahan data serta
perairan darat éa g ikannva ABR.002.052 | analisis kondisi perikanan 19,233,086,000 Laporan 1
meningkat ( (Zsen) Y di perairan darat dengan
per pendekatan ekosistem
ABR.002.053 %%%ﬁgfg:'r':ﬁ:'nﬂgfga 559,505,000 Laporan 1
Tenaga Kerja .
yang terlibat Jumlah Tgnaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang
yang terlibat pada A
pada enaelolaan PSDI 2341 terlibat pada pengelolaan - Orang 894
pengelolaan peng PSDI (orang)
PSDI (orang)
Nilai Rekonsiliasi Monitoring dan evaluasi
Kinerja Direktorat rekonsiliasi kinerja : Nilai 9
Pengelolaan Sumber Direktorat Pengelolaan
Daya Ikan (nilai) Sumber Daya Ikan
Monitoring dan evaluasi
IP ASN Direktorat pengembangan potensi
Pengelolaan Sumber ASN Direktorat - Indeks 79
Daya Ikan (indeks) Pengelolaan Sumber Daya
Ikan
Persentase unit
Direktorat
Pengelolaan Sumber Dukugan managemen dan
;:rt:el:iigﬁ yang Daya Ikan yang pglaksanaan tugas : Presentase 86
baik di mene_rapkan sistem Direktorat Pengelolaan
lingkungan manajemen Sumber Daya Ikan
Direktorat pengetahuan yang 2342
Pengelolaan terstandar (persen)
Persentase
ISkuamnber Daya Rekomendasi Hasil Monitoring dan evaluasi
Pengawasan yang hasil pengawasan lingkup
dimanfaatkan untuk Dit.PSDI yang dokumen : Presentase 70
Perbaikan Kinerja tindak lanjutnya telah
lingkup Direktorat dilengkapi dan
Pengelolaan Sumber diselesaikan
Daya Ikan (persen)
Tingkat efektivitas Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan .
kegiatan prioritas pe}alfsanaan keglatan p ta 75
/strategis Direktorat B_rlothtas/ tstprateg:sl ) resentase
Pengelolaan Sumber Slre boraD en?ke olaan
Daya Ikan (persen) umbper Daya lkan
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SASARAN
STRATEGIS UTAMA

ANGGARAN/
PASCA REVISI
AA (Rp)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

OUTPUT

ANGGARAN/

KEGIATAN PENDUKUNG PAGU (Rp)

TARGET
OUTPUT

Persentase
penyerapan
anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber
Daya Ikan (persen)

Monitoring dan evaluasi
penyerapan anggaran
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan

Presentase

95

2.7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2022

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu)
tahun anggaran. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam Perjanjian Kinerja
dilakukan oleh Satuan kerja (satker) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Mulai
tahun 2020, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan telah diberlakukan satu dipa ditingkat Eselon I. sehingga DIPA
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 menyatu pada DIPA Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022.

DIPA Direktorat Jenderal Perikanan tangkap mengalami Revisi 1 tanggal 14
Desember 2021 dikarenakan Berkenaan dengan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17
November 2021, Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah
strategis pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan
memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan
anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L).
Untuk itu melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29
November 2021 kepada seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pelaksanaan
Automatic Adjustment Belanja dilakukan dengan mencantumkan beberapa
KRO/RO/kegiatan K/L yang dilakukan pemblokiran sekurang-kurangnya 5% dari total
pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) sesuai ketentuan dan dicantumkan pada
catatan halaman IV DIPA. Pelaksanaan Automatic Adjusment tersebut hanya
melakukan pemblokiran mandiri dan tidak mempengaruhi keseluruhan Pagu
Anggaran Satuan Kerja, sehingga apabila disepanjang perjalanan anggaran tahun
2022 dapat dikembalikan ke satker maupun dilaksanakan dalam pemenuhan Langkah
strategis mitigasi dampak berlanjutnya Pandemic COVID-19.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada
Kementerian/Lembaga terdapat suatu Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi
Kebijakan APBN yakni Kebijakan Penambahan Automatic Adjustment Belanja K/L TA
2022 yang dilatarbelakangi oleh: a) hasil tindaklanjut arahan Presiden RI dalam Rapat
Internal tanggal 16 Mei 2022 dengan agenda Belanja Subsidi dalam APBN TA 2022
dan Implementasi Kebijakan APBN TA 2022; b) hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR
RI dengan Pemerintah dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga
Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN
tanggal 19 Mei 2022.
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Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalami Revisi 2
tanggal 31 Mei 2022 dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor: S-
458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment
Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022. Pelaksanaan Kebijakan
Penambahan Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2022 disebabkan karena
meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada
perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum
pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan automatic
adjustment (pencadangan anggaran) pada semua K/L.

Usulan tambahan automatic adjustment untuk Ditjen Perikanan Tangkap
sebesar Rp.71.473.973.000,- yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Pusat,
Dekonsentrasi, UPT, dan Tugas Pembantuan, dengan arahan pimpinan Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap, bahwa pelaksanaan pemblokiran Automatic Adjusment
TIDAK DILAKUKAN pada kegiatan prioritas khususnya kegiatan yang mendukung
Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pelaksanaan pemungutan PNBP Pasca Produksi.
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapatkan porsi penambahanautomatic
adjustment sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan rincian usulan penambahan porsi
automatic adjustment ini dilaksanakan berdasarkan prosentase anggaran setiap
kelompok bidang berbanding alokasi anggaran terakhir setelah porsipenambahan
automatic adjustment Tahap 1.

Selain hal diatas, pada akhir tahun 2022 pada Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terdapat penambahan alokasi
anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in
Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan
Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718.

Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan final Tahun 2022 dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap, sebagai berikut:

35

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



Laporan Kinerja |j
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 | ™=

KEMENTERAN KEUANGAN RESLELK HDONESIA
LAVF AN : Sahs set OiPA Pefian
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TAHUN ANGGARAN 2022 D331 20-2302-30634500
NOMOR : SP DIPA- 032.03.1.23872012022
X Dozar Ratum: —
1.UL No. 17 Tanun 7003 tentng Keuangan Negara ReVlSl ke 11
2UU Mo, 1 Tahun 2004 tontang Parbendanarsan Nogara. 1 Tanggal - 23 Desember
2UU No. € Tahun 2021 tentong APENTA 2022
B Dengan il exankan Alokas Anpgaran Umu:
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3 Proving @1} DKI JAKARTA
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1. DIPAPeskan yora iari DIPA indek (Norma Program, Uri Orgorizasi dan Kemanterian NegarLamboga)
2 DIPAPeskan imi Sostak secara otomat maiaks S2tom yang Giknghap! cngan kods pergaman berupa Cigeal stmp S95a33 panggart (ancs fangan pangezhan |ofntikas )
3 DIPAPedhan st sebagai dasar pel Negixan sarker dan penca ngesahan bagi Bendaram Lnom Negara¥eass Bendahara Lmum Negara
4 Renzana Penarikan D Fertraan g Hilaman 9 DIPA dizi zeauai cengan rencana peiatzanaas kegiaten.
2 Tanggang [anch KMadan PengEURaaN NGEATAN yang tertuang datm DIFA Fetian pata P Pangguna Anggaran
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DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
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HE.2341 Pengellaan Sumber Days by Fis. 21431 370000
WA Program Duburgen Mancier=n Fs. 130.330.£46.000
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-032.03.1.23872012022
| A INFORMASI KINERJA

Kernenteron Negaalembaga - (0321  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERKANAN

VTSN RHTARERI

LUnir Organsas: 3 Dijen Perkaran Tanghan
Frovne (01)  DRIJAKARTA
Kede/Nama Satker - (228720) SEKRETARAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGHAP
Halaman: (A 1
Program M Progmm Pengelolaan Perkanan can Keautn ZCE 514256000
Kegiater: 2357 Pengeloiaan Kapel Perkaron, i Peanghapen fuan dan Pengsmoken Kaos Perisam 41532066000
Indater Kinena Kegotan o Parseniase auak Kaoal DRrkanan yag e fhastemading
20 Persentase hasil dan g
im Sarcentass dam 3l *an smandar
Kasihas Rician Qus | Z33T.ABR Hebiahan Bdong Pererian dan Perkansn 600 Retomendasi Kebishan 12343172000
Rinsian Outpet o 28R D31 (e o ap3l pe 100 Relomenaas Ksogacan 108.334.000
yang éhtung dan danalisiz
(3 AER 023 Febomendasi bebiakan penpehiasn 3t penanghapan dan dan 3o Relomendas Kebfatao 1780816 000
0:  AEROM ; Kapal perkanan 200 Retomandas Kabiakan 71022
ban
Klastias Rircian Oupe 2 2337 ACA Perlzinan Froouk 730000 Produb 3422427000
Fineian Outpet 0f  ACADI Dokumen kagal perkanan yarg dtertizkan 530000 Froduk 2444467000
Wasfkas Recian Quexe 2 337.80C Faziitos dan Pembroan Masyorakat 211000 Orang 4723165000
Rimeian Octput ot B0CO0Y kapal peritanan 811000 crang 4723185000
pangstahuankompetsnsnys
Klasfkaz) Recian Oupe ¢ 2337868 Pemantavan produk 236200 laporan 300.0¢€ 020
Rassan Outpet ot BKB.0D1 Bartuan sarana penarghapan Ran yaeg fpanta 2ass00  laporan 309 088 D0
pEmaAntEatannya
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA. 032.03.1.238720/2022 pea e
[ A. INFORMASI KINERJA
Kementanan Negaralambaga - (O32)  KEMENTERIAN KELAUTAN TAN PERIKANAN
Unt Organizazi 1[0  OsjenPenkanan Tangkap
Prowins: @n DKIJAKARTA
KoduMama Sarker [233720) SEKRETARIAT DREXTORAT JENDERAL FER KANAN TANGKAP
Haean 1A 2
Kasiikasi Rrcian Jutpw: 5 207 PCA Permnan Produk 100100  Procck 267076000
Riecian Outpat 01 FOAGG Dokumen anak kapal perik anan yaog oremian PN 100000 produt 256 770000
02 PGAGGZ Dokimen DUk KIS Selks| cakon Persanaan Ferempatan (PN) 10 prodes £05 000
Pakaa Mgran Indonce:a (P3VE] awak hapal penkanan migran
yang sterbrkan
wacHcasi Rocian Cutr 8 2237 FON Seettkasi Profes can SOM 2385000 Orang 2963 013,000
Rireian Ouput [ 1] POLOOY Anak bapal perkanan yang dsertfkas PN) 2300000 omang 2,577 166.000
4 FDLOR Peiugas vang terseriifilani di bidang hapel perbanan PN) 28000 oang 0590 £14 200
Kasifasi Rrcian Quo 7 237e0C Fasitani den Fembinssn Mesysrakst 1100090 Orang 243245000
Rincian Output L foc.my Anzk yang 3 panarapan Penary: R (PN 1100001 orang 243645000
Laut (PKL) dengan pelaku ussha
Wasifasi Rreian Oupar 3 2337Q0A Faslhasi 0an Fembinaan Bagan Usaha 00.00  Badanusana 1242000
Rinian Ouput 0f QDRI Paishu v2aha yong diasinesi censrazan prinzip HAM pada ussha (PN} 9000 Docan Usska | 242000
perikanan
Kasrcas Rrcian Oupat - 9 237 CEE  Savuan Ferastan/ Satns €30000 une 21.790 120 300
Recian Oupet o GEGON Kapal peritanan Eartuan yang tersahurkan (PEN (PN} 2500 wit 2.755.000.000
[~ QEC.OR : n st bani han (PN} 410000 wat 15,035 120 000
hantn yarg tersaiuncn PEN)
o GEG.023 Sarana Penanghapon Ban yang Tersakrkan (PN} 17503 Unit 4.000 000000
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Kementaran Negaralambaga
Unit Organisasi

Prowins:

Koda/Nama Saker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-032.03.1.238720/2022
LA, INFORMASI KINERJA

(032)  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(03 Difjen Perkanan Tanghop
(01)  OKIJAKARTA
(233720) SEKRETARIAT DRECTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAF

AFERAERRAN

Hataman 1A 3
Kagatn % Pengelokaan Peladuhan Peskanae £1522.12¢000
Indikator Kinerja Kegotan Lo Fersantace paiabuhan parkanan yang AKEMBINGEan £3n Hngkatkan fastiGenya
20 Fersentase pemenuhan orasrssars pemungutan PNSF pasca produks:
a0 Tinghat operasionsl palabivan perkansn

M3SMEasiRnoce Oumt 10 - Z338EGA Tats Ksiola Kelemhagasn Publk Siaang Sxonan 200 Lambaga 7535620000
Riecian Ot of  EGAGO Palanunan Parikanan yang aibina tata kelola dan eperasionanya 3500 Lomoags 4022.068.00

sesusi vandan

02 BGAGE Polanunan penhanan UPT PUE3t 63n et yang dkeloia dan 000 Lemhaga 2005000003
cperasicnl sezuai Zandar
«w BOA 004 Pelaouhian peribanan loh3d pelacsanaan PNBP perikanan 700 Lembaga 13386230001

tangkap yang forkolola pencotaannya
Kasifitasi Rinsian Qutpt 1! 2338080 Prazorana Bidong Kemartman Kalautan, con Pericanan 2500 Unit 253026600
Rincian Ot o1 ceage! Polanunan Paritanan yang sacenttkas raneana 2500 Unt 2500206.000

pembanguaanipengembangan fazitasnya
Kasiftasi Rncion Quiow - 12 2350 FD1 Sertifhasi Frofesi dan SOM 13400 Crory 772526100
Rircian Oupt o FoLo01 Syahbanaar ¢: Pasbuhan Persanan yang arfacizass petashan BNy 13400 orang 773528100

dan penetapanmya
Wasifasi Rinzan Oupe 13 1338068 Tata Keola Kelembagaan Publk Bigang Exonons 1200 Lembaga £520.000.000
Rincian Gwput © QGAO! Pelssuhan perikanan ci lokasi SKPT yang dkelola dan PN 1200 lembage 5300000003

OpEASONS sesual siandar

Kernenteran Negaralembaga
Unit Crganvzaz

Frovrsi

ooe/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA. 032.03.1.238720i2022
| A. INFORMASI KINERJA

I032)  KENENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(0%  Dign Porikanan Tangkap
SOf)  DKIJSKARTA

(238720) SEXRETARIAT DIREKTORAT JENDESAL PER KANAN TANGKAP

DI0126-2065.0053.403%

Halsman 14 4

Wiasfkaz, Rreian Output

Rincan Output

Klagfka: Rreian Output

Fincan Dutpat

Kegiatan
Iodtkator Kinerja Keguatan

KlasThas Reeian Oulput

Rincian Dutput

Kiagtkas: Freian Ouput

Fincan Dutput

14 . 223R80  Frazaana Sicarg Kemantiman, Kelutan, dan Perkanan 3100 Une
o1 RB2.201 Pelabuhan perivanan UPT Pusai dan PP Perets yang PN) 500 Lokas
AENgCAEN fSIRASRY:, BWIMARLC LRI Menunang FVER
perikanan tangkap (PEN)
R RBQI03 Kaian r=00ana peraangunan peldran peibanan yang PN xm e
gz can bartra? mtemasional yang dsusun
03 R300M4 Pelobuhan Perkarsn reriver dan/stas berwanesen fnghungan PN} 400 ickesi
Fa) CHERDIGHAN
18 . 7333SCC Falatnan Eidang Feranan dan Ferkanan 24100 Orang
o sccon Petoges pengoiah dsta den verfihator oemurgetan PNEP PN} 724100 Orang
pankanan tangi penkznan yang
tapastasnys

Perpeoaan Peiznan dan Kenelayanan

1.0 Jumish koporasi neiayen yang dikerbanghan
20 Parsertace grran FNSS p
o Persertase pengeloksan kenelsymian yarg mais dan berdava sang
a0 Parsertacs pengeloiaan penznan barusana sub cckior pankanan tasgiap sesua Ketertuan
0 . 23WACA  Ferziean Produk 336000 Praik
o ACAO0! in berussha sub sekior panangkapar/pengangiutan kan yarg 535000 procut
dtetitin
17 . Z32BOC  Fasitas dan Femdnaan Masyaratat 4100000 Orang
o BOC.ONM Nelayen yang difesitas pedrcungannys 4100000 orang

22402751000

13 144 553 00C

2110003 0ce

5338 183 00C

3482 201 000

4422201 00C

80 81172300C

2.223001 000
2253081.000

28810132000

20810.132.000

38

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE




Laporan Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

|_ |
- |
L |

EED

Nemertesian Negaral=nbaga
Unt Organicast

Prowinsi

Kodamiams Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 032.03.1.23872012022
1A INFORMASI KINERJA
-(332)  KEMENRTERIAN KELAUTAN DAN PEREANAN
©(d)  Degn Penkanan Tangkap
=(an DKI JAKARTA
- (232770) SEXSETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAF

AU

Halaman 14 o
Kosifdasi Rnzan Qua. 12 nnarca Perzinan Produc. 1200600 Produk 1.382.593.000
Rincias Owpat o1 FCADD tain alokasi usaha per Grgkap (SIUP) N 1000000 Prodik 1322 %05 000
KoemizeiRmaon Oupe 10 23300DC  Fasitac dan Pembinaan Masyarskat 1038600 Orang &¢91 ara 000
Rncian Oupat bl QDC.002 Bdang tanah relayan yang dfasiitaz seridhatnga PN} 750000 Orang
oz QDC 003 Nelayan yang difasiiasi pengembangan ssahanya (PN) 200000 cfang
0 ooco Neiayan yang sl 2kEss peadanaan Lsaramya 2 75300 orang
Kosthas Rmsan Qe 20 2220000 Facitas dan Pembrasn Yalompok Masyorakat 304100 Kelompok Mazyaratat 5£60.000.000
Rincian Oupat o1 Q00002 Ktompok Usaha Bersama yang meninghal kapastas PN} 300000 Keloopoh Masyaracs 1222 030 000
taicmbagaannya
2 eDoood Kampung relayan yang dfasiitasi peratianaya PNy anpp  kefomock mamyarakat 48 090,000
D) QD0.005 yang e i ebagal PN} 100 Kelompoh Mesyorsns 3383 000 000
torporasi neiayan
Kisifibasi Rncan Quene 21 I333QEA Bartaan Masysroket 120000 Orang 212331.000
Riian Ovgat o QEac2 Bamuan Prami Asurangi Nelayan yaeg dsalurtan Ny 120000 Orang 212331.000
Kaosiftasi Rinsian Qe 22 209084 Bartsan Kelorpok Masyaeakat 1000 Kelompok Mazyarakat 8.00¢.022.000
Rincian Ouput o1 QEHOM Kampung relaran yang dtngkanian fasiiasnya (Kampurg 2 1000 kamosng nelayan 2000 000,000
nalysn mapskalay) (PEN)
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-032.03.1.238720/2022 peorder oty
| A INFORMASI KINERJA
Kementeren Negwallembaga - (332)  KEMENTTZRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Linit Crganacs ©{@3)  Dejgn Penkanan Tangksp
Provinz =@n DK! JAKARTA
KodeNama Satiet (233720) SEXRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL FERIKANAN TANGKAF
Halsman 14 @
Wasrkacl Rrcian Dupee 23 . 2339RAL Sarana Bidang Memartman, KsiaLtan, dan Penkanan 31000 Une 28007 272 000
Finetan Oupat 01 RALDOI Sarana penuniang pamurgut:n PNBP perkonan tongkac yang (PN} 21000 wnk 28067272000
disedakan
Wlasrkasi Rcian Outpet 28 jusa Facieas 03r Pambnazn Pemenntan Dasrah 3200 Dasran Frou'Kaokota) 4015996 000
Finetan Cusput 91 UBAGO Sztem periznan puzstdaerch rang ferintegrasi PNy 2400 Provinsi 3£12.960 000
Kegamn 2341 Fengsioiaan Sunter Daya Ikan 31481370000
Ingator Kinerja Kegiatan 1o Perzamtaze piah WPR porciran darat yang dikeio sumber coya kannya
2.0 P sumber daya fian ) Gt %, $emonal, 4an peraran eptaan
e Persemaze Z i ZEE! dan Laut Lepas
L Parsomase d: i 3 ‘sumbar daya. Ry
KlasPaasi Rrcian Ouput 25 2341 ABR Ketijacan Bidang Penanan dan Ferdanan 1700 Rekomendas Kebijaan 24 301.720 000
Fincian Outpt 01 A8RO0Z Rakomencazi katijaian pengeloizan 50! Persiran Darat 300 Aokomendasi Kebjakan 20 £79.320 000
[ 3 ABROCZ Rskomendasi ketijaian pengeloiaan 301 Zena Skenem Sksusf 200 Rokomendasi Kebjakan 2584500000
Ihdonesia (ZEEI) dan laat lepes
o3 ABR 004 Rekomencas keoyjaan Jotasl SO 11.00 Sekomenaasi Kebiakan £17.500 000
WasfkaziRrcian Oupet 28 2M1PBR Kabjakan Eidang Pertanan dan eritanan 2500 Rokomsndaz Kakijaean 738,360 000
Fimaian Output o1 PBROCT + 0 AnAfsis data PNy 1100 Rexomencasi Kebjshan | 786310 000
Log Book Penangeanan kan
oz PBRO02 2 S04 L3y A eNy 200 Rekomendas: Kebsakan E€7.425000
Tentorial dan Peraran Hepusaan
o3 FEROC3 faicr conamakkan (PN} 1100 Rexomerazsi Kohyakan 462,524 000
pemanmuan Observer distas kaps! perdanan
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA.032.03.1.238720/2022

| A_INFORMASI KINERJA

VAR R

Kementeran Negaalembaga  (032) KELA €
Unit Organsas) <103) Degon Pankanan Tangkap
Provins -on DKI JAKARTA
Kooe/Nana Sather (233720) SEXRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PER KANAN TANGKAP
Halsmac 1A 7
Kasfkazi Recan Quipet 27 241064 Tata Kalola Kekmbagaan Publk B<ang Ekonom. 190 Lembaga 461.201.00¢
Rinaian Output 01 QGADM Lembegs Pengeicla Peribanan Wisysh Pengelolsan Perkanan (PN} 100 ‘erodaga 381.231 060
Negara Republk Incenssia (IVPPNEI yang opsrsional
Progeam 03203 WA Frogram Dukungan Manemen 138 006,848 000
Kegasn 242 Duengan Manaeman intsens! Lngtip Ditjen Penkanan Tangkap 133 662 833,000
endiator Kinerfa Kegjatan 1o Parscrtaze pemenenan dokuren kedang Hutum, Orgarisasi dan Kehamazan
2o Perssrtase pemenanan sokumsa bidang SOM Aparaar
im Persertase pemenahan dobursen bidang bevangen. BMN don wmum
L0 Perzertaze cokumen Bidang o menicring, evaluasi don dats
Wlasrxas! Recian Dupee 1 2M2CAN  Sarana Eidang Teknalog: infaanas 0an Komunikas) 100 Une 1368 000 0Ce
Rinetan Ousput 01 CAN.SS Peranghat Pengola: Dota dan Komunitasi 100 Unit | 208 200 000
WasFkos Rincian Outpet 2 2M2EBA  Layanan Dukungan Mansjemen latemal 1690 Laysnan £1.268.305.00C
Finelon Oulput 01 EBAges Layanan NN 100 Layanan 1.300.000.000
@ EBALE Layanan Hukum 100 Layanan 1.128.722.00¢
01 EBAGSE Layanan butungan Masyarakat 100 Layanan 3.124.250.000
o4 EBAcE0 Layanan Organizasi an Tata Kelola Internal 100 Layanan 07434 000
% EBARE2 Layanan Umnum 100 Laywnan Jee 001 000
] EB8A 203 Layanan Data dan otrorasi 100 Layanan 3423 203 000
a7 EBA ¥R Layanan Percanioran 1200 Layanan 20.087.024.0CC

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA-032.03.1.238720/2022

| A. INFORMASI KINERJA

DE9126-208 520814338

Kemenieran NegoralLembaga : (032 LAUTANDAN
Unit Drpansas 03) Dien Parkanan Tanghap
Frovrs Si01)  DKIJAKARTA
Kede/Nora Setver - {238720) STXRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHANAN TANCKAP
Habwmar - 1A, &
KlasThas' Rncian Ouput 3 2A2€EBE Layanan Sa1ana dan Prasarana mema 200 Uni 13732 D00 000
Rincan Output o E38951 Layanan S3rana irteenal 103 Unt 4.223917.000
o2 ESBET! Layanan Prazarana intemal 103 Unit 11.508.183.00C
Klasfkasi Rncian Output 4 2M42EBC Layanan Manxiemen SOM Internal 147300 Orang 2.202230.00¢
Rinoisn Output o E3CHM Layanan Nanagrea S04 142300 layanan 3362280000
Kiasfkas Rncan Ouput 5 TA2EEC  Layansn Manaemen Knenz memat 400 Dokumsn 28970783000
Finean Duput D EBDOSZ Layanan Persncanaan dan Pengerggaion 100 Laysasn 9424070000
e E3D63Y Layanan Pemantavan con Evavesi 101 Dokumen 2818722000
03 EBDESS Layanan Mansernen Heuengan 100 Ochumen 13823 218 000
24 EADATE Laganan Penyelenpgacaan Kears pan 100 Dokumen £03.757.000

Jatarta 17 Nowember 2021
Drsdar Jencerat Pankanan Tangkap

ol

Dr. k. Munammod Zani, MM
NIF 19630318 158003 1021
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-032.03.1.228720/2022

1 B. SUMBER DANA

AATRVRHTARRI

Kememerian Negar¥lembags  (032] KEMENTER(AN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unt Organieast (03) Difen Perlanan Tangka
Frownsi (1) DOKI AKARTA
Kedamama Saker (234720) SENRETARAT DIREKTORAT JENDERAL PESIKANAN TANGK AP
Halamae - 1B |
Pagu Exsuslen Ropah
1. Arggaren Tahun 2022 Ro. 244263 207 000 Ket. o Piriamen Lusr Neger (1) Veluie Asig uss o Ro 2
1 Rupiah Mo R 243 240 722 000 @ FPLN uss 20307 Rp 3304247000
2.PNEP Rp 02 307 420000 U Hbah Lua Neger (1) Valana Asrg uss 0 R 3
3 PriamanHah L Neger Ro 3304 245,000 @FHLN uss o mp bl
4. Prjaman'Hnzh Dafam Nager: Ao 0 € Piaman Dasm Negen D& o
5. Hibah Laagsang £ 12730520000 6. Hbh Dalam Nogar [ [
£.SBSN PES Rp. ] €. Hish Luar Negeri Langsung [ 18730520000
2. Rincian Pinjaman / Hiosh : 7. Hibsh Dalrn Negeri Lasora DR o (dotam s nioh]
No. SUMBER PILIAMAN DAN HIBAK PRGL TAHUN NI RINCIAN DAMA BERDASASKAN DAMA PENDAMPING
No. MPEIH par Tahun CASA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Nogen 1) Mt Uang NPPH 1)pp
2 Hban Luar Neger ) Exunalen USD 7) PL
3. Pinjaman Dalom Negeri ) Ekunvalen Rupish 7) R
& Hibah Datam Neger 4jLc
5)-
Vose Uraan Kodo Dana Koda Oana p.Fdp RoLl RpLeo.Cozt
1 2 3 4 s e 7 3 A 10
1 2 WORLD VILGLIFE FLIND| UsD
GEFPROIECTIDN 28| =D 130526
20TSEAVA| IR 18.730.620,00)
5 16720.520]
LOAN BELUN EFEXTIF(USD 23031
99223203 DR 230424500 3 3204845

PPH : Naskah Fersryan Finjsman don'stas Hbeh

Gambar 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022

(Revisi Ke-11 Tanggal 23 Desember 2022)
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3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan
maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dimana dalam hal ini untuk memenubhi
prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi
pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini
tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja
akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja,
membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama,
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Gambar 4. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Tahun Anggaran 2022
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2022 telah menetapkan
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada
Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagaimana yang telah diiinput ke dalam aplikasi KINERJAKU.
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=— e-Kinerja

Sasaraniingikator Kinera

Tata kelola sumber daya (kan di WPPNRI parastan laut yang Bertanggung Jywab

Produktivitas penkanan perdiran darat meningkat

yang terlibat pada pengelolaan $01

3y
h yang DAIK @i lingkungan Direkiorat Pengeloldan Sumber Daya ian

tas /strateqls Direktorat Pengeiolaan Sumber Daya ikan (pessen

Target

Sawan  Polarisasi 2022

Target Capatan
Desember Desember

Tgl Input

Gambar 5. Report Kinerja Aplikasi Kinerjaku Direktorat PSDI Tahun 2022

Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Tahun Anggaran 2022

1 | Tata Kelola Persentase pelaksanaan
Sumber Daya Ikan pengelolaan sumber daya
Di WPPNRI ikan di laut pedalaman, 80 85 106
teritorial dan perairan
kepulauan (persen)
Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya
ikan di ZEEI dan Laut Lepas 100 100 100
(persen)
Persentase pemantauan dan
analisis pengelolaan sumber
daya ikan di  WPPNRI 100 124,15 124,15
(persen)
2 | Produksi Perairan Persentase  jumlah  WPP
Darat Meningkat Perairan darat yang dikelola
sumber daya ikannya 57 57 100
(persen)
3 | Tenaga Kerja yang Jumlah tenaga Kerja yang
terlibat pada terlibat pada pengelolaan 894 2.825 316
pengelolaan PSDI PSDI (orang)
4 | Tata kelola Nilai  rekonsiliasi  kinerja
pemerintah yang Direktorat Pengelolaan 92 98,65 107,23
baik di lingkungan Sumber Daya Ikan (nilai)
Direktorat
P(Iarr(\agecl)organ Indeks profesionalitas ASN
Sumber Daya Tkan Direktorat Pengelolaan 79 71 74,03 83,98 84,64 107,14
Sumber Daya Ikan (indeks)
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8 Persentase Unit Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
yang menerapkan sistem 86 100 100 100 100
manajemen pengetahuan
yang terstandar (persen)

116,28

9 | Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup
Direktorat Pengelolaan

Sumber Daya Ikan (persen)

70 70 70 100 100

142,86

10 | Tingkat efektivitas
pelaksanaan kegiatan
prioritas /strategis Direktorat 75
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (Persen)

94,58

126,10

11 | Persentase penyerapan
anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen)

95 12,72 43,26 68,69 99,82

105,07

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini, Target Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan adalah terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas)
Indikator kinerja yang harus dipenuhi. Adapun rincian capaian kinerja pelaksanaan
kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022, sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran
Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.O01l. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut
Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya
disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan
yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau,
waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah
Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk
proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, danimplementasi serta
penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidangperikanan, yang
dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai
kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah
disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam
menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan
ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan ikan di WPPNRI
meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga
terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya
pengelolaan di perairan tersebut.
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Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022

0,
Target | Lyt | Twar | Twam | Twav &

Nama IKU 2022 Capaian

Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, 80 - - - 85 106
Teritorial Dan Perairan Kepulauan (persen)

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut
pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan melalui kegiatan - kegiatan yang telah
dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengukuran indikator ini
dilakukan secara tahunan, dengan target tahun 2022 sebesar 80%. Realisasi IKU ini
pada tahun 2022 sebesar 85% atau 108% dari target 80% yang sudah ditetapkan.

Cara menghitung ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan
perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang
seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi tahun 2022 terdapat sebanyak 47
kegiatan dari total 66 kegiatan. Sehingga didapatkan nilai realisasi sebanyak 85%.
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

NO IKU Targeti 22(%) No Justifikasi REALISZSI JUMLAH Keterangan
TWIi[TW2[TW3[TW 4 571 572 573 | 711 | 712 | 713 714 | 715 | 716| 717 718 Sub total TOTA Realisasi
1 20 [0 |60 80 1 |Identifikasi pemangku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11| a7 859% 1. WPPNRI 571: MSC: Cumi-cumi

kepentingan dalam 2. WPPNRI 572: Ykan

pengelolaan perikanan d| 3. WPPNRI 573: ISLME: Lobster

WPPNRI 4. WPPNRI 711: APRI, YKAN , USAID
5. WPPNRI 712: ISLME: Rajungan, Kakap dan
Kerapu; APRI: Rajungan; GMC-UNDP: Rajungan

6. WPPNRI 713: ISLME:Kakap dan Kerapu
7.WPPNRI 714: ISLME: TDA

8. WPPNRI 715: GEF 6-CFI: Kakap dan Kerapu
9. WPPNRI 716: YII, YKAN , IPNLF, WWF, MDPLI
10. WPPNRI 717: GEF 6-CFI: Pelagis kecil

11. WPPNRI 718: GEF 6-CFI: Kerapu, Udang,
Kepiting

Monitoring dan Evaluasi Tim Perizinan Ormas
Asing (TPOA)

1. Environmental Defense Fund (EDF)

2. Sustainable Fisheries Partnership (SFP)

3. Marine Stewardship Council (MSC)

2 |pata dan informasi 1 1 1 1 1 1 1 7 1. Pendataan Kapal Rajungan WPPNRI 712
pemanfaatan sumber daya 2. Update dat. | di WPPNRI 573
ikan di WPPNRI 3. Update dat. | di WPPNRI 712
4. Update dat. | di WPPNRI 713
5. Update dat. | di WPPNRI 714
6. Update dat. si SDI di WPPNRI 715
7. Update data potensi SDI di WPPNRI 717
8. Update data potensi SDI di WPPNRI 718
3 [Koordinasi pelaksanaan| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1. Koordinasi lembaga pengelola perikanan
pengelolaan perikanan

berkelanjutan di WPPNRI i UPP WPPNRI 571
i UPP WPPNRI 572
i UPP WPPNRI 573
i UPP WPPNRI 711
i UPP WPPNRI 712
i UPP WPPNRI 713
i UPP WPPNRI 714
i UPP WPPNRI 715
i UPP WPPNRI 716
si UPP WPPNRI 717
si UPP WPPNRI 718

1 1 1 1 1 1 1 7 . viu RPP Lemuru WPPNRI 573
2. Konsultasi Publik HS Kakap dan Kerapu di
WPPNRI 713
3. Penyusunan HS Kakap dan Kerapu WPPNRI
573
4. Reviu RPP WPPNRI 573
5. Reviu RPP WPPNRI 712
6. Reviu RPP WPPNRI 713
7. Reviu RPP WPPNRI 714
8. Reviu RPP WPPNRI 715
. Vi P WPPNRI 717
v PP WPPNRI 718
unan RPP Lobster
nan RPP Kepiting

5 Tersedianya Norma, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 mor 83 tahun 2022 tentang
Standar, Prosedur dan rencana pengelolaan perikanan Rajungan di
Kriteria di WPPNRI WPPNRI

[ 3 3 E 3 E E E E 3 E E| 47
| R _ALISASI 85%

Gambar 6. Cara Perhitungan Jumlah Kegiatan dalam Rangka Pengelolaan Perikanan
di WPPNRI Tahun 2022
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Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)
terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-
kegiatan dalam output ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan, menyiapkan
rekomendasi kebijakan dan strategis, dan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang
pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.
Secara umum, kegiatan-kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut
dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan
kepulauan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan besar, yaitu:

1. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

a. Operasionalisasi UPP WPPNRI 571.

Dalam rangka pengelolaan perikanan di WPPNRI 571 menuju
implementasi penangkapan ikan terukur dalam mewujudkan blue economy di
sektor kelautan dan perikanan, PPS Belawan selaku secretariat UPP WPPNRI
571 melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara pemangku kepentingan di

WPPNRI 571. Pertemuanini
dilaksanakan pada tanggal
2 Desember 2022 di
Medan, Sumatera Utara,

dengan menghadirkan
narasumber dari Ditjen
Perikanan Tangkap,

Operaswnallsasu

Perwakilan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi,
dan Lantanal I Belawan.

Beberapa informasi
penting dalam pertemuan
tersebut adalah WPPNRI
571 termasuk dalam zona
5 (lima) dalam zona
pangkapan ikan terukur; telah terjadi penurunan hasil tangkapan ikan,
khususnya pelagis kecil. Sehingga tindak lanjut dalam kegiatan tersebut adalah
perlunya sinergit antara pemerintah, pelaku usaha dan nelayan untuk
melaksanakan keijakan penangkapan ikan terukur (PIT); diperlukan koordinasi
yang rutin antar pemangku kepentingan dan update sumber daya manusia
pengelola UPP WPPNRI, khususnya di WPPNRI 571.

b. Operasionalisasi UPP WPPNRI 573 dan 713.

Seiring dengan semangat penerapan Ecosystem Approach to Fisheries
Management (EAFM) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
(WPPNRI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung Kebijakan
Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai konsep yang mendasari kegiatan

UPP WPPNRI 571
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perikanan tangkap. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) ini berlandaskan
konsep penangkapan ikan berbasis kuota (quota-based) dan hasil tangkapan
(output-based fisheries). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan efektivitas kegiatan perikanan di masing-masing WPPNRI
dengan mengkategorikan masing-masing WPPNRI sebagai zona perikanan
komersial (industri), zona perikanan tradisional, dan zona konservasi.

Dalam rangka | ~ -
mendukung penerapan
kebijakan Penangkapan Ikan
Terukur (PIT) di WPPNRI 573
dan 713, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan bersama dengan
Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap dan PP
Untia selaku  Koordinator
Eksekutif WPPNRI 573 dan
713, telah  melaksanakan
pertemuan: “Persiapan
Implementasi  Penangkapan (1
Ikan Terukur melalui Operasionalisasi Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI”.
Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan dan
menguatkan Unit Pengelola Perikanan (UPP) di WPPNRI dalam mendukung
kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilaksanakan melalui
inventarisasi permasalahan dan rencana aksi pengelolaan perikanan di
WPPNRI.

Adapun beberapa kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah
sebagai berikut:

1) Usulan nama anggota Panel Ilmiah UPP WPPNRI;

2) Isu, Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Kebijakan
Penangkapan Ikan Terukur (PIT);

3) Rencana Pelaksanaan Kegiatan UPP WPPNRI;

Sedangkan tindak lanjut dalam pertemuan adalah sebagai berikut:

1) Revitalisasi Kelembagaan UPP WPPNRI, khususnya untuk memutakhirkan
Panel Ilmiah dan membentuk Panel Konsultatif sebagaimana amanat Pasal
47 Permen KP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di
WPPNRI;

2) Data dan informasi perikanan, dinamika pengelolaan perikanan, isu dan
permasalahan terkini di WPPNRI akan menjadi dasar untuk penyusunan
Reviu RPP WPPNRI;

Operasionalisasi UPP
WPPNRI573 dan 713

48

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



Laporan Kinerja r*. r | Z

Ji

3) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan bekerja sama dengan UPP
WPPNRI mendorong dan mengawal pelaksanaan reviu RPP WPPNRI yang
sedang dilaksanakan; dan

4) Dukungan oleh pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya
khususnya terkait Sumber Daya Manusia, peran aktif, dan pendanaan.

. Operasionalisasi UPP WPPNRI 716, 717 dan 718.

Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan
Terukur (PIT) di WPPNRI 716, 717 dan 718, Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan bersama dengan
| Pelabuhan Perikanan
| Samudera Bitung, PPN Ternate
| dan PPN  Tual  selaku
Koordinator Eksekutif WPPNRI
716, 717 dan 718, telah
melaksanakan pertemuan:
“Persiapan Implementasi
Penangkapan Ikan Terukur
melalui Operasionalisasi Unit
Pengelola Perikanan (UPP)
WPPNRI”.  Pertemuan ini
dilaksanakan dengan tujuan
untuk mempersiapkan dan
menguatkan Unit Pengelola
| Perikanan (UPP) di WPPNRI
w dalam mendukung kebijakan

75 Penangkapan Ikan Terukur
(PIT) yang dilaksanakan melalui |nventar|sa5| permasalahan dan rencana aksi
pengelolaan perikanan di WPPNRI. Beberapa kesepakatan dalam pertemuan
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Usulan nama anggota Panel Ilmiah UPP WPPNRI;

2) Isu, Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Kebijakan
Penangkapan Ikan Terukur (PIT);

3) Rencana Pelaksanaan Kegiatan UPP WPPNRI;

Sedangkan tindak lanjut dalam pertemuan adalah sebagai berikut:

1) Revitalisasi Kelembagaan UPP WPPNRI, khususnya untuk memutakhirkan
Panel IImiah dan membentuk Panel Konsultatif sebagaimana amanat Pasal
47 Permen KP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di
WPPNRI;

2) Data dan informasi perikanan, dinamika pengelolaan perikanan, isu dan
permasalahan terkini di WPPNRI akan menjadi dasar untuk penyusunan
Reviu RPP WPPNRI;
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3) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan bekerja sama dengan UPP
WPPNRI mendorong dan mengawal pelaksanaan reviu RPP WPPNRI yang
sedang dilaksanakan; dan

4) Dukungan oleh pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya

khususnya terkait Sumber Daya Manusia, peran aktif, dan pendanaan.

.....

2. Penyusunan/implementasi/evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan.

a. Penyusunan RPP Lobster.

Lobster merupakan komoditas perikanan unggulan untuk pasar
domestik maupun ekspor. Harga jual lobster di pasaran berdasarkan jenis dan
ukurannya yaitu berkisar antara 280 ribu sampai 1,5 juta rupiah per kilogram.
Beberapa tahun terakhir ini permintaan lobster di pasar domestik maupun
mancanegara meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan
penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2020, mencatat kenaikan
volume dan nilai ekspor lobster naik masing-masing 67,93 persen dan 199,03
persen. Permintaan pasar yang tinggi berdampak pada usaha penangkapan
lobster di alam semakin meningkat. Hal ini terjadi karena produksi lobster
hingga saat ini masih tergantung pada hasil tangkapan alam, mengingat masih
terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memijahkan lobster laut.
Penelitian di perairan selatan Jawa, khususnya di selatan Pangandaran, Gunung
Kidul dan Pacitan sering dijumpai banyak anakan lobster yang belum layak jual
(<100 g) ikut tertangkap dengan alat gillnet dan “krendet”. Hal ini tentunya
akan sangat mengganggu proses rekruitmen alami (Nuraini & Sumiono, 2006;
ACIAR, 2012). Semakin intensifnya penangkapan yang tidak didasari
pertimbangan kelestarian sumber daya seperti penggunaan potas, bahan
peledak dan lainnya, akan merusak habitat udang karang dan pada gilirannya
menyebabkan semakin langkanya sumberdaya tersebut.
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Status pemanfaatan perikanan lobster di beberapa WPPNRI
sebagaimana tercantum dalam Permen KP Nomor 19 Tahun 2022 menunjukan
bahwa sumberdaya lobster di 7 WPPNRI berstatus over exploited dan 3 WPPNRI
berstatus belum fully exploited. Diperlukan aturan atau kebijakan terkait
pemanfaatan sumberdaya lobster untuk mengendalikan pemanfaatan komoditi
tersebut di  WPPNRI dalam rangka mencapai pengelolaan perikanan
berkelanjutan. Beberapa peraturan terkait keberlanjutan sumber daya ikan
mensyaratkan hal yang sama, yaitu serangkaian upaya yang terintegrasi dalam
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan
hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (UU 31 Tahun
2004 juncto UU 45 Tahun 2009). Upaya dan proses tersebut mengarah pada
tujuan pengelolaan perikanan yang diterjemahkan ke dalam aksi pengelolaan
yang dirumuskan sebagai rencana pengelolaan perikanan (RPP) (FAO, 1995).
Penyusunan RPP adalah langkah kunci dalam implementasi pengelolaan
perikanan. RPP memuat antara lain karakteristik sumber daya ikan dan
perikanan serta ketentuan pengelolaan (management measures) (FAO, 1997;
2003), yang disusun berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia (the best
scientific evidence available) (FAO, 1995; 1997; 2003). Rencana Pengelolaan
Perikanan (RPP) Lobster di WPPNRI disusun berdasarkan PERMEN KP No.
22/2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI.

Produks! Lodster A . dan
Tahun 20152020
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]
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Pertemuan laporan akhir (final meeting) dilaksanakan pada tanggal 11
Oktober 2022 di hotel padjadjaran, Kota Bogor. Pertemuan ini dalam rangka
konsultasi teknis akhir dengan team PSDI-DKPT, KKP dalam memulai proyek
Reviu Status Perikanan dan Penyusunan Draft Dokumen Rencana Pengelolaan
Perikanan (RPP) Lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
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Indonesia (WPPNRI). Instansi yang hadir dalam pertemuan adalah KKP
(Pusdatin, BRSDM-KP, DJPB, DJPT), UPT KKP, DKP Provinsi,
Akademisi/Unversitas, FAO GEF 5 ISLME, SDI KKP, YMLS. Jumlah peserta yang
hadir sebanyak 21 orang hadir luring dan 32 orang hadir daring. Beberapapoin
penting dalam Rapat ini adalah:

1) Reviu Status Perikanan Lobster.

a) Tingkat pemanfaatan perikanan lobster sebagian besar sudah over
exploited;

b) Data yang dibutuhkan untuk perhitungan CPUE masih sangat terbatas.
Nilai rata-rata CPUE yang diketahui hanya di WPPNRI 573, yaitu 0,29 kg /
trip;

c) Berdasarkan data dari Pusdatin, nilai produksi lobster cenderung
meningkat;

d) Produksi lobster tertinggi di WPPNRI 718 (49,54%), WPPNRI 572
(23,89%), dan WPPNRI 573 (9,13%);

e) Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah Panulirus homarus (lobster
pasir) dan P. ornatus lobster mutiara);

f) Potensi benih lobster alam di laut Indonesia sangat besar dan
diperkirakan mencapai 20 milyar ekor per tahun;

g) API Lobster yang dominan digunakan antara lain adalah rawai dasar
(23%), jaring insang trammel net (20%), dan bubu (17%)

2) Mengelompokkan isu pengelolaan lobster dan Menyusun rencana aksi serta
saran dan tolok ukur pengelolaan perikanan lobster.

. RPP Kepiting.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetetapkan 11 (sebelas)
Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPPNRI dan RPP jenis ikan (rajungan,
ikan terbang, lemuru, Kakap dan kerapu). RPP ini bersifat dinamis,sehingga
akan berubah terus sesuai dengan perkembangan data, informasi dan
kebijakan yang ada. RPP tersebut akan di evaluasi setiap tahun dengan
menggunakan indikator pelaksanaan sasaran, rencana aksi yang telah di
tetapkan serta apakah ada perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan
sesuai dengan amanat dari RPP tersebut. Dalam penyusunan/evaluasi Rencana
Pengelolaan Perikanan WPPNRI, telah di tetapkan Permen KP Nomor 22 tahun
2021.

RPP berbasis jenis ikan yang sedang di susun adalah RPP Lobster dan
RPP Kepiting Bakau. Kepiting bakau (mud crab atau mangrove crab) yang
termasuk ke dalam jenis Scylla spp. memiliki potensi produksi yang tinggi di
seluruh perairan Indonesia karena didukung oleh keberadaan Indonesia
sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dimana mangrove
sebagai habitat hidupnya hidup di sepanjangnya. Dengan demikiandiketahui
bahwa keterkaitan antara produksi kepiting bakau dengan keberadaan
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mangrove memiliki keterkaitan yang sangat erat. Berdasarkan data produksi
mangrove tahun 2017-2021 diketahui bahwa produksi kepiting bakau
mengalami penurunan sebesar 23.855,59 ton atau menurun 35,46 % yakni dari
67.280,13 tom menjadi 43.424,54 ton (PUSDATIN KKP, 2022).

j “'A L RLE | @ Al “ . =" ﬁ

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara offline dan online pada
bulan November dan Desember 2022. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk
mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan mengenai draft RPP
Kepiting bakau yang telah di susun, sehingga dapat menjadi pedoman bagi
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait dan
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya kepiting
bakau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRTI)
agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

3. Tersedianya Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di WPPNRI.

Rajungan merupakan salah satu jenis sumber daya ikan yang bernilai
ekonomi penting dan tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI). Rajungan dan Kepiting menjadi komoditas ekspor
terbesar keempat Indonesia dari subsektor perikanan tangkap dengan nilai ekspor
sebesar USD613 juta (enam ratus tiga belas juta dolar Amerika Serikat) pada tahun
2021. Berdasarkan data Pusat Data, Statistik, dan Informasi Tahun 2021, nilai
ekspor rajungan hanya lebih rendah dibandingkan udang, tuna-tongkol-cakalang,
dan cumi-sotong-gurita.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun
2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang
Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa estimasi potensi sumber
daya rajungan dari 11 (sebelas) WPPNRI yang ada di Indonesia tergolong
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tinggi, yaitu sekitar 57.947 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh)
ton. Mengingat tingginya potensi sumber daya rajungan tersebut, agar rajungan
dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh Negara Republik
Indonesia serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perlu
adanya RPP Rajungan.

RPP Rajungan telah disusun dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 pada tanggal 29 Desember
2016. Dalam Lampiran Bab IV.A dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
tersebut disebutkan bahwa guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode
pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak RPP ditetapkan. Selanjutnya, dalam Lampiran Bab IV.C mengenai
Reviu juga dinyatakan bahwa RPP ditinjau ulang (reviu) setiap 5 (lima) tahun.
Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu untuk
menyusun RPP Rajungan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.

KEPMEN KP Nomor 83 tahun 2022

UTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 20
ENTANG
RENCANA PENCELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Menetapkan Keputusan Nomor 83
tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajunan di WPPNRI. RPP
Rajungan di WPPNRI dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan
sumber daya rajungan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Kementerian
Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya rajungan di WPPNRI.

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial
Dan Perairan Kepulauan pada Tahun 2022 sebesar Rp.1,281,526,399,- atau 99,44%
dari pagu anggaran sebesar Rp.1,288,706,000,- berdasarkan laporan ketersediaan
dana detail TA. 2022 per tanggal 31 Desember 2022.
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3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI dan
Laut Lepas (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya
disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan
yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau,
waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah
Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya,
termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis,
perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk
mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang
telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam
menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan
ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan ikan di WPPNRI
meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga
terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisai upaya
pengelolaan di perairan tersebut serta operasionalisasi kelembagaan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya
ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola
dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Pelaksanaan dan Evaluasi
Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol, (2) Reviu Pelaksanaan Strategi
Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan
Terukur di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4)
Kerjasama  dan  Partisipasi pada  Organisasi  Pengelolaan  Perikanan
Regional/Internasional, dan (5) Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke
RFMO.

Tabel 6. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan
di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2022

Target %
Nama IKU 2022 TW.I | TW.ID | TW.III | TW.IV Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas 100 - - - 100 100
(persen)

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan, realisasi dan capaian pada
Tahun 2022 telah dilaksanakan 100% dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan.
Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas
yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan
pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU ZEEI
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untuk mencapai output, perlu melakukan koordinasi dengan pemangku
kepentingan/stakeholder perikanan Tuna secara berkala dan selalu berkoordinasi
terhadap pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan, serta melakukan pembahasan rutin
terhadap perkembangan pemanfaatan Tuna di WPPNRI khususnya dalam
implementasi Kebijakan oenangkapan Ikan Terukur pada jenis species Tuna Cakalang
dan Tongkol. Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya
target capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI
dan Laut Lepas, antara lain:

1. Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol,
berupa Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon serta Koordinasi
Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol
pada tanggal 14-17 November 2022 di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kegiatan
ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan untuk melaksanakan sosialisasi penempatan dan
pemanfaatan rumpon serta koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan
perikanan tuna, cakalang dan tongkol untuk meningkatkan pemahaman terkait
penempatan dan pemanfaatan rumpon, termasuk informasi penerbitan Surat
Izin Penempatan Rumpon (SIPR) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Pemangkat; serta Koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan
TCT yang memuat seluruh isu/permasalahan sesuai arah dan fokus kebijakan
pengelolaan perikanan Tuna, Cakalang Dan Tongkol (TCT), penyampaian
ketentuan resolusi RFMO terutama berkaitan dengan pendataan perikanan
Tuna, partisipasi dalam pengelolaan perikanan tuna, pemanfaatan peluang
penangkapan tuna di ZEEI dan laut lepas, serta implementasi RPP TCT yang di
laksanakan pada Provinsi Kalimantan Barat; dan Mengumpulkan data dan
proses pengumpulan data khususnya pada perikanan tuna, cakalang dan
tongkol pada Provinsi Kalimantan Barat.

b. Kegiatan merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Kepmen-KP) nomor 7 tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon pada Jalur
Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) serta dalam rangka mendukung penerapan kebijakan
Perikanan Tangkap Terukur.

¢. Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) merupakan salah satu jenis alat
bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut
dalam, dimana memberikan warna baru dalam penatakelolaan perikanan.
Keberadaan rumpon diharapkan akan turut membantu nelayan dalam upaya
menjangkau ke perairan yang lebih dekat tanpa memerlukan biaya yang besar.
Selain untuk memudahkan nelayan menemukan tempat mengoperasikan alat
tangkap dan meningkatkan hasil tangkapan, tentunya rumpon juga memiliki
andil dalam mencegah terjadinya destruktif fishing dan diharapkan rumpon
bermanfaat dan berorientasi pada peningkatan produksi ikan tanpa merenggut
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dan mencemari kehidupan laut. Penggunaan Rumpon Pengabdian yang
bersandar dari Sustainability Development Goals (SDGs) nomor 14,
melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan
dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan ini, menjadi angin segar
untuk pemulihan persediaan ikan dan kelayakan lumbung ikan dalam waktu
singkat.

. Proses SIPR sama halnya antara Kapal Izin Pusat dan kapal izin Daerah dimana
SIPR keluar dengan nama KUB atau Koperasi tetapi dalam SIPR ada daftar
kapalnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi harus bisa merintis alokasi
rumpon dibawah 12 mil. Yang harus diperhatikan adalah apabila nelayan
meminta SIPR, maka kapal terus harus terdapat di SIMKADA, baru bisa di
proses. Rumpon <12 mil merupakan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi untuk penempatan rumpon, dengan catatan sesuai dengan daerah
penangkapan. 5GT tidak terikat daerah penangkapan. Opersional loka tuna izin
pusat operasi >12 mil, missal di natuna besar atau pulau sumbi daerah
penangkapan ikan (>13 mil dari agris pantai, namun nelayan tidak
memperbolehkan.

. Berkaitan dengan penatakelolaan rumpon, Nelayan Kecil untuk dapat
menempatkan dan memanfaatkan rumpon melalui koperasi atau KUB. Pada
Permen KP Nomor 10 tahun 2021 menjelaskan tentang tata cara dan
persyaratan administratif yang harus dipenuhi berikut ketentuan pelaporan yang
harus dilaksanakan pemilik SIPR. Adapun unsur baru yang ditambahkan dalam
penatakelolaan rumpon adalah kelengkapan persetujuan kesesuaian
pemanfaatan ruang laut yang merupakan langkah harmonisasi dan peningkatan
jaminan penggunaan ruang laut bagi rumpon.

Penempatan rumpon, pelaku usaha perikanan mengalami kendala dalam proses
perolehan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
(PKKPRL), hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pelaku usaha
tentang proses perolehan izin PKKPRL yang meliputi rangkaian persiapan,
persyaratan dan tata cara input dalam aplikasi OSS RBA. Selain itu, hingga saat
ini kewenangan penerbitan izin PKKPRL hanya berada di pemerintah pusat (KKP
c.q Ditjen Pengelolaan Ruang Laut), belum ada pendelegasian kewenangan
kepada provinsi.

. Dari data-data tersebut didapat beberapa informasi penting, yakni terjadi
peningkatan produksi Ikan Tongkol yang signifikan pada periode 2019 dan 2021
dengan puncaknya pada tahun 2019, kenaikan hasil produksi ikan tongkol di
wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat yang signifikan tersebut diduga
diakibatkan: Adanya peningkatan hasil produksi Ikan Tongkol di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pemangkat, Kabupaten Sambas. Ini dikarenakan pada
saat periode tahun tersebut kebutuhan permintaan Ikan Tongkol meningkat ini
dikarenakan permintaan ikan dengan mutu yang baik yang juga kebutuhannya
didistribusikan dibeberapa wilayah di Kalimantan barat seperti Sambas,
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Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Pontianak dan daerah Ilainnya.
Berdasarkan data diatas, Terjadinya penurunan pendaratan Ikan Tongkol yang
signifikan juga dimulai pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2022, penurunan
tersebut diduga diakibatkan perubahan kebijakan, perubahan cuaca dan alam
serta kemungkinan adanya perubahan penggunaan alat tangkap oleh nelayan di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

h. Selain itu, Penurunan harga komoditas ikan tongkol merupakan dampak dari
mekanisme pasar akibat peralihan preferensi konsumen kepada ikan kakap
merah. Turunnya harga ikan kakap merah, yang selama ini harganya relatif lebih
mahal dari ikan tongkol, mendorong masyarakat untuk lebih memilih
mengkonsumsi ikan kakap merah dibanding ikan tongkol;

Gambar 7. Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon serta Koordinasi
Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.

2. Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna untuk

Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI berupa Pertemuan ke-5
Implementasi Harvest Strategy Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715 pada

tanggal 23-25 November 2022 di Bogor, Adapun kegiatan ini secara rinci dapat
dilihat sebagai berikut:

a. Pembahasan pertemuan ini mengenai pentingnya menentukan Target Reference
Point (TRP) dalam menyusun harvest strategy, maka direkomendasikan
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pelaksanaan pertemuan untuk mendiskusikan dan menetapkan TRP sebagai
peningkatan kualitas data saat ini.

. Tujuan pertemuan Harvest Strategy (HS) ini untuk: a) Menyampaikan
perkembangan pelaksanaan tindakan pengelolaan HS yang telah
direkomendasikan; b) Mengevaluasi kemajuan, hambatan dan tantangan dalam
pelaksanaan tindakan pengelolaan HS untuk perikanan tuna; c. Mendiskusikan
kajian keefektifan dan dampak dari pelaksanaan lima tindakan pengelolaan
yang disepakati; d) Mendiskusikan kebutuhan perbaikan untuk pelaksanaan HS
termasuk standar protokol data dan monitoring data; e) Mengkaji kerangka
kerja (framework) definitif untuk HS.

Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dihadiri
oleh Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, BRIN; Kepala Pusat Riset
Perikanan, BRIN; Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan,
BRIN; perwakilan dari Pusat Riset Perikanan, BRSDMKP; Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) - Federal Government
Agency for Scientific Research in Australia; Eselon II Lingkup KKP; perwakilan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 713,
714 dan 715; Peneliti lingkup BRIN; akademisi dari IPB dan AUP; NGO; serta
perwakilan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

. Adapun empirical harvest control rules yang disepakati menggunakan index
standard CPUE rata-rata pada tahun 2014-2016 (selama 3 tahun) sebagai dasar
untuk menentukan catch limit ditahun 2023-2025 dengan flowchart Harvest
Control Rule (HCR). Serta perlunya pengurangan hasil tangkapan sebanyak 4%
pada tahun 2023, 3% ditahun 2024 dan 3% untuk tahun 2025 dari hasil batas
tangkapan tahun 2021. Pembahasan lebih detail akan ditindaklanjuti pada
pertemuan berikutnya.

. Dengan adanya trend sumber daya ikan yang cenderung menurun perlu
melakukan tindakan pengelolaan yang telah disepakati. Dalam pertemuan ini
menyepakati untuk melanjutkan 3 (tiga) tindakan pengelolaan sebelumnya,
yaitu: 1) Pembatasan penempatan dan pemanfaatan rumpon; 2) Pembatasan
area dan waktu penangkapan ikan, sebagai usulan perluasan tindakan
pengelolaan ini diperlukan adanya rekomendasi ilmiah yang memadai; 3)
Penetapan hasil tangkapan yang diperbolehkan pada setiap WPPNRI.
Mengingat pentingnya pembatasan hasil tangkapan pada HCR dalam
pengelolaan perikanan khususnya tuna, perlunya tindakan pengelolaan
mengenai pengaturan jumlah kapal penangkap dan pengaturan jumlah hari
penangkapan yang akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Serta
memperhatikan pentingnya peningkatan kegiatan pengawasan penangkapan
ikan untuk memenuhi batas minimum kebutuhan pengawasan dan penerapan
sistem pengawasan berbasis risiko pelanggaran.

. Pertemuan ini juga mencatat pentingnya melakukan kegiatan konsultasi dan
diseminasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sehubungan dengan
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pemanfaatan dan penempatan rumpon/FAD, serta penerapan perizinan
berbasis kuota sumber daya ikan.

. Harvest Strategy (HS) perikanan tuna di WPP 713, 714, dan 715 telah
berlangsung sejak tahun 2014. Proses penyusunan Harvest Strategy Framework
untuk perikanan tuna tropis di WPPNRI 713, 714 dan 715 telah dilakukan melalui
beberapa Technical Workshop dan Stakeholder Workshop, diantaranya survey
opini dan survey persepsi melalui risk-based assessment untuk menyeleksi
tujuan pengelolaan, tujuan operasional dan tindakan pengelolaan untuk harvest
strategy perikanan tuna tropis di WPPNRI 713, 714 dan 715.

Berdasarkan dokumen framework tersebut, terdapat rencana aksi untuk
implementasi harvest strategy, diantaranya adalah menganalisa data yang
tersedia, tindakan pengelolaan yang potensial untuk mengendalikan hasil
tangkapan atau upaya penangkapan ikan dan menyusun opsi-opsi untuk
prosedur pengelolaan yang adaptif termasuk framework yang diperlukan untuk
memperbaiki proses pengumpulan data.

Peningkatan cakupan dan kualitas data sangat penting untuk pengelolaan
perikanan yang baik, karena data merupakan bagian pokok dari pengelolaan
perikanan. HS akan membutuhkan dukungan besar dari semua pemangku
kepentingan pengelolaan perikanan, dan hasilnya harus diselaraskan dengan
Sistem Manajemen Berbasis Kuota. Dengan memperhatikan harvest strategy
frame work, perlunya melakukan langkah-langkah pengelolaan perikanan
secara responsif berbasis pada perhitungan HCR tahun 2023-2025.

. Seluruh pemangku kepentingan harus meninjau kerangka sementara rencana
aksi Harvest Strategy untuk penyusunan roadmap finalisasi harvest strategy
frame work menggunakan empirical Harvest Control Rule (HCR), yang diadopsi
secara legal dan akan diluncurkan pada Indonesia Tuna Conference Tahun
2023. Untuk memperkaya pemahaman karakteristik perikanan tuna di perairan
kepulauan Indonesia direkomendasikan agar hasil studi sosial ekonomi yang
dilaksanakan oleh BRIN dan CSIRO dapat saling melengkapi.

Tindakan pengelolaan harvest strategy tentunya berkaitan erat dengan alokasi
Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta monitoring dan evaluasi kepatuhan
pelaksanaan tindakan pengelolaan harvest strategy di perairan kepulauan
(WPPNRI 713, 714 dan 715) yang memiliki dampak sosial ekonomi, akan
dibahas lebih lanjut pada diskusi berikutnya.

. Kampanye dan strategi komunikasi dalam meningkatkan pemahaman tentang
harvest strategy diperlukan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk peduli
pada perikanan tuna diantaranya melalui pembuatan #tagar seperti: BerSATU
(Bersama Sayang Tuna) untuk menuju Indonesia Tuna Conference di tahun
2023.
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Gambar 8. Pertemuan ke-5 Implementasi Harvest Strategy Perikanan Tuna di
WPPNRI 713, 714 dan 715

Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan
Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada Tahun 2022:

Tabel 7. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) pada Tahun 2022

Estimasi Berat
Bulan Jumlah Ikan Berat (Kg) Keseluruhan (Kg)
Januari 1.733 147.218 169.301
Februari 1.845 150.545 173.127
Maret 1.080 89.947 103.439
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Estimasi Berat

Bulan Jumlah Ikan Berat (Kg) Keseluruhan (Kg)
April 303 24.709 28.415
Mei 193 12.727 14.636
Juni 227 14.770 16.986
Juli 349 29.858 34.337
Agustus 468 40.494 46.568
September 1.012 80.439 92.505
Oktober 995 72.915 83.852
November 1.393 105.556 121.389
Desember 97 6.850 7.878
TOTAL 9.695 776.028 892.432

Selain Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi
Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan, ada beberapa kegiatan yang
mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) melalui kegiatan Pertemuan
Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Kuota 2022 dan Distribusi Kuota Southern Bluefin
Tuna (SBT) Sementara Tahun 2023 pada tanggal 10 November di Bali:

a. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri
oleh Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta, Koordinator Kelompok Pengelola SDI
ZEEI dan Laut Lepas - Dit. PSDI, Kepala PPN Pengambengan, Petugas Validasi
CDS PPN Pengambengan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Long Line
Indonesia (ATLI), Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu
Indonesia (ASPERTADU) serta perwakilan dari perusahaan pemegang kuota
SBT, Fungsional P3T - Dit. PSDI DJPT dan lingkup Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan.

b. Kuota Nasional Southern Bluefin Tuna (SBT) Indonesia untuk musim tangkapan
tahun 2022 sebagaimana ditetapkan pada sidang tahunan komisi CCSBT tahun
2020 sebesar 1.122,8 ton, dikurangi dengan payback sebesar 91,3ton pertahun
selama 5 tahun (2022-2026) sebagai konsekuensi kelebihan kuota tahun 2019
dan 2020 sebesar 456,6 ton. Sehingga Indonesia hanya dapat memanfaatkan
SBT pada musim penangkapan tahun 2022 sebesar 1.031,5 ton. Kuota nasional
SBT Indonesia adalah hasil tangkapan yang berasal dari keseluruhan armada
perikanan, termasuk hasil tangkapan SBT dari perikanan artisanal (kapal
berukuran < 30 GT).

c. Pembagian kuota nasional kepada asosiasi penerima berlaku mulai tanggal 1
Januari — 31 Desember 2022. Adapun pembagian kuota nasional tersebut
dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme sebagaimana diatur dalam
Keputusan Dirjen PT Nomor 11/KEP-DJPT/2018 tanggal 22 Februari 2018
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
62/KEP-DJPT/2015 tentang Petunjuk Teknis Distribusi Alokasi Kuota Nasional
Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna). Penetapan asosiasi penerima
dan jumlah kuota masing-masing asosiasi selanjutnya akan ditetapkan dengan
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Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

. Terkait dengan penetapan asosiasi dan distribusi kuota hasil tangkapan nasional
tuna sirip biru selatan tahun 2022 telah ditetapkan melalui KeputusanDirektur
Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 17 Tahun 2022, asosiasi penerimakuota SBT
yaitu ATLI dengan jumlah kuota 992.183 ton dan ASPERTADU Indonesia
dengan jumlah kuota sebesar 39.300 ton.

. Realisasi pemanfaatan kuota tersebut hingga tanggal 1 November 2022 sudah
mencapai 649.098 kg atau 62,93% terhadap jumlah kuota nasional Indonesia
yaitu 1.031.483 kg (kuota nasional tersebut sudah dikurangi payback sebesar
91.317 kg).

Kuota SBT akan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap setelah
total hasil tangkapan SBT untuk musim penangkapan tahun 2022 divalidasi
selambat-lambatnya pada minggu ke-2 bulan Maret Tahun 2023, termasuk
dengan mempertimbangkan adanya “incidental catch”.

. Memperhatikan ketentuan pelaporan hasil tangkapan SBT kepada sekretariat
CCSBT untuk musim tangkapan SBT Indonesia hasil tangkapan tahun 2022,
adalah selambat-lambatnya 90 hari atau pada tanggal 31 Maret 2023, maka
batas akhir pelaporan dari asosiasi sesuai dengan petunjuk teknis adalah 15
Januari 2023 untuk SBT fresh dan 28 Februari 2023 untuk SBT Frozen.

Gambar 9. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Kuota 2022 dan
Distribusi Kuota Southern Bluefin Tuna (SBT) Sementara Tahun 2022
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4, Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan
Regional/Internasional, antara lain:

a. Pertemuan koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri The 3rd Meeting of The
Technical Compliance Working Group (TCWG 3) dan The 17th Meeting of The
Compliance Committee (CC17) pada tanggal 3 — 8 Oktober 2022 di Jakarta.
Tujuan pelaksanaan pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri
pertemuan The 3rd Meeting of The Technical Compliance Working Group
(TCWG 3) Dan The 17th Meeting of The Compliance Committee (CC17)
diantaranya: 1) Meningkatkan peran aktif Indonesia pada pengelolaan perikanan
di level regional; 2) Melindungi kepentingan Indonesia terhadap pemanfaatan
sumber daya tuna di Samudera Hindia; 3) Meningkatkan kepatuhan Indonesia
terhadap Conservation and Management Measures (CMM) dan resolusi CCSBT;
4) Mempermudah koordinasi delegasi RI dalam diplomasi posisi Indonesia pada
pertemuan TCWG 3 dan CC17 CCSBT.

1) The 3rd Meeting of the Technical Compliance Working Group (TCWGO03).

Setiap tahun CCSBT menyelenggarakan rangkaian pertemuan yang
dihadiri oleh negara anggota dan Observer untuk membahas isu-isu terkait
dengan status stok Southern Bluefin Tuna (SBT), Management Procedure
(MP), Total Allowable Catch, tindakan pengelolaan/resolusi CCSBT (a.l.
Tagging, Catch Documentation Scheme (CDS dan E-CDS), electronic
monitoring, attributable catch, program observer, Ecological Related
Species, 2021 Performance Review of the CCSBT dan work plan tahun 2023.
Disamping itu dilaksanakan pertemuan komisi finansial dan administrasi
untuk membahas terkait perencanaan dan penganggaran CCSBT, iuran
keanggotaan dan agenda pelaksanaan kegiatan CCSBT setiap tahunnya.

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan
dipimpin oleh Mr. Frank Meere dari Australia selaku Chairperson dan dihadiri
sekitar 47 peserta yang terdiri dari delegasi 6 Negara CCSBT (Australia,
Fishing Entity of Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia
Baru), serta observer (USA, Fiji, Mauritius, Agreement on the Conservation of
Albatrosses and Petrels, Birdlife International, PEW Charitable Trusts).

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Koordinator PSDI ZEEI dan Laut
Lepas selaku Head of Delegation dengan Alternate Head of Delegation Sub
Koordinator Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas dan anggota delegasi
terdiri dari unsur Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, Sekretariat Jenderal, dan Asosiasi Tuna Longline Indonesia.

Agenda pertemuan yaitu membahas pengembangan Electronic
Monitoring Systems (EMS) yang disepakati oleh CC16. Terdapat beberapa
makalah terkait EMS yang diusung oleh beberapa negara member yakni New
Zealand, Japan, Australia dan USA.
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Pertemuan membahas makalah dari negara anggota dan observer
terkait dengan pengalaman dalam uji coba dan mengimplementasikan EMS.
Sejumlah sistem yang berbeda disajikan dan memberikan gambaran tentang
teknologi dan pendekatan yang tersedia saat ini. Namun diakui bahwa
teknologi dan perangkat lunak terkait EM terus berkembang. Pertemuan ini
juga menyepakati untuk merekomendasikan kepada CC bahwa kelompok
kerja intersessional dibentuk dan bertemu secara virtual untuk
mempertimbangkan beberapa masalah utama yang dibahas, termasuk
persyaratan data untuk EM. Selanjutnya, disepakati bahwa setiap pekerjaan
atau rekomendasi harus diberikan kepada ESC untuk mendapatkan
pertimbangan dan masukan.

The 17th Meeting of the Compliance Committee (CC17)

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 4 — 7 Oktober 2022 dan
dipimpin oleh Mr. Frank Meere dari Australia selaku Chairperson dan dihadiri
sekitar 60 peserta yang terdiri dari delegasi 6 Negara CCSBT (Australia,
Fishing Entity of Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia
Baru), serta 6 observer (USA, Fiji, Mauritius, Agreement on the Conservation
of Albatrosses and Petrels, Birdlife International dan PEW Charitable Trusts).

Delagasi Indonesia dipimpin oleh Koordinator PSDI ZEEI dan Laut
Lepas selaku Head of Delegation dengan Alternate Head of Delegation Sub
Koordinator Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas dan anggota delegasi
terdiri dari unsur Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, Sekretariat Jenderal, dan Asosiasi Tuna Longline Indonesia.

Agenda pertemuan CC17 antara lain membahas terkait Overview of
Compliance with CCSBT Conservation and Management Measures,Operation
of CCSBT Measures (Issues and Updates), Attributable SBT CatchDefinition
and Depredation, 2021 CCSBT Performance Review, Work Program for 2022.

Secara umum, Komisi CCSBT memandang Indonesia telah patuh
dalam memenuhi prosedur dan ketentuan CCSBT dalam pemanfaatan
Southern Bluefin Tuna (SBT). Namun, terdapat 4 (empat) isu utama berkaitan
dengan Indonesia yang dibahas pada pertemuan CC17 yaitu (1) payback
plan 2022-2026; (2) pelaksanaan work plan untuk menghindari terjadinya
over-catch di tahun 2022; (3) pelaksanaan resolusi transshipment; dan (4)
ketentuan 10% coverage untuk penempatan observer di atas kapal
penangkap ikan.

Hasil tangkapan Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 mengalami
over-catch sebesar 456,584 ton. Indonesia berkomitmen untuk membayar
kembali tangkapan berlebih tersebut (payback) secara bertahap dari tahun
2022 hingga 2026.
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Indonesia telah menyampaikan paper “Implementation of Indonesia’s
work plan to remain within TAC for 2022” yang memuat progress
pelaksanaan work plan yang telah dilakukan Indonesia untuk menghindari
terjadinya over-catch di tahun 2022. CC17 merekomendasikan kepadakomisi
untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan work plan tersebut.

CC17 menilai bahwa Indonesia belum melaksanakan ketentuan
dalam resolusi terkait transshipment, menanggapi hal tersebut Indonesia
mengusulkan untuk dapat menggunakan observer nasional pada kapal
pengangkut kayu Indonesia yang melakukan pemindahan SBT. Mekanisme
penggunaan observer nasional tersebut sedang dilaksanakan di Indian
Ocean Tuna Commission (IOTC) melalui Resolusi IOTC 22/02 On
Establishing a Programme for Transhipment by Large-scale Fishing Vessels.
CC17 meminta Indonesia untuk dapat menyampaikan proposal terkait
pengaturan penggunaan observer nasional dimaksud untuk kemudian
dibahas dan dipertimbangkan pada pertemuan komisi (CCSBT29).

Terkait dengan ketentuan scientific observer coverage di atas kapal
penangkap ikan yakni sebesar 10%, terdapat beberapa negara anggota
(Indonesia, Jepang dan Korea Selatan) belum dapat memenuhi ketentuan
tersebut. Adapun scientific observer coverage Indonesia hanya mencapai
1%. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam
mencapai target tersebut, antara lain keterbatasan ketersediaan dan
kapasitas sumber daya manusia serta anggaran program observer.

Berdasarkan makalah yang diusung oleh New Zealand dan hasil
pembahasan 2021 Performance Review, CC17 menyepakati bahwa terdapat
6 kategori yaitu: (1) compliance assessment and corrective actions; (2)
capacity building; (3) observer coverage and EMS; (4) strategic planning; (5)
modernising CCSBT; dan (6) relationship with externals. CC17 menyepakati
kategori yang memiliki prioritas tertinggi adalah compliance assessment and
corrective actions dan capacity building, namun CC17 juga mencatat bahwa
terdapat beberapa rekomendasi dengan skor prioritas tinggi lainnya seperti a
revision of the compliance action plan dan the implementation of an e CDS.
Selain itu, CC17 mencatat bawa scientific observer memiliki peran penting
dalam proses penilaian kepatuhan, sehingga kategori observer coverage and
EMS juga merupakan area yang dipertimbangkan oleh EC dan SFMWG
meskipun tidak memiliki skor prioritas tinggi.
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Gambar 10. Pertemuan koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri The 3rd
Meeting of The Technical Compliance Working Group (TCWG 3) dan The 17th
Meeting of The Compliance Committee (CC17)

b. Pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri pertemuan the Extended
Commission of the 29th Annual Meeting of the Commission (EC 29) CCSBT pada
tanggal 10 — 15 Oktober 2022 di Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Don
Mackay dari New Zealand selaku Chairperson. Pertemuan dihadiri oleh delegasi
6 (enam) Negara CCSBT (Australia, Indonesia, Jepang, RepublikKorea, Selandia
Baru dan Afrika Selatan), serta 10 (sepuluh) observer (Uni Eropa, Fishing Entity
of Taiwan, Panama, USA, Mauritius, Fiji, Agreement on the Conservation of
Albatrosses and Petrels, Birdlife International, Humane SocietyInternational dan
PEW Charitable Trusts.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Koordinator PSDI ZEEI dan Laut Lepas
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selaku Head of Delegation dengan Alternate Head of Delegation Sub
Koordinator Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas dan anggota delegasi terdiri
dari unsur Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Sekretariat
Jenderal, dan Asosiasi Tuna Longline Indonesia. Tujuan pertemuan CCSBT29
adalah untuk membahas isu-isu terkait dengan status stok Southern Bluefin
Tuna (SBT), Management Procedure (MP), pemanfaatan alokasi Total Allowable
Catch SBT, Attributable Catch, Ecologically Related Species, finansial,
administrasi, iuran keanggotaan dan agenda pelaksanaan kegiatan CCSBT
tahun 2023.

Menindaklanjuti rekomendasi CC17, Indonesia telah menyampaikan
proposal for amendment of resolution on establishing a program for
transshipment by large-scale fishing vessels yang memuat usulan penggunaan
nasional observer Indonesia pada kapal pengangkut berbahan kayu
sebagaimana pilot project transshipment yang sedang dilaksanakan di IOTC.
Berdasarkan pertimbangan dari negara anggota lainnya, komisi meyepakati
bahwa perlu adanya pembahasan lebih lanjut pada level Compliance Committee
(CC). Indonesia diminta untuk menyampaikan paper mengenai informasi latar
belakang dan hasil pelaksanaan trial pilot project IOTC dan akandibahas pada
pertemuan CC tahun 2023.

Komisi mengapresiasi tindakan yang diambil Indonesia dalam
melaksanakan payback plan terhadap over catch tahun 2019 dan 2020 serta
work plan untuk tetap berada dalam Total Allowable Catch (TAC) tahun 2022.
CC menilai Indonesia telah patuh dalam pelaksanaan payback plan dan
merekomendasikan komisi untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan work
plan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Komisi menyetujui tambahan kuota
sebesar 80 ton untuk Indonesia berlanjut hingga tahun 2023 dan mendukung
rekomendasi CC.

Terkait dengan pembahasan alokasi TAC, komisi menyepakati TACglobal
tahun 2023 sebesar 17.647 ton. Sedangkan untuk penentuan TAC globaltahun
2024 — 2026, ESC merekomendasikan sebesar 20.647 ton per tahun yang
menunjukkan bahwa adanya peningkatan TAC global sebesar 3.000 ton dari
TAC global 2021 — 2023. Namun, salah satu negara anggota menyampaikan
keberatannya untuk menerima kenaikan TAC tersebut dengan alasan perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu hasil proyek audio-visual farming SBT oleh
Australia dan studi pasar SBT oleh Jepang. Dengan tidak adanya konsensus,
maka Komisi menyepakati untuk menunda penentuan alokasi TAC tahun 2024 —
2026 dan akan dibahas kembali pada pertemuan komisi tahun 2023.

Pada agenda pembahasan alokasi TAC tersebut, Indonesia
menyampaikan jika alokasi untuk Indonesia, dengan hanya 5,7% dari TAC
global, tidak mecerminkan dan jauh dari alokasi yang adil dan merata terhadap
negara pantai, serta tidak sesuai dengan kondisi perikanan saat ini. Sebagai
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negara pantai, Indonesia mengusulkan perlu adanya modifikasi maknisme
alokasi TAC dengan mengedepankan kepentingan negara pantai, khususnya
negara pantai berkembang. Komisi menyetujui usulan tersebut dan meminta
Indonesia untuk menyampaikan proposal yang memuat penyesuaian sederhana
terhadap presentase alokasi TAC dan akan dibahas pada pertemuan komisi
tahun 2023.

Pertemuan regular CCSBT tahun 2023 rencana akan dilaksanakan secara

tatap muka di Korea Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1) The 28th ESC meeting, 28 Agustus s.d. 2 September 2023;

2) The 4th TCWG meeting, 4 Oktober 2023; dan

3) The 18th CC meeting and the 30th EC meeting, 5 s.d. 12 Oktober 2023

Financial and Administration Committee Meeting dilaksanakan secara
back to back dengan pertemuan CCSBT untuk membahas revisi anggaran tahun
2022, draft anggaran tahun 2023 dan draft anggaran indikatif untuk tahun 2024
dan 2025. Pengeluaran untuk tahun 2022 sejumlah $3.180.709, lebih rendah
sebesar 12,9% dari jumlah yang disetujui untuk tahun 2022. AnggaranCCSBT
tahun 2023 adalah sebesar $3.632.500. Kontribusi Indonesia tahun 2022naik
sebesar 3,5% dari $223.603 menjadi $231.429.

Indonesia mengusung proposal terkait penyediaan dana partisipasi
menghadiri pertemuan Ecologically Related Species Working Group (ERSWG)
dan Operating Model and Management Procedure Workshop (OMMP). Proposal
memuat pendanaan bagi negara anggota khususnya negara pantai berkembang
untuk menghadiri pertemuan technical dan scientific working group.
Pendanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kapasitas
delegasi dari negara pantai berkembang pada kegiatan technical danscientific.
Proposal tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara anggota lainnya dan
disetujui dan diadopsi oleh komisi.
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Gambar 11. Pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri pertemuan the
Extended Commission of the 29th Annual Meeting of the Commission (EC 29) CCSBT

c. Pertemuan Data Compliance Mission Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2022 di Jakarta.

Pertemuan dibuka oleh Koordinator Bidang ZEEI dan Laut Lepas dengan
dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Riset Perikanan BRIN; Sub Koordinator Data
Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap; Pusat Data, Statistik dan Informasi Setjen
KKP; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT; Direktorat Kepelabuhanan
Perikanan DJPT; Sekretariat IOTC; serta Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan DJPT. Sejak 20 Juni 2007, Indonesia telah menjadi anggota IOTC
yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan resolusi yang telah diterbitkan
oleh Komisi IOTC serta menyampaikan data yang diamanatkan pada resolusi-
resolusi tersebut. Terdapat isu penting yang dikawal oleh Indonesia di IOTC
terkait dengan adanya perbedaan data (data discrepancy) antara data hasil
tangkapan yang disampaikan oleh Indonesia secara resmi ke IOTC dengan data
yang tersaji pada IOTC Datasets. Dalam rangka menindaklanjuti isu dan
rekomendasi pertemuan the 3 Indonesian Tuna Fisheries Data Workshop yang
telah diselenggarakan pada bulan Juli 2022, Indonesia telah menyusun draft
Paper on the Re-estimation Methodology of Indonesia’s Annual Tuna Catch Data
in IOTC yang akan disampaikan pada pertemuan the 18t" Working Party on Data
Collection and Statistics (WPDCS18) pada bulan November 2022.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bekerja sama dengan
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Sekretariat IOTC akan menyelenggarakan Data Compliance Mission IOTC.
Pertemuan bertujuan membahas metodologi re-estimasi hasil tangkapan tuna
Indonesia di IOTC.

Pertemuan diawali dengan penjelasan draft paper re-estimasi data,
Tanggapan dari draft Indonesia oleh IOTC pada diskusi yang disampaikan
sebagai berikut: Mengumpulkan semua data informasi dari rata-rata nilai
Logbook dan komposisi lainnya dan me-review metodologi yang dilakukan;
serta Melanjutkan diskusi sebelumnya yang belum dilakukan sebagaimana
strategi untuk meminimalisir impact dan melakukan revisi data submisi yang
dilaksanakan dengan batas waktu tertentu. Disamping itu melakukan kolaborasi
data dari data WPDCS dan melakukan analisis untuk kemungkinan-
kemungkinan kedepan termasuk kasus aktifitas revisi estimasi.

Progres: Mei-Juli melakukan asumsi metodologi sebelum jatuh tempo
(Sesuai proposal IOTC). Tantangan yang dihadapi: 1) Menjelaskan secara detil
komposisi tangkapan; 2) Representasi sample logbook (reestimasi pada LL area,
musim, ukuran kapal); 3) Rata2 ukuran kapal <5GT; 4) Alasan memilih alat tangkap
dan memperhatikan komposisi tangkapan; 5) Alasan2 memilih One Data berikut
logbook.

Kedepan perlu melakukan diskusi tanggapan IOTC Secretariat/Fao dan
Kolaborasi pendataan. LL 2018-2020 mengalami kenaikan-penurunan drastis
perlu dijelaskan alasan fluktuatif. Perbedaan yang diterima berdasarkan
pengumpulan data yang berbeda dan pengelompokan (Industrial, artisanal).
Berikut metodologi yang disampaikan menggunakan Form 1RC:

= .‘ Est. Catch for
- — — Artisanal

‘ , Fleet
Species

Composition

L = Mean annual catch *No, (30 spp.) by
4 Vessel >= 78,32 GT Gear

i ! (Logbook
2019-2021)

%
_ Mean annual catch
‘ *No, Vessel >= 85,31 GT

\
1 ‘
Total Est.

As recorded in CCSBT
E S Catch

Figure 8. The new proposed re-estimation methodology flow chart

Adapun LLTU dan PS berdasarkan PIPP sebagai berikut:
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Table 3. Number of landing data (number of trips) available across fishing ports in the

L PS5
600 western part of Sumatra and southemn part of Jawa. Bali and Nusa Tenggara.
2015| 2016| 2017| 2013! 2019 2020| 2021
| 151 102] 95 304 | 971 1344 | 1600
2 2731 i8s0| 2476, 2192 3805 | 1690 | 1706]
g 43 | 2029 na
€ a0 2y
S
©
i
g 200
v
=
0% i | 2308 | 3777 2
S 414|593
':'. n L.r's‘" | 1259 1421 1555 | 1866 1840 1706 1650
o Venge P, Tamperan | 475 278] 61| _ 521 276, 485 455
PP. Tenay Kupang 232 262 345 4201 524 930| 713
NREE s [P0 Beooa I na| na| 2131 a2 #12] 50
[ Votal E: ,13‘0,44» 12,715 11,639 | 16280 | 18,726 | 19,570 | 19,820

Flgure 10. Mean annual calch for industrial gears (LLTU and PS) based on PIPP datasels

0

|OTC-IDN-2021-TS 1, RE-ESTIMATION OF CATCHES FROM ARTISANAL GEARS

IRCY YT | Bygaa:
Conas

SR S0
ZOHE AN
AfT(art) OB HELGIO

Proporsi total tangkapan dilakukan rata-rata pada tahun 2020-2021,
setiap tahun paling tidak 3 tahun terakhir. Elektronik Logbook dimulai November

2018 dengan mandatory <30GT.

Gambar 12. Pertemuan Data Compliance Mission Indian Ocean Tuna
Commission (IOTC)

Pertemuan the 18th Working Party on Data Collection and Statistics secara
daring pada tanggal 28 November - 2 Desember 2022. Delri yang hadir
merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pusdatin,
BHKLN dan BRIN.

Adapun Tujuan dilaksanakannya pertemuan tersebut adalah untuk
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membahas progres terkait pendataan dan statistik negara-negara anggota

dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap

pelaksanaan CMM IOTC.
Materi pembahasan dalam pertemuan antara lain sebagai berikut: a) The

IOTC process: outcomes, updates and progress; b) Progress report of the

Secretariat on data related issues; c) Update on national statistical systems; d)

Review of data requirements in conservation and management measures

relevant to the WPDCS; e) Regional Observer Scheme; f) Capacity building

activities: data collection and processing in coastal countries; g) Global Fisheries

Information Systems and Best Practices; h) WPDCS program of work.

Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil-hasil pertemuan yang terkait dengan

kepentingan Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Dalam pertemuan, Indonesia menyampaikan paper berjudul Second Draft
Report on the Review of Re-estimation Methodology of Indonesia’s Annual
Tuna Catch Data in IOTC for 2010-2020. Paper disusun sebagai hasil dari
asistensi dari IOTC Sekretariat sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi
WPDCS17, yaitu: the WPDCS REQUESTED that Indonesia undertake work —
in collaboration with the IOTC Secretariat — to reassess their official catches
(for the period 2010-2016) to ensure consistency and coherence in the
longer-term catch series available for management and stock assessment
purposes and RECOMMENDED that the Scientific Committee endorse this
process”. Rekomendasi yang diusulkan dalam paper adalah metode re-
estimasi yang diusulkan terbukti efektif dalam memperbaiki data yang sangat
berfluktuasi menjadi lebih konsisten, terutama dalam data tangkapan per
jenis alat tangkap dan spesies. Oleh karena itu, Indonesiamerekomendasikan
agar metodologi baru ini digunakan untuk menyesuaikan dataset Indonesia
periode 2010-2020.

2) Salah satu rekomendasi pertemuan terkait paper Indonesia adalah WPDCS
REQUESTED that Indonesia continue — in collaboration with the IOTC
Secretariat — to reassess their official catches and RECOMMENDED that the
Scientific Committee endorse this process;

Beberapa rekomendasi lain yang terkait dengan kepentingan Indonesia,
yaitu antara lain:

1) Merekomendasikan Scientific Committee (SC) untuk mendukung perbaikan
yang diusulkan dalam proses pengiriman data statistik perikanan, termasuk
a) pendekatan baru untuk klasifikasi perikanan IOTC, dan b) penerapan
formulir pengiriman data yang baru.

2) Merekomendasikan SC mendukung pelaporan wajib statistik kapal
penangkap ikan (Form 2FC) dan bahwa perubahan ini termasuk dalam revisi
Resolusi 15/02 berikutnya.

3) Merekomendasikan bahwa setelah Komisi mengadopsi persyaratan data
untuk perikanan IOTC, Komisi mendelegasikan penerapan standar data dan
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formulir penyerahan ke SC untuk memfasilitasi pelaporan oleh CPC.

4) Merekomendasikan SC meninjau dan menyetujui: a) istilah dan definisi
Electronic Monitoring (EM), b) standar program EM, dan c) standar data EM
dan menyarankan pengadopsiannya oleh Komisi.

5) Merekomendasikan SC untuk memperkuat persyaratan pemantauan
perikanan artisanal dan semi-industri untuk meningkatkan pengumpulan,
pelaporan, dan kualitas statistik perikanan tuna Neritik dan Billfish;

Berdasarkan hasil-hasil pertemuan tersebut, Delri menyarankan tindak
lanjut sebagai berikut:

1) Perlu segera dilakukan pertemuan dengan seluruh unit kerja terkait untuk
mereviu data tangkapan Indonesia di wilayah kompetensi IOTC pada tahun
1950-2021, khususnya tangkapan jenis Tropical Tunas dan Neritic Tunas.

2) Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat IOTC setelah dilakukan
rapat pada poin 5.a., untuk mendiskusikan hasil reviu atau assessment
internal terhadap data tangkapan Indonesia di wilayah kompetensi IOTC
pada tahun 1950-2021, agar hasilnya dapat tersedia sebagai bahan untuk
mendukung posisi Indonesia dalam penentuan catch limit dan tujuan ilmiah
lainnya;

- MEaEDH@oma R s

- ls‘»mllﬂ-x~0q~ o

Party on Data Collection and Statistics

Gambar 13. Pertemuan the 18th Working

e. Pertemuan 25th Session of the Scientific Committee IOTC di Seychelles pada
tanggal 5 - 9 Desember 2022. Pembukaan dilakukan oleh Mr. Paul de Bruyn
(Science Manager IOTC) dan dipimpin oleh Dr. Toshihide Kitakado (Japan).
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 32 negara anggota IOTC, observers dan
Sekretariat IOTC. Delegasi RI terdiri dari perwakilan Badan Riset dan Inovasi
Nasional serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan Delegasi RI
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hadir secara offline antara lain Hety Hartaty (BRIN) selaku ketua delegasi, Ririk

Kartika Sulistyaningsih (BRIN), Riana Handayani (DJPT-KKP) dan Muhammad

Anas (DJPT-KKP). Sedangkan delegasi RI hadir secara online antara lain Prof.

Wudianto (BRIN), Sri Patmiarsih (DJPT-KKP)

Dalam pertemuan, Indonesia menyampaikan bahwa terdapat perubahan
kategori skala perikanan industri (Length Overall (LOA) 24 meter ke atas ) dan
artisanal (LOA dibawah 24 meter) untuk tahun 2021 yang dicantumkan dalam
tabel data tangkapan tahunan di National Report. Perubahan terkait dengan
konversi LOA terhadap GT, yaitu kapal pukat cincin dengan LOA berukuran 24
meter setara dengan 78,32 GT, sedangkan untuk kapal rawai tuna dengan LOA
berukuran 24 meter setara dengan 85,31 GT. Sementara kategori sebelum tahun
2021 yang disampaikan oleh Indonesia berdasarkan ambang batas 30 GT dalam
membedakan kategori industri dan artisanal. Oleh maka itu, perludilakukan
penghitungan ulang data tangkapan Indonesia di IOTC berdasarkan perubahan
kategori skala perikanan tersebut. Adapun rekomendasi pertemuansebagai
berikut:

1) SC mencatat dengan memperhatikan status stok Tongkol Abu-Abu/Longtail
tuna dan Tenggiri/Narrow-barred Spanish Mackerel. SC lebih lanjut
mencatat bahwa status stok untuk spesies ini telah merah setidaknya
selama 5 tahun terakhir dengan probabilitas tinggi dan tidak menunjukkan
tanda-tanda pemulihan. Dengan demikian, SC MEREKOMENDASIKAN agar
Komisi mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tangkapan
(setidaknya ke tingkat MSY) dari spesies ini dan mengembangkan langkah-
langkah pengelolaan yang akan memfasilitasi pemulihan stok ini.

2) SC mencatat bahwa tangkapan ikan Setuhuk Hitam/Black Marlin dan ikan
Layaran/Indo-Pacific Sailfish yang dilaporkan telah melampaui batas yang
ditetapkan dalam Resolusi 18/05 untuk tahun 2020 dan 2021. SC lebih lanjut
mencatat bahwa tangkapan kedua spesies sebagian besar diambil dengan
jaring insang dan dengan demikian, DIREKOMENDASIKAN bahwa setiap
revisi Resolusi 18/05 harus berfokus terutama pada perikanan jaring insang,
agar berlaku efektif.

3) SC mencatat bahwa penilaian setuhuk loreng dan setuhuk biru
menunjukkan bahwa spesies ini ditangkap secara berlebihan dan
mengalami penangkapan berlebihan, masing-masing dengan probabilitas
100% dan 72%. SC menyarankan agar proyeksi dan Matriks Strategi Kobe 2
(K2SM) terkait tersedia untuk kedua spesies tersebut dan
DIREKOMENDASIKAN bahwa setiap revisi batas tangkapan Resolusi 18/05
sehubungan dengan spesies ini harus didasarkan pada proyeksi yang
bertentangan dengan perkiraan MSY, mengingat kebutuhan untuk
membangun kembali stok ini.

4) SC mencatat bahwa batas ukuran minimum saat ini dalam Res 18/05 (60
cm LIFL) tidak mungkin efektif untuk spesies ini, dengan kemungkinan
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pengecualian ikan setuhuk biru, karena tingginya mortalitas saat
pengangkutan dan kelangsungan hidup pasca pelepasan yang rendah,
spesies ini terutama ketika diambil oleh gillnet. Untuk ikan setuhuk biru,
DIREKOMENDASIKAN untuk mempertimbangkan opsi pengelolaan lebih
lanjut yang terkait dengan pembatasan retensi, termasuk terutama opsi
untuk meningkatkan batas ukuran minimum saat ini.

SC mencatat bukti yang menunjukkan peningkatan operasi perikanan cumi-
cumi di laut lepas Samudera Hindia, dan khususnya di daerahpenangkapan
ikan yang tumpang tindih dengan daerah di mana armada pukat cincin tuna
beroperasi, mencatat bahwa tumpang tindih ini mengakibatkan tangkapan
sampingan tuna dan sejenis tuna spesies dalamoperasi perikanan cumi-
cumi tersebut. Namun, karena perikanan ini tidak dikelola oleh IOTC, data
tangkapan tuna dan spesies mirip tuna ini tidak disampaikan kepada IOTC.
Oleh karena itu, SC MEREKOMENDASIKANagar Komisi meminta CPC
melaporkan semua tangkapan tuna ke IOTC terlepas dari spesies sasaran
perikanan. SC lebih lanjut meminta agar Komisi mencari informasi lebih
lanjut tentang perikanan ini dari CPC.

SC mencatat bukti yang diberikan kepada WPEB tentang keefektifan alat
pelindung mata kail dalam mengurangi kematian tangkapan sampingan
burung laut di rawai pelagis dan lebih lanjut mencatat bahwa WCPFC
memasukkan alat pelindung mata kail pada tahun 2018 sebagai pilihan
untuk memitigasi tangkapan sampingan burung laut rawai. SC mengakui
potensi kesulitan operasional dan biaya penggunaan perangkat ini serta
potensi jumlah produsen yang terbatas. Namun, berdasarkan bukti ilmiah
(didukung oleh pedoman ACAP), SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi
mempertimbangkan untuk memasukkan perangkat pelindung kail sebagai
opsi tambahan untuk tindakan mitigasi tangkapan sampingan burung laut
dalam Resolusi 12/06. SC mencatat bahwa ini sebelumnya telah
direkomendasikan sebagai tindakan yang berdiri sendiri pada tahun 2016
untuk usulan revisi 12/06 (I0TC-2016-SC19-R para 69).

SC mengakui Perjanjian Kerjasama yang diusulkan antara IOSEA Marine
Turtle MOU dan IOTC dan mencatat bahwa Perjanjian ini didasarkan pada
bahasa yang digunakan dalam Perjanjian antara IOTC dan ACAP yang telah
diterima oleh Komisi. SC mencatat bahwa hal ini akan memfasilitasi
pertukaran informasi dan data ilmiah yang lebih baik tentang penyu dan
interaksi perikanannya yang relevan dengan diskusi dan keputusan komisi
di masa mendatang mengenai masalah ini. SC MEREKOMENDASIKAN
agar surat tersebut disampaikan kepada Komisi untuk pertimbangan lebih
lanjut.

SC mencatat potensi untuk menggunakan lampu buatan (penghalang
visual) di perikanan jaring insang sebagai perangkat mitigasi tangkapan
sampingan yang potensial dan kebutuhan untuk menguji ini lebih lanjut
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melalui uji coba LED, yang juga dapat menentukan apakah lampu tersebut
dapat menarik tangkapan sampingan yang tidak diinginkan. Namun, SC
mencatat bahwa Resolusi 16/07 melarang kapal penangkap ikan dan kapal
lain termasuk kapal pendukung, pemasok dan tambahan untuk
menggunakan, memasang atau mengoperasikan lampu buatan permukaan
atau terendam untuk tujuan mengumpulkan tuna dan spesies mirip tuna.
Namun, SC mencatat bahwa tidak jelas apakah hal ini juga berlaku untuk
jaring insang. Oleh karena itu, SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi
memberikan klarifikasi tentang apakah Resolusi 16/07 juga berlaku untuk
perikanan jaring insang dan/atau untuk studi ilmiah karena kata-kata saat ini
agak ambigu.

Namun, dengan pandangan untuk mengidentifikasi langkah-langkah
mitigasi untuk menghindari atau membatasi tangkapan sampingan yang
tidak diinginkan, SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi meningkatkan
penyediaan data dan informasi untuk menggambarkan alat tangkap dan
metode yang digunakan oleh perikanan artisanal ini.

SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi tidak menyelenggarakan TCMP
virtual karena tidak ada calon anggota parlemen yang siap dipertimbangkan
untuk diadopsi pada tahun 2023.

Namun SC mempertimbangkan bahwa disarankan untuk memfokuskan
dialog dengan para manajer pada Management Strategy Evaluation (MSE)
yang lebih maju seperti SKJ. SC MEREKOMENDASIKAN bahwa TCMPvirtual
untuk sementara diadakan di awal tahun 2024 dengan fokus khususpada
MSE untuk SKJ.

SC menyarankan untuk mempertimbangkan proses yang mempersingkat
jeda waktu 1 tahun antara menjalankan MP oleh SC dan implementasi
aktualnya karena fakta bahwa TAC yang direkomendasikan oleh SC hanya
akan diadopsi 6 bulan kemudian oleh Komisi. SC mencatat bahwa
penundaan implementasi seperti itu telah diuji oleh MSE untuk BET MP yang
diadopsi dan dengan demikian pengaruhnya terhadap kinerja telah
diperhitungkan. SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi mengidentifikasi
dan mengadopsi proses pengambilan keputusan untuk mempersingkat
penundaan pelaksanaan keluaran MP.

SC mencatat bahwa penerapan prosedur pengelolaan mata besar
menghasilkan TAC yang direkomendasikan sebesar 80.583t per tahun
untuk tahun 2024 dan 2025, yang memerlukan pengurangan tangkapan
sebesar 15% dari tingkat tangkapan tahun 2021. SC MEREKOMENDASIKAN
bahwa Komisi mengesahkan TAC yang dihitung untuk tahun 2024 dan 2025.
Mengingat rata-rata tangkapan BET dalam 5 tahun terakhir berada di atas
TAC yang dihitung untuk tahun 2024 dan 2025 dan kurangnya penerapan
batas tangkapan yang efektif untuk stok lain di IOTC, SC
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MEREKOMENDASIKAN agar Komisi memastikan implementasi yang efektif
dari prosedur manajemen BET yang direkomendasikan TAC, terutama
dengan mempertimbangkan overfished saat ini dan tunduk pada status
overfishing stok. SC mencatat bahwa menghormati TAC BET sangat penting
ketika mempertimbangkan sifat multi-spesies perikanan tuna tropis dan
khususnya mempertimbangkan batas tangkapan yang ada untuk YFT dan
TAC untuk SK3.

SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi mendukung perbaikan yang
diusulkan dalam proses pengiriman data statistik perikanan, termasuk a)
pendekatan baru untuk Kklasifikasi perikanan IOTC, dan b) penerapan
formulir pengiriman data baru.

SC MEREKOMENDASIKAN bahwa Komisi mendukung pelaporan wajib
statistik kapal penangkap ikan dan bahwa perubahan ini termasuk dalam
revisi Res 15/02 berikutnya.

SC MEREKOMENDASIKAN bahwa, setelah Komisi mengadopsi
persyaratan data untuk perikanan IOTC, Komisi mendelegasikan penerapan
standar data dan formulir penyerahan ke SC untuk memfasilitasi pelaporan
oleh CPC.

SC meninjau dan menyetujui a) istilah dan definisi EM b) standar program
EM, dan c¢) standar data EM dan menyarankan pengadopsiannya oleh
Komisi. Selain itu, SC mencatat bahwa Standar Data EM adalah panduan
umum yang harus disesuaikan dengan setiap perikanan dan dapat
bervariasi dari armada ke armada (kemampuan VMS dan EM untuk
mengumpulkan persyaratan minimum ROS) akan diselesaikan selama
WGEMS IOTC berikutnya (15-16 Maret 2023) sebelum Pertimbangan Komisi
IOTC.

SC MEREKOMENDASIKAN Komisi untuk memperkuat persyaratan
pemantauan perikanan artisanal dan semi-industri untuk meningkatkan
pengumpulan, pelaporan, dan kualitas statistik perikanan tuna Neritik dan
Billfish.

SC MEREKOMENDASIKAN bahwa Komisi MENDUKUNG pelaporan wajib
data upaya georeferensi sebagai jumlah set/operasi untuk perikanan rawai
dan permukaan untuk melengkapi persyaratan Resolusi 15/02, agar
Sekretariat dapat secara akurat dan independen menghitung cakupan ROS
sesuai dengan ketentuan Res. 22/04.

Adapun rencana tindaklanjutnya, adalah:

1)

2)

Menindaklanjuti rekomendasi SC dan intervensi Indonesia terkait perbaikan
historical catch sebelum tahun 2021 untuk kebutuhan stock assessment
serta penghitungan TAC yang tepat, maka diperlukan rapat koordinasi
dengan unit kerja terkait lingkup KKP dan instansi lain yang terkait; dan

Menyampaikan segera hasil perbaikan tersebut sebelum pertemuan
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Technical Committee of Allocation Criteria (TCAC) ke-11 yang akan
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari — 2 Februari 2023.

Gambar 14. Pertemuan 25th Session of the Scientif

ic Committee IOTC di Seychelles

. Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO, pada periode ini
menampilkan Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO yang dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

Jenis Ukuran Kapal
RFMO Gear Type Permohonan | <30GT | >30GT TOTAL
. Perpanjangan 44 230 274
Longline — 2 %0 7
Purse Seine Perpanjangan 0 53 53
Baru 0 1 5
IOTC _
Handline Tuna Perpanjangan 0 0 5
) Baru 0 I :
opa Perpanjangan 0 4] 14
Pengangkut Baru 0 5 ;
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JUMLAH 46 387 433
. Perpanjangan 55 163 218
Longline Baru 2 23 25
CCSBT | Kapal Perpanjangan 0 5 5
Pengangkut Baru 0 6 6
JUMLAH 57 197 254
. Perpanjangan 0 2 2
Pole and Line Bary 0 0 0
WCPFC _ Perpanjangan 0 8 8
Purse Seine Baru 0 0 0
JUMLAH 0 10 10

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas pada
Tahun 2022 sebesar Rp.2,543,673,940,- atau 99,58% dari pagu anggaran sebesar
Rp.2,554,500,000,- sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal 31
Desember 2022.

3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Di WPPNRI (Persen)

Pengelolaan perikanan merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 31Tahun
2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 yang
didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,
alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya
hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, pengelolaan
perikanan merupakan rangkaian dari sub-sub sistem mulai dari pengumpulan data
hingga penetapan sebuah kebijakan.

Pemantauan dan analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
sebagai salah satu siklus penting dalam pengelolaan sumber daya ikan yang dimulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan analisis. Tujuan dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber
daya ikan beserta data dukungnya. Dalam mendukung Pemantauan dan Analisis
Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dan
secara berkala dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperoleh umpan balik terkait
dengan beberapa aspek. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan tinjauan dalam
penerapan pengelolaan sumber daya ikan yang didasari oleh perkembangan
pengelolaan perikanan, informasi ilmiah terkini, perubahan kebijakan nasional dan
perubahan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internasional, perubahan
tindakan pengelolaan (rencana aksi), dan permasalahan yang dihadapi dan faktor lain
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yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPP yang telah dipantau dan
dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya melalui: (1) penghitungan jumlah kapal
perikanan yang menerapkan Log Book penangkapan ikan yang sekaligus dilakukan
pengolahan dan analisis; (2) Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang
diolah dan dianalisis didasarkan oleh jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau
oleh Observer; dan (3) Penghitungan dan evaluasi alokasi sumber daya ikan. Ketiga
kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai potensi
sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol
terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan Log Book penangkapan ikan
(LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat
eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI
tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain
menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau
salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis
ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan
ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha
penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan
ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya
ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
50/KEP-MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan,
Dan Tingkat Pemanfaataan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesiaserta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah
dilaksanakan.

Tabel 9. Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya
Ikan Di WPPNRI (Persen)

SS1 Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggungjawab
IKU 1 Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)
Realisasi Tahun 2017-2021 Realisasi Tahun 2022 Renstra DJPT
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | % Capaian
2017 2018 2019 2020 2021 Tahun Tahun thd Target | Renstra thd Target
2022 2022 Tahun 2022 2024 Akhir
Renstra
- 100 100 100 100 124,15 124,15 100 124,15

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan, Target indikator ini pada
tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan capaian sebesar 124,15% atau sebesar
124,15% terhadap target tahunan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021
dan tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini meningkat sebesar 24,15%. Detail
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perhitungan IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan
Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Capaian

Nama IKU Target 2022 | TWI TWII TWIII TWIV (%)

Persentase Pemantauan Dan
Analisis Pengelolaan Sumber Daya 100 - - - 100 124,15
Ikan Di WPPNRI (Persen)

a). Jumlah Kapal Perikanan yang
menerapkan Log Book
Penangkapan Ikan untuk Diolah
Dan Dianalisis

10.000 - - - 10.716 107,16

b). Hari Layar Kapal perikanan yang i i i
dipantau oleh Observer (hari) >.600 3.257 165,30

€). Jumlah WPP yang dievaluasi
dan dihitung alokasi sumber 11 - - - 11 100
daya ikan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Persentase
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI terbagi menjadi 3
kegiatan utama, antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Yang Diolah Dan
Dianalisis.

Data logbook penangkapan ini ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam
mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini
diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap
tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Sehingga arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan SDI, yang mana salah
satunya adalah Perbaikan Data dan Penerapan Sistem Elektronik Pelaporan Data
melalui Logbook Penangkapan Ikan.

Pengolahan data log book penangkapan ikan dilakukan melalui sistem
informasi log book penangkapan ikan (SILOPI), mulai dari proses pengisian data
(data entry), verifikasi, validasi data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data log book penangkapan ikan dilakukan tiap semester atau setiap
6 (enam) bulan sekali untuk melihat musim penangkapan ikan sekaligus tingkat
produktivitas kapal dan alat penangkap ikan di masing-masing WPPmaupun secara
nasional. Dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan
evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaanperikanan.

Data logbook penangkapan ikan merupakan suatu data primer yang
diperoleh dari Nahkoda kapal penangkap ikan. Data ini diserahkan sebelum kapal
melakukan kegiatan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan. Tujuan kegiatan ini
merupakan kegiatan prioritas KKP yang harus dilakukan setiap tahunnya guna
mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan menggunakan data yang
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dilaporkan langsung oleh pelaku usaha penangkapan ikan serta dalam rangka
peningkatan kualitas data untuk perhitungan PNBP Pasca Produksi.

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan
menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam
aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. 31
Desember 2022, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book
Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.716 Unit Kapal
dengan jumlah trip sebanyak 40.817 trip. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat
bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data Log Book Penangkapan Ikan periode
yang sama sebesar 138,99% pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.
Ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan Data Log Book
penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis telah mendapatkan hasil yangoptimal
dalam capaian target yang diinginkan.

8,000
7,000

6,969
5,981

5,500
6,000 5,048
5,000 4,482 4,656
4,000
2,779
3,000 2 04 2302
1,4 43
2,000 1438 = . 1w g .. [ ; 1
1,000 %3 331|443 2491

0
Laut ~ WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI WPP-NRI
Lepas 571 572 573 711 712 713 714 715 716 717 718

TOTAL Trip TOTAL Kapal

Gambar 15. Data Kapal Perikanan yang Telah Melaporkan
Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI
Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan
dianalisis, pada tahun 2022, antara lain:

a. Aktivasi e-Log Book Pensangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan
UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi.

b. Rapat Koordinasi Teknis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022

Bimtek Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan.

d. Rapat Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2021 dan
2022

e. Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022.

o

Pada perkembangan kegiatan Data Log Book Penangkapan ikan periode
tahun 2022, Adapun hasil evaluasi untuk Indikator pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan di pelaksanaan Kegiatan Data Log Book
penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis didapatkan hasil sebagai berikut:
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a. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan
UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi yang terbagi menjadi kelas-kelas pelabuhan selama periode 1 Jan s.d.
31 Desember 2022 terdapat di 62 Pelabuhan Perikanan dengan jumlah aktivasi
e-logbook penangkapan ikan sebanyak 10.868 unit Kapal Perikanan. Adanya
Peningkatan per triwulan tersebut pada tahun 2022 adalah hasil dari
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan kepada nelayan, Nakhoda dan Pemilik
Kapal, Asosiasi, dan Mitra KKP baik secara daring maupun dilaksanakan
langsung di Pelabuhan Perikanan serta yang langsung berinteraksi dengan para
stakeholder. Selain itu, kesadaran para stakeholder juga memicu peningkatan
jumlah pelaporan dan kuantitas dari laporan Log Book penangkapan ikan yang
selama ini hanya sebatas diketahui dalam pembagian hasil operasional
penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nakhoda serta awak kapal.

AKTIVASI E LOGBOOK
DI PELABUHAN PERIKANAN

4000

3000

2000

1000

0
PPS PPN PPP

B Sudah Aktivasi e-Log Book  E Unit

Gambar 16. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan Pelabuhan UPT dan UPTD
selama periode 1 Jan s.d. 31 Desember 2022

b. Berdasarkan data dan Analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan adalah
kepatuhan dalam penerapan Log Book penangkapan ikan akan berdampak
pada meningkatnya akurasi data dan hasil analisis kegiatan penangkapan ikan
yang akan mendukung kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan
perikanan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan dan
keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Pengembangan pelaporan dan
pencatatan data tersebut melalui penerapan elektronik Log Book (e-Log Book)
penangkapan ikan dengan prinsip cepat, efektif, efisien, terkini, akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan.

PPI/ PP

2. Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang
diolah dan dianalisis.

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk
mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan
dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan
dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan
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salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook
Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau
(Observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di
Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan
pemantau/Observer di kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target),
hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard),
serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di
atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas
Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Penguijian, dan
Penandaan Kapal Perikanan, Serta Taat Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.
Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha
Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
1/PER-DJPT/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.Dalam
memastikan bahwa kegiatan pemantauan berjalan sesuai pedoman yang berlaku
dan sebagai bahan perbaikan kegiatan pemantauan selanjutnya maka perlu adanya
kegiatan monitoring dan evaluasi. Ruang lingkup kegiatan monitoring, meliputi
pelaksanaan penempatan pemantau di pelabuhan perikanan, kesediaan pelaku
usaha dalam mendukung pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan, kinerja
pemantau serta proses keberangkatan dan kedatangan kapal.

Penempatan observer bertujuan untuk melaksanakan amanat dari Peraturan
Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau
Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Resolusi IOTC 11/04 tentang
Regional Observer Scheme serta WCPFC CMM 212-01 tentang Corservation and
Management Measure for Big Eye Tuna, Yellowfin Tuna and Skipjack in the Western
and Central Pacific Fisheries Commission. Indonesia sebagai salah satu negara
anggota IOTC dan Cooperating NonMember WCPFC wajib untuk patuh dan
melaksanakan resolusi tersebut dengan menempatkan observer pada Kapal
perikanan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan
yang diolah dan dianalisis, antara lain:

a. Sosialisasi aplikasi Observer On Board (OBOR) kepada Petugas Observer,
Konsultan IT, dan Mitra KKP.

b. Evaluasi Pelaksanaan Observer on Board.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Observer.

d. Identifikasi kebutuhan penempatan observer di beberapa UPT Pusat dan SKPT
serta UPTD

e. Rapat Koordinasi Teknis Observer Tahun 2022

0
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Kegiatan Kunjungan Tim Capmarine ke Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa,
Pasar Ikan dan Kapal Penangkapan Ikan Serta pelaksanaan Ujian Scientific
Fisheries Observer (SFO).

Pertemuan WPEA-ITM Scientific Observer Cost Recovery di Philiphina
Pelaksanaan Briefing dan Debriefing Observer secara berkala

Penyusunan Petunjuk Teknis Penempatan Observer Diatas Kapal Perikanan
Dan Kapal Pengangkut Ikan.

474
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Observer Kapal

Gambar 17. Sebaran Observer di atas Kapal Perikanan di 11 WPPNRI

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan

dimulai Periode Januari s.d 31 Desember 2022 yang dilaksanakan pada 11WPPNRI
dan Laut Lepas dengan 705 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak
9.257 hari layar dengan keterangan sebagai berikut:

d.

C.

Melalui Kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 194 Unit Kapal
dengan hari layar sebanyak 5.936 hari layar di wilayah pengelolaan perikanan
573, 714, 718 dan Laut ZEEI - Laut Lepas.

Melalui Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna,
Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak
493 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar Sebesar 3.091 Hari Layar.

Ada beberapa kapal yang berulang dikarenakan wilayah penangkapannnya
lebih dari 1 WPP, dan kebanyakan berada di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714,
715, 716, 717 dan 717, sehingga perlu dilakukan upaya pembersihan data di
sistem aplikasinya.
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Gambar 18. Jumlah Hari Layar Tahun 2022 di 11 WPPNRI

3. Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota
penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch
(TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan
Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah
dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan
ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis
output control terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di
pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan perbandingan hasil analisa dan evaluasi pada LKJ yang sama
pada tahun 2021 untuk indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber
daya ikan di Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, bahwa
pada tahun 2022 telah tercapai target realisasi sebesar 100% dikarenakan
pengukuran indikator yang dilakukan secara tahunan. Dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Kegiatan Alokasi
SDI yang dihitung dan dievaluasi pada Tahun 2022 dilakukan dengan
mengoptimalkan 2 hal, antara lain:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya, dengan cara memaksimalkan peran serta
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka
melaksanakan penghitungan kuota penangkapan ikan dan meningkatkan peran
serta dari para peneliti, akademisi, serta terus melakukan koordinasi dengan
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) terutama
dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan kuota
penangkapan ikan.

b. Program dan kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target
pencapaian kinerja kuota penangkapan ikan yang dihitung dan dievaluasi ini
adalah dengan cara: (1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara
penghitungan kuota penangkapan ikan, (2) Penyusunan mekanisme
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penghitungan alokasi sdi di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme
Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta
Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Kuota Penangkapan Ikan.

Realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator
Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI pada
tahun 2022 sebesar Rp.6,633,423,060,- atau sebesar 99,62% dari pagu anggaran
sebesar Rp.6,658,544,000,- sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per
tanggal 31 Desember 2022.

2.1.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran
Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkat

2.1.2.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya
Ikannya (Persen)

Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau
korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
Berdasarkan definisi, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses
yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,
pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan
hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan
produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Sumber daya ikan di perairan darat Indonesia memiliki karakteristik ekologi,
limnologi, dan zoogeografi yang berbeda sehingga pengelolaan perikanannya harus
berbasis pada wilayah, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan
perairan darat harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-
KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di
Perairan Darat yang membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat
menjadi 14 (empat belas) Wilayah yaitu WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD
413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI
PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437,
WPPNRI PD 438 dan WPPNRI PD 439, Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik
Indonesia di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalahwilayah
pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,
penelitian, dan pengembangan perikanan.

Kegiatan perikanan di perairan darat telah lama berperan khususnya dalam
hal ketahanan pangan dan mata pencaharian terutama bagi masyarakat dan nelayan
yang ada di sekitar perairan. Hal ini didukung oleh sumber daya ikan perairan darat
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Indonesia yang memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 1700 danau/waduk serta
keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Namun
keberlanjutan pemanfaatan tersebut menghadapi tantangan, terutama penurunan daya
dukung serta peningkatan tuntutan kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa stok ikan
yang ada dalam suatu eksosistem perairan darat harus dijaga dan diatur
pemanfaatannya. Langkah-langkah yang dilakukan dianggap merupakan implementasi
upaya pengelolaan perikanan dan menjadi dasar penghitungan IKU ini.

Berdasarkan Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries
dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen,
meliputi :1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan
pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan,
pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil
umumnya bertujuan untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya
penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak;
2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui
penebaran, introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap
tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga kesesuaian habitat agar
tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik
lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan
pengembangan suaka ikan.

Indikator ini menunjukkan upaya pengelolaan sumber daya ikan di perairan

darat, sehingga e
terwujudnya  pengelolaan [ )|
VvV

yang baik sangat

Penyusunan RPP & Profil Perikanan

e ] X
- Perairan Darat di WPPNRI-PD

Penguatan Pendataan

i i dan Inf i di W Piiaicanaan Rencana | araturan
dipengaruhi oleh e S i
Optl ma | 1Sasl u paya Survey Pengumpulan Data dan - Undangan

. . Informasi Perikanan Perairan Darat PTQ"':AW
pengelolaan di perairan T secara sampling el
Re? enerapan emanfaatan D;
tersebut. Untuk aAn\:kasr Sustgg| | Peraion bart 'm Lepiagerangaiois "'
mencapai target indikator ‘ a i
ini diperlukan % ‘ I oo e
s —:u_-.-/ WPPNRI-PD
pemahaman  tentang v LPP |

proses bisnis kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat
tahun 2022.

Tabel 11. Target dan Realisasi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola
sumber daya ikannya (persen) Tahun 2022

Nama IKU Tzagg;t TWI | TWII| TWII| TWIV | % Capaian
P t jumlah WPP Perai darat
ersentase jumia P Perairan darat yang c7 ) ) ) 57 100 %
dikelola sumber daya ikannya (persen)
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Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU
Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI

Sasaran Kegiatan 2 Produksi Perairan Darat Meningkat

IKU 04 Persentase Jumlah WPP yang Dikelola Sumber Daya Ikannya
Realisasi Realisasi Target 2022 T n Rens(f/raRDJTT “thd
T . arge o Realisasi
2020 2021 Target | Realisasi | % Capaian 2022 Target Renstra
25 28 57 57 100 57 100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan di Perairan Darat Tahun 2022 telah mencapai target yang telah
ditetapkan yaitu 100%, dimana hal ini diperoleh melalui penghitungan pelaksanaan
upaya-upaya pengelolaan perikanan tangkap pada lokasi di provinsi dan
kabupaten/kota dalam WPPNRI-PD yang terdapat ekosistem perairan darat.
Berdasarkan perbandingan hasil Analisa dan evaluasi pada LKJ periode yang sama
untuk Indikator Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya
ikannya, bahwa pada Tahun 2022 telah selesai dilakukan target capaian dikarenakan
Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan.

Perhitungan persentase capaian jumlah WPP yang Dikelola Sumber Daya
Ikannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Jumlah WPPNRI-PD yang =
dikelola sumber daya ikannya (%)

WPPNR |-PD yang dilakukan upaya pengelolaan SDI-PD
WPPNRI PD yang dikelola sumber Daya lkanya

x 100

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang telah dilakukan pada
tahun 2022 meliputi:
1. Survey pengumpulan data dan informasi (15%) = 15% x 14 = 2,1
2. Pelaksanaan Rencana Aksi RPP Sidat (5%) = 5% x 14 =0,7
3. Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) (10%) = 10% x 14
=14
4. Penyusunan profil WPPNRI-PD (15%) = 15% x 14 = 2,1
Penyusunan draf RPP WPPNRI PD (7%) = 7% x 14 = 0,98
6. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD (5%) = 5% x 14 =0,7

bl

Upaya pengelolaan SDI Perairan Darat dihitung dengan jumlah total adalah 7,98.
Sehingga persentase Jumlah WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya (%) =
7,98 / 14 x 100 = 57% atau capaian 100%.

Pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan, namun demikian
dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat
yang baik dan berkelanjutan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat.
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a. Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat
dilaksankan pada tanggal 22 s.d 24 Desember 2022 secara hybrid di Hotel
Padjajaran, Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Draft RPP WPPNRI di Perairan Darat dibuka oleh
Koordinator Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat
dan dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Perikanan - Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP); Ketua Komisi NasionalPengkajian
Sumber Daya Ikan; Plh. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sungai dan
Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR);
para pakar/ahli dari BRSDMKP dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
Perguruan Tinggi; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia; I-Fish
Project FAO; PT. Trans Intra Asia; serta staf lingkup DirektoratPengelolaan
Sumber Daya Ikan.

Menindaklanjuti tersusunnya Dokumen Awal RPP di WPPNRI- PD akan
dilakukan konsultasi publik secara terwakil via daring dan luring di 3 (tiga) lokasi
pada bulan Februari 2023.

2. Pelaksanaan Rencana Aksi Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat.

a. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan
Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Kalimantan Timur.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan
dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 September 2022
dengan site lokasi di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Tenggarong Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota
Samarinda. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara
Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan
Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparatur Dinas Perikanan setempat,
penyuluh perikanan, aparatur desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan
sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh stakeholders yang hadir
mengharapkan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera
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ditetapkan dalam waktu dekat, dimana saat ini telah dilakukan pencadangan
kawasan melalui pemasangan papan penandaan dan stakeholders juga
bersedia untuk tidak lagi memanfaatkan ikan sidat bukan untuk tujuan
budidaya.

. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan
Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Aceh.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan
dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Aceh dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Oktober 2022 dengan site lokasi di
Desa Beureunut di Kabupaten Aceh Besar dan Muara sungai Teunom,
Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara
Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan
Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparatur Dinas Perikanan setempat,
akademisi dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala,
penyuluh perikanan, aparatur desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan
sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh stakeholders yang hadir
mengharapkan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera
ditetapkan dalam waktu dekat, dimana saat ini telah dilakukan pencadangan
kawasan melalui pemasangan papan penandaan.

. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan
Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Bengkulu.
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Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan
dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Oktober 2022 dengan site lokasi di
Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dan
Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara
Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan
Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparatur Dinas Perikanan setempat,
penyuluh perikanan, aparatur desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan
sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah
setempat yang diwakili oleh Dinas Perikanan, Koramil, Babinsa, Polsek dan
Kepala Desa/Lurah memahami urgensi penetapan Daerah Larangan
Penangkapan Ikan Sidat di wilayahnya, serta mengharapkan Daerah Larangan
Penangkapan Ikan Sidat dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat, dimana
saat ini telah dilakukan pencadangan kawasan melalui pemasangan papan
penandaan.

Jalan Tanpa Nama, Babatan Uly, Kec, Seainim,

Kabupaten Bengkulu Sefatan, Bengkulu 38511, Indonesia  *
L

Lat -4.418758°

., Long 103,046681°

. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan
Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Jawa
Tengah dan Jawa Barat.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan
dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Jawa Tengah dan Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2022
dengan site lokasi di Desa Rawaapu (Kab. Cilacap), Desa Sukanegara (Kab.
Pangandaran), dan Desa Ciharalang (Kab. Ciamis). Kegiatan Sosialisasi
Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi
Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di masing-masing lokasi
dihadiri oleh aparatur Dinas Perikanan setempat, penyuluh perikanan, aparatur
desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan informasi bahwa jenis ikan sidat
yang tertangkap pada setiap wilayah berbeda. Pada alur sungai sidat yang
banyak tertangkap adalah jenis Anguilla marmorata, masyarakat mengenalnya
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dengan nama moa atau sidat kembang. Untuk wilayah dengan kondisi perairan
tenang dekat dengan wilayah persawahan dan rawa rawa sidat yang banyak
tertangkap di wilayah ini adalah Anguilla bicolor bicolor.

e. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan
Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Sulawesi Tengah.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan
dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi
Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2022 dengan site
lokasi di Desa Dusunan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan
Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara
Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan
Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparatur Dinas Perikanan setempat,
penyuluh perikanan, aparatur desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan
sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah (1) masyarakat dan pemerintah daerah
setempat yang diwakili oleh Dinas Perikanan, Bappeda, dan Kepala Desa/Lurah
memahami urgensi penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di
wilayahnya; (2) seluruh stakeholders yang hadir mengharapkan Daerah
Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat,
dimana saat ini telah dilakukan pencadangan kawasan melalui pemasangan
papan penandaan; (3) pelaku usaha penangkapan ikan sidat, pengepul, dan
beberapa konsumen yang hadir menyatakan kesediaan untuk tidak lagi
memanfaatkan ikan sidat bukan untuk tujuan budidaya; dan (4) Kepala
desa/lurah dan masyarakat setempat mengharapkan upaya pengembangan
usaha perikanan budidaya ikan sidat dan proses bisnisnya dapat segera
direalisasikan, guna mengoptimalkan nilai ekonomi perikanan sidat dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
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3. Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp)
mendukung Pelaksanaan RPP WPPNRI Perairan Darat.
a. Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp).

Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat
(SidatApp) dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Desember 2022 secara hybrid di
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar-BRSDMKP. Rapat
dibuka oleh Koordinator Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya
Ikan Perairan Darat mewakili Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk
selanjutnya kegiatan dipimpin oleh Subkoordinator Kelompok Tata Kelola
Sumber Daya Ikan Perairan Darat. Pertemuan dihadiri Koordinator Kelompok
Pemantauan dan Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI, Dit. PSDI — DJPT, Dr.
Haryono, M.Si — BRIN, Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - BRIN, Statistisi Setditjen
Perikanan Tangkap DJPT, OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Seluruh
Indonesia, Tim IT dari PT. Afariz Bintang Pratama serta staf lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kegiatan Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat
(SidatApp) dilaksanakan sebagai tindaklanjut sosialisasi SidatApp yang telah
dilaksanakan sebelumnya guna menjaring informasi permasalahan dan kendala
dalam pengoperasian SidatApp dari operator di daerah sehingga penerapan
SidatApp dapat berjalan secara optimal dalam kerangka Koordinasi
Pembentukan Kelembagaan di WPPNRI-PD.

4. Penyusunan Profil Perikanan Perairan Darat di WPPNRI Perairan Darat.
a. Final Review Meeting Petunjuk Teknis Ecosystem Approach to Fisheries
Management di Perairan Darat.
Final Review Meeting Petunjuk Teknis Ecosystem Approach to Fisheries
Management di Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Oktober
2022 di Hotel Mansion Teraskita Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan
dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dan dihadiri oleh Prof. Dr.
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Ir. Agus Djoko Utomo, M.Si (BRIN), Prof. Dr. Ir. Husnah, M.Phil (BRIN), Dr. Ir.
Syahroma Husni Nasution, M.Si (BRIN), Dr. Ir. Haryono, M.Si (BRIN), Yoga
Candra Ditya, S.Pi, M.Si (BRIN), Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M.Sc. (IPB), Dr. Ir. Toni
Ruchimat, M.Sc (Politeknik AUP), Dr. Suharyanto, S.Pi, M.Si (Politeknik AUP), Dr.
Amula Nurfiarini, M.Si (Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan), Arik Sulandari,
S.Pi, M.Si (Sekretariat DJPT), Bastian Evamutan (Pusatluh), dan perwakilan dari
I-Fish Project FAO.

‘ : ol . e
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka perubahan PetunjukTeknis Penilaian
Indikator EAFM Perairan Darat agar menjadi panduan yang komprehensif dalam
mengimplementasikan EAFM di Perairan Darat.

. Identifikasi Data Perikanan Tangkap Perairan Darat di Kabupaten Sukabumi.
Identifikasi Data Perikanan Tangkap Perairan Darat di Kabupaten
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 5 November
2022 dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Institut Pertanian
Bogor, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, serta Penyuluh

Perikanan Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan bahwa dari 4 (empat) lokasi
sampling, 3 (tiga) diantaranya yaitu Sungai Cimandiri, Rawa Talanca, dan
Sungai Cibareno memiliki masalah cukup besar di pencemaran lingkungan.
Sedangkan untuk sumber daya ikan masih dalam kondisi baik, meskipun sudah
ada ikan introduksi tetapi belum menjadi spesies invasif sehingga masih belum
membahayakan ikan-ikan jenis asli, namun masih harus tetap dilakukan
pengelolaan untuk menjaga dan meningkatkan potensi sumber daya ikan.

\ 4
. Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Desa Telaga Nengguambu,
Kampung Berap, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
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Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Desa Telaga Nengguambu,
Kampung Berap, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada
tanggal 3 s.d 5 November 2022.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan flag sumber daya ikan berwarna
hijau, yang artinya jenis ikan yang terdapat di Telaga Nengguambu dalam
pengelolannya telah mendapatkan perhatian yang baik dimana trend
penangkapan ikan dalam 5 tahun terkahir hasil tangkapaan dari nelayan stabil
atau meningkat, dengan ukuran ikan yang tertangkap rata-rata bertambah,
proporsi anakan/induk |kan yang tertangkap <20% dari total hasil tangkapan.

Distrik Waibu, Papua, Indonesia
Jalan Tanpa Nama, Distrik Waibu, Kabupaten

. Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Danau Perintis Kabupaten Bone
Bolango Provinsi Gorontalo.

Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Danau Perintis Kabupaten
Bone Bolango Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 12 November
2022. Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan flag sumber daya ikanberwarna
kuning, yang artinya jenis ikan yang terdapat di Danau Perintis dalam
pengelolannya perlu mendapatkan perhatian yang baik dimana trend
penangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir hasil tangkapaan dari nelayan

menurun, dengan ukuran ikan yang tertangkap rata-rata mengecil, proporsi
anakan/lnduk |kan yang tertangkap <20% dari total hasil tangkapan

. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan RPP di WPPNRI perairan darat
dan penyusunan profil perikanan di WPPNRI Perairan darat 412 di Kabupaten
Merauke.

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan RPP di WPPNRI perairan
darat dan penyusunan profil perikanan di WPPNRI Perairan darat 412 di
Kabupaten Merauke dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 November 2022.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan flag sumber daya ikan berwarna
hijau, yang artinya jenis ikan yang terdapat di Sungai Maro Distrik Kweel,
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Kecamatan Eligobel dalam pengelolannya telah cukup baik dimana Proporsi
anakan/induk ikan yang tertangkap bukan untuk budidaya tidak ada yang
tertangkap, hasil tangkapan nelayan stabil terkadang meningkat walaupun saat
ini komposisi hasil tangkapan tidak lengkap, tidak lagi atau sangat jarang
tertangkap ikan jenis asli yang menjadi top predator 5 (lima) tahun yang lalu
masih banyak terdapat ikan asli (Arwarna) yang tertangkap, namun saat ini ikan
tersebut sudah mulai sulit didapatkan.

# Kecamatan Eligobel, Papua, Indonesia e | Eligobel, Papua, lndone5|a

B 7VCP+G3G, Kweel, Kec. Eligobel, Kabupaten IVCP+GAG, Kweal, Eligobel, Merauke Regency,
Merauke, Papua, Indonesia | o . Papua, Indonesia
Lat 30788° P Lat -7731184°

¥ Long 140.88494° " Long 140.885058°
23/11/22 11:47 AM GMT +09:00 : 23/11/22 10:58 AM GMT +08:00

Survey Pengumpulan Data dan Informasi Perlkanan Darat di Provm5| Nusa
Tenggara Barat.

Survey Pengumpulan Data dan Informasi Perikanan Darat di Provinsi
Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di site lokasi Bendung Pandan Duri,
Kabupaten Lombok Timur dan Bendung Tibu Kuning, Kabupaten Lombok Barat
pada tanggal 16 s.d 19 November 2022.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan dari 7 (tujuh) domain penilaian
EAFM Perairan Darat, terdapat 1 (satu) domain dalam kondisi baik atau flag
status hijau, 3 (tiga) domain dalam kondisi sedang atau flag status kuning dan 3
(tiga) domain dalam kondisi kurang merapkan EAFM.

Nusa Tenggara frat
Indonmia

20221137 (Karn) 1604

. Pengumpulan Data di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Survey Pengumpulan Data dan Informasi Perikanan Darat di Provinsi
Kalimantan Tengah dilaksanakan di site lokasi Danau Harapan, Dusun Danau
Harapan Desa Bintang Kurung dan Danau Batang Ampang, Desa Batang
Ampang pada tanggal 15 s.d 18 November 2022. Hasil dari kegiatan tersebut
didapatkan dari 2 (dua) lokasi tersebut kondisi lingkungan masih bagus, dan
beberapa jenis ikan asli masih banyak ditemukan.
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h. Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan

di WPPNRI Perairan Darat 413.
Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan
di WPPNRI Perairan Darat 413 dilaksanakan di site lokasi Sungai Wailela, Sungai
Waai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku pada tanggal 22 s.d

25 November 2022. Hasil dari kegiatan tersebut adalah domain lingkungan
sumberdaya ikan masih dalam kondisi baik karena posisi sungai Wailela berada
di pegunungan yang cukup jauh dari perkotaan dan pemukiman penduduk
yang padat, sehingga saat ini secara umum belum terjadi pencemaran dan
masih terjaga kealamiannya. Adapun instensitas pencemaran bisa dikatakan
sangat kecil dari kegiatan masyarakat yang mencuci pakaian di sungai. Saat ini
air sungai masih dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar sebagai sumber air
minum, tempat mecncuci pakaian dan mandi serta kebutuhan lainnya.
berdasarkan informasi dari masyarakat setempat air sungai tersebut tidak
pernah mengalami surut meskipun pada musim kemarau panjang.

N

Rapat Diseminasi Hasil Survey Kondisi Perikanan di WPPNRI Perairan Darat.
Rapat dipimpin oleh Koordinator Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan
Darat dan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap; perwakilan dari Pusat Riset Perikanan - BRSDMKP; perwakilan dari
Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan - DJPT; Dr. Dina Mutmainnah, S.Pi,
M.Si - BRSDMKP; Dr. Amula Nurfiarini, S.P, M.Si - BRSDMKP; Dr. Ir.
Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc - IPB; Dr. Ir. Haryono, M.Si - BRIN; Dr.
Triyanto, S.Pi, M.Si - BRIN; NPM I-Fish Project FAO; dan PT. Trans Intra Asia.
Rapat Diseminasi Hasil Survey Kondisi Perikanan di WPPNRI Perairan Darat
menghasilkan rekap status EAFM setiap lokasi survey
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j.  Penyusunan Profil Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia Perairan Darat.

Penyusunan Profil Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 2-3
Desember 2022 di Hotel Padjajaran, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Rapat
dipimpin oleh Koordinator Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat
dengan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap; perwakilan dari Pusat Riset Perikanan - BRSDMKP; perwakilan dari
Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan - DJPT; perwakilan dari Balai Besar
Penangkapan Ikan - DIPT; Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, D.E.A — Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN); Dr. Ir. Syahroma Husni Nasution, M.Si - BRIN; Dr.
Dina Mutmainnah, S.Pi, M.Si - BRSDMKP; Dr. Amula Nurfiarini, S.P, M.Si -
BRSDMKP; Dr. Ir. Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc — Institut Pertanian Bogor
(IPB); Dr. Ir. Haryono, M.Si — BRIN; Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - BRIN; Aldiano
Rahmadya, S.Pi, M.Si - BRIN; NPM I-Fish Project FAO; dan PT. Trans Intra Asia.

Penyusunan Profil Perikanan di WPPNRI Perairan Darat bertujuan untuk
menindaklanjuti kegiatan pengumpulan data dan informasi perikanan perairan
darat secara sampling di 14 WPPNRI perairan darat.

T

- ~wll i l

5. Inisiasi dan Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI
Perairan Darat.
a. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 dan 437 di Provinsi Kalimantan
Timur.
Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 dan 437 dilaksanakan
secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada
tanggal 29 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi
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urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk
dalam WPPNRI-PD 436 dan 437.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 adalah
dihasilkan usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 436yaitu
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan
Koordinator Komisi Pengelolaan Perikanan UPP WPPNRI-PD 436 yaitu Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 437 adalah
dihasilkan usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 437yaitu
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan
Koordinator Komisi Pengelolaan Perikanan UPP WPPNRI-PD 437 yaitu Kepala
Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

- Wl!.--

_q,l"

_— 4w

. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 di Provinsi Aceh.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh pada tanggal 30 September 2022.
Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat
di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 439. Hasil dari
kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 adalah peserta
meyepakati untuk berkordinasi antara Provisi/Kabupaten/Kota untuk
memastikan daftar DAS/Sub DAS d| W|Iayahnya masmg masmg
: R

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 di Provinsi Bengkulu.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 Oktober 2022.
Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat
di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 438. Hasil dari
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kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 adalah dihasilkan
usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 438 yaitu Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan pengajuan anggota-anggota
kelompok kerja menunggu surat dari Direktorat Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya ikan.

6 £

/ ‘ e 4 ‘
L '

t‘\’!/ il e
Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia
B74C+C5M, JI. Candana, Padang Jati, Kec. Ratu
Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222, Indonesia
Lat -3.793962°

Long 102.270378°
08/10/22 11:23 AM

. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan 434 di Provinsi Jawa Barat.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan 434 dilaksanakan
secara hybrid di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis pada
tanggal 6 Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan
perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam
WPPNRI-PD 432 dan 434.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan
434 adalah: (1) Pentingnya kolaborasi antar instansi dan akademisi dalam
rangka pengelolaan sumber daya perikanan di perairan darat; (2) Sesuai
dengan tugas dan fungsinya, Unit Pengelolaan Perikanan (UPP) di WPPNRI-PD
432 dan 433, diharapkan dapat berkoordinasi dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan khususnya
mengenai kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI PD tersebut.

A PEMERL WABUPATEN CiMis
Y INAS PET ARAN DAN PERIKANAN |

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6
Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan
perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD
421.
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Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 adalah: (1)
Menyepakati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
sebagai Koordinator Eksekutif; (2) Menyepakati Koordinator Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Komisi Pengelola
Perikanan, dan (3) Menyepakati lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD 421 di
kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

S :
B
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Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 di Provinsi Papua

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tanggal 4 November 2022.
Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat
di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 411.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 adalah: (1)
Peserta meyepakati untuk berkoordinasi antara Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
memastikan daftar DAS/Sub DAS di wilayahnya masing-masing; dan (2) Lokasi
sekretariat UPP WPPNRI-PD 411 berada di DKP Provinsi Papua.

. Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-
PD) 421 di Provinsi Gorontalo

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 dilaksanakan secara
hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada tanggal 10
November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan
perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam
WPPNRI-PD 421.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 adalah:
(1) Seluruh peserta yang mewakili kab/Kota Provinbsi Gorontalo mendukung
pembentukan LPP WPPNRI-PD dan menunggu bagaimana karakteristik LPP
yang akan dibentuk; (2) Lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD
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421 berada di DKP Provinsi Sulawesi Tengah

h. Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-
PD) 422 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 422 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17
November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan
perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam
WPPNRI-PD 422.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 422 adalah: (1)
Lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD 422 berada di Inas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja
dalam UPP WPPNRI-PD 422 berdasarkan DAS di Kab/Kota yang masuk di
WPPNRI 422.

i. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 412 di Provinsi Papua.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 412 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Provinsi Papua pada tanggal
22 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan
perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam
WPPNRI-PD 412. Adapun hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP
WPPNRI-PD 412 adalah susunan keanggotaan Kelompok Kerja dalam UPP
WPPNRI-PD 412 berdasarkan DAS di Kab/Kota yang masuk di WPPNRI 412.
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Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 di Provinsi Maluku
Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada tanggal 24 November 2022.
Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairandarat
di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 413. Hasildari
kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 adalah dihasilkan
usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 413 yaitu Kepala
Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

I 1l o) 4
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Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 di Provinsi Kalimantan Tengah
Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 dilaksanakan secara hybrid di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16
November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan
perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam
WPPNRI-PD 435.
Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 adalah Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dipilih menjadi calon
sekretariat UPP WPPNRI-PD 435 dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah
memiliki jumlah kab/kota dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas provinsi
yang lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya, sehingga diharapkan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi penggerak
dari kab/kota yang menjadi anggota di UPP WPPNRI-PD 435.
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|.  Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Dirjen tentang SK LPP WPPNRI-PD
Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Dirjen tentang SK LPP WPPNRI-PD
dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Desember 2022 secara hybrid di Dinas
Pertanian dan Peternakan Kota Bogor. Rapat dibuka oleh Koordinator Kelompok
Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat dan dihadiri
oleh perwakilan Bagian Hukum dan Humas Sekretaris Ditjen Perikanan
Tangkap, Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan
perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia.
Hasil dari rapat adalah telah disepakati penunjukkan lokasi sekretariat UPP,
serta susunan keanggotaan dalam UPP di WPPNRI-PD 411, 412, 413, 435, 437,
438, 421 dan 431 sedangkan WPPNRI PD 422, 432, 433, 435, 435 dan 439
susunan keanggotaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut mengingat belum
ada kesepakatan yang dicapai.
o T
L& ‘ _.J/f ' y
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Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, pada IKU Persentase Jumlah WPP
Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) terdapat perubahan
alokasi anggaran. Adapun semula pagu anggaran IKU tersebut pada Triwulan III Tahun
2022 sebesar Rp.1.978.250.000,- pasca automatic adjustment t

ahap 2 sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal 7
Oktober 2022. Berdasarkan data dari laporan ketersediaan dana detail TA.2022 pada
aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022, pagu anggaran IKU Persentase Jumlah
WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) menjadi
Rp.20,979,620,000,-. Perubahan alokasi anggaran pada disebabkan adanya
penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries
Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715,
717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715,
717 dan 718

Sehingga berdasarkan penjelasan kegiatan diatas, Realisasi anggaran pada
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pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator Persentase Jumlah WPP Perairan
Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) Tahun 2022 sebesar
Rp.20,966,984,877,- atau sebesar 99,94% dari pagu anggaran sebesar
Rp.20,979,620,000,- sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal
31 Desember 2022.

3.1.3. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran
Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan PSDI
3.1.3.1. IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)

Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan
perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung, khususnya
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI yang secara langsung
melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Indikator Tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan
pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh
tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor
KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan bidudaya, pengolahan, pemasaran, usaha
garam, penyuluhan, dan karantina ikan.

Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, tenaga kerja yang terlibat
pada pengelolaan sumber daya ikan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 2.825
orang atau 316% yang melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022, yang
secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja Yang Terlibat Langsung berjumlah 150 orang yang terdiri dari:

a. Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25
Tahun 2021 tentang Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan;

x

‘3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
< DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANTAU DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN

b. Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi) berdasarkan Surat Keputusan Direktur
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Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017 Tentang Pengelola
Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

;( \()‘ ; KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
%@? DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

e auman O

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 47 /KEP-DJPT /2017
TENTANG
PENGELOLA PERIKANAN

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

c. Petugas Verifikasi dan Validasi data Logbook dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dilakukan
sampling sebanyak 6 UPT Pelabuhan Perikanan yang melakukan tugas verifikasi
data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdaftar pada
SILOPI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala
Pelabuhan Perikanan;

JUMLAH
NO UPT TENAGA KERJA KET
(ORANG)
[powsioves B
2|PPN SUNGAILIAT 2 SK KPA PPN Sungailiat No. 07/KPA/SK/I/2021
3|PPN BRONDONG 2 SK Kalabuh PPN Brondong No. 008/PPNBr.KPA/KU.611/1/2019
L4]PPN PRIGI 2 SK KPA PPN Prigi No. B.214/PPNP.KPA/OT.210/1/2019
5|PPN TERNATE 2 SK Kalabuh PPN Ternate No. 35/PPNT/PI.140/1/2023
6|PPS BITUNG 2 SK Kalabuh PPS Bitung No. 141/PPS.BTG/TU.110/2022
JUMLAH TOTAL 15

2. Tenaga Kerja Yang Tidak Terlibat Langsung berjumlah 2.673 orang yang terdiri dari:
a. Nakhoda/Pemilik Kapal yang melaporkan Log Book Penangkapan Ikan
berdasarkan hasil Rekapitulasi Data Log Book Penangkapan Ikan yang
dilakukan secara sampling di 15 UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap yang memenuhi seluruh 3 Kategori Pelabuhan Perikanan
(Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara dan
Pelabuhan Perikanan Pantai) dengan total capaian adalah 2.825 orang; dan
b. Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mengelola dan memanfaatkan Rumah
Ikan dari Tugas Pembantuan Provinsi sebanyak 2 Kelompok Usaha Bersama.
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Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada
Pengelolaan PSDI (orang) Tahun 2022

Target % Capaian
Nama IKU Tahun 2022 TW.I | TW.IL | TWII | TW.IV dari Target
Jumlah Tenaga Kerja yang
terlibat pada Pengelolaan PSDI 894 - - - 2.825 316
(orang)

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada
Pengelolaan PSDI (orang), pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan.
Dalam rangka memenuhi target dan capaian IKU tersebut, ada beberapa kegiatan
pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini
merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja
Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Lembaga Pengelola Perikanan
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang
operasional, RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data
pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari
hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

3.1.4. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran
Kegiatan (SK-4): Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan

3.1.4.1. IKU.06. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
(Nilai)

Tujuan dari Rekonsiliasi kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek
pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen
konerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan
kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh
dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi
AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot
sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan
Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
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2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas
Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);

3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas
Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);

4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas
Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan

5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%),
Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark
(6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat
Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik;
(4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D
(0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan
pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi
atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun
2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian
solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja
instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis
untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi,
menilai, dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi SAKIP, serta
memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jika pada
saat penyusunan LKj tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan
belum menerima Nilai AKIP pada tahun berjalan maka nilai yang diklaim adalah Nilai
AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2021 maka disampaikan
revisi LKj.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (Nilai) Tahun 2022

Target

Nama IKU Tahun | TW.I | TW.II | TW.II | TW.IV Zgr.cizféaez
2022
Nilai Rekonsiliasi Kinerja: Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 92 - - - 98,65 107,23
(Nilai)
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Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan

3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk
ditindaklanjuti.

Target 2022 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 92 dengan satuan indeks, Pada Tahun 2022 indikator
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) dalam
mencapainya mempunya catatan adalah Dit. PSDI terdapat 11 Indikator Kinerja yang
terdiri dari 7 IK Tahunan, 2 IK Semesteran, 2 IK Triwulanan. Penilaian Aspek
Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan pada penghitungan IKU ini telah selaras dan
mendapatkan nilai 100 dengan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan mencapai 98,65 dengan prosentase terhadap target tahun 2022
sebesar 107,23%.

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2022

:_I;JQMR UNIT KERJA _ |Ditien Perkanan Tangkag

'NAMA UNIT ¥YBS Direktarat Pengelolaan Sumber Daya lkan

USER KINERJAKL 02000000 —
TANGGAL REKOMN Tussday, November 28, 2022 i

[ASPEK I I
KEPATUHAN | Manual [Ku* Rincian Target KU Rencana Aksi ey ':_'J_L:’:::n L=l

e 080 D i 3 T 100

Sher|
Callatan| = J A 2 | ¥ ? |

ASPEK

. DATADANINFORMAS] TARGET EALIS)
KESESUAIAN S e

. e ? Rinclan Targst (KU~ iLC: = s
PK -Manual KU | PK-Rincian Target |~ PK-R g PK - LK - Ki LKILCK Twilll LKVLGK Tw i
s i 1] lgncana Aks| Wineraku < LKULEK T Il PE - Kineraku iRtk Kinexiaku
1,00 i 1.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00

ASPEK

Panyampaian LKJ Tahunan
pada Apiikasi ESR e Atirsan

400,00 100,00

[skor SKALR
| o >80 - 100 [ SANGAT BAIK
Bobot 3 =85 - 50 BAIK
| Skor per gspek 100.00  i00od 114.59 | 100.00 | T TR
| Skor dikali Bohot 25.00 1 25,00 28,65 ] 20.00 | 5075 RURANGS
Tatal Skor 98.65 | 0-50 BURUK
CATATAMN: 1 Pada tahun 2022, Direkiorat Pengeloiaan Sumber Daya Ikan terdapst 11 Indikator Kinerja, terdin dari 7 Indiketor Tahunan, 2 Indikatar Semesteran, dan 2 Indikator Triwdlanan

2. Aspek Kepatuhan Kesespeikan. dan Ketercepaian telah selaran dan mendapatcan nikal 100

i

3.1.4.2. IKU.07. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
(indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas
merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan
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kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal
implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat
terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan
produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan
dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas — tugasnya. Indeks
Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas
ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai
ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:
1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah
SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;

2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan
Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;

3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah

dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi
hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 15. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2022

Target % Capaian
Nama IKU Tahun TW.I TW. I TW. III TW. IV dari Target
2022
Indeks profesionalitas ASN Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 79 - 74,03 - 84,64 107,14
(indeks)

Target tahun 2022 indikator ini adalah 79 dengan satuan indeks, pengukuran
indikator ini adalah Semesteran dengan target 71 dengan satuan indeks padaSemester
1 Tahun 2022, sehingga pada periode tahun 2022 capaian pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 84,64 de
sebesar 107,14% dari target yang telah ditetapkan.

Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada
website: www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon, penghitungan tersebut
sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan
informasi pendidikan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam
seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi
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pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri
pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan.

© g kkp.Qoid4080/ip-asr x 4+ 2 = (o]
> C 0O A Tidskaman | ropegkkp.go.id:4080/ip-asn/unker/250 aQa » v 08§ :
* Sookmaks ™ Gmal G Gougle Q Mops [ Search EB sbe @ ep @ peng By Tejemation [ Disney+ Hotstar @
e

. 2
Pada tahun 2021, realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) telah mencapai nilai 83,34 sedangkan pada
Periode Tahun 2022 Capaian target IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan mencapai nilai 84,64. Berdasarkan perbandingan
capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 ada peningkatan sebesar 101,56%.

Keberhasilan pencapaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan diatas target sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Partisipasi aktif dan kontribusi positif dari ASN untuk memperbaharui data dan
informasi Pendidikan baik formal maupun informal dalam aplikasi e-Pegawai;

2. Peningkatan kapasitas SDM Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan
melalui program pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, maupun workshop baik
yang dilakukan oleh kantor sendiri maupun tempat Pendidikan dan pelatihan dari
perguruan tinggi maupun dari lintas eselon 1 maupun Kementerian/Lembaga
lainnya.

3. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dikarenakan adanya beberapa Pegawai ASN
lingkup Dit. PSDI yang telah menyelesaikan Pendidikannya ke tingkat selanjutnya,
ini dapat dilihat pada riwayat Pendidikan Pegawai ASN sebanyak 53 Orang di
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan makin beragam, ini ditandai dengan:

a. SMP/SD sebanyak 1 Orang;
b. D-II/D-I/SMA sebanyak 7 Orang;
c. D3 sebanyak 4 Orang;
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d. S1 sebanyak 22 Orang;
e. S2sebanyak 13 Orang;
f. S3 sebanyak 6 Orang.

Dengan adanya peningkatan tingkat Pendidikan Pegawai ASN di Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengakibatkan mendongkraknya nilai Indeks
profesionalitas ASN secara otomatis di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: www.
http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon, penghitungan tersebut sangat dipengaruhi
oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi pendidikan
baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan
maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang
kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai
masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, seperti yang
digambarkan pada hasil website: rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke.

Saat ini, nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TINGGI
akan tetapi IP ASN ini masih bisa ditingkatkan dengan peningkatan kualifikasi pegawai
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk mencapai target tahunan di
tahun-tahun mendatang.

3.1.4.3. IK.08. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang
Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk
mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk
digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar, yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksaan Program Manajemen Pengetahuan
(Knowledge Management). Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian
yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah
ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan
mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
Berdasarkan defenisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ini mengukur persentase
unit kerja di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah memanfaatkan
teknologi informasi dalam penyebaran data dan informasi.

Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
1. Tingkat pemenuhan dokumen kinerja;
2. Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada alikasi Bitrix24 KKP,
3. Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.

114

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



() (B ) )

Laporan Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

115

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



Laporan Kinerja

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 |'“| e |"‘ %5,

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang
Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Tahun 2022

Target

Nama IKU Tahun | TW.I | TW.II | TW.II | TW.IV Z;ﬁz?'gae:
2022
Persentase Direktorat Pengelolaan
Sumbgr Daya Yang Menerapkan Sistem 86 100 100 100 100 116,28
Manajemen Pengetahuan Yang
Terstandar (Persen)

Komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang terstandar yaitu:

1. Bergabung dengan Sistem Informasi MP KKP (level3 dan 4 di bawahnya);

2. Pimpinan Eselon II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja
di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap
mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II;

3. Pimpinan Eselon I memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di
bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap
mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II.

Target 2022 indikator ini adalah 86 dengan satuan persen. Pengukuran
indikator ini dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan. Capaian IKU Persentase
Unit Kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan terstandar sebesar 100% atau 116,28% dari target yang
ditetapkan yang diperoleh dari rata-rata capaian tahun anggaran 2022. Penilaian
meliputi 3 komponen yaitu:

1. Dokumen (100% x bobot 20% = 20%);
2. Keikutsertaan (100% x bobot 10%= 10%);
3. Keaktifan (100% x bobot 70%= 70%).

Metode perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi
bitrix24. Bitrix24 merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP
dengan alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk
mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak
pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan.
Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator bitrix24 mengundang
pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut diverifikasi, pegawai dapat
membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai lainnya dan dapat
melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video. Pegawai
KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24. Selain
itu, pegawai KKP dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan
dalam sistem komputasi awan dibitrix24.
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3.1.4.4. IK.09. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun
2020 dan 2021 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
(berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2022.

Target 2022 indikator ini adalah 70 dengan satuan persen. Pengukuran
indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi
dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen) Tahun 2022

_ :
Target | | twon | Twom | Tw. v | e Capaian

Nama IKU Tahun 2022 dari Target

Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja lingkup 70 100 100 100 100 142,86
Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan (persen)

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil
Pengawasan (LHP) Tahun 2022. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit,
reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang
telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 100%
dari target sebesar 70% dengan prosentase capaian keberhasilan sebesar 142,86%.
Capaian tersebut diperoleh dari Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022
pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021 yang
berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah koordinasi rutin internal Direktorat
Pengelolaan Sumber daya Ikan serta lingkup Ditjen Perikanan tangkap melalui memo
resmi, dan koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

3.1.4.5. IK.10. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari
pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh
target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan
dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1)
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Memiliki dampak langsung kepada masyarakat; (2) Memiliki anggaran besar; (3)
Mendukung secara langsung taget kinerja KKP; (4) Mendukung capaian proritas
nasional; (5) Merupakan arahan direktif Presiden, dan (6) Pertimbangan lainnya yang
relevan.

Indikator ini dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas atau strategis
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini
adalah untuk menilai pemanfaatan, permasalahan dan memberikan rekomendasi dari
kegiatan prioritas, khususnya kegiatan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan
Perikanan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat melalui Tugas
Pembantuan Provinsi.

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah merupakan
salah satu indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu
ukuran efektivitas pemanfaatan kegiatan Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat
yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya berupa Rehabilitasi TPI Perairan Darat dan
Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah
Ikan. Beberapa aspek penilaian meliputi: pencapaian tujuan (PT), integrasi (IG),
adaptasi (AT), evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis
terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun
sebelum periode pengukuran (T-1), penilaian efektifitas kegiatan pada satuan
Dekonsentrasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPt dan Tugas Pembantuan
Provinsi pelaksanaan kegiatan prioritas TA 2022.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022

Target % Capaian
Nama IKU Tahun 2022 TW.T | TW.II | TW.III | TW.IV dari Target
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan
Kegiatan Prioritas/Strategis
Direktorat Pengelolaan Sumber 7> 94,58 126,10
Daya Ikan (Persen)

Penilaian efektivitas dilakukan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
dilakukan pada tahun 2022, adalah beberapa kegiatan pada satuan kerja
Dekonsentrasi:

1. Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan
Fasilitasnya berupa Rehabilitasi TPI Perairan Darat yang dilaksanakan oleh Tugas
Pembantuan Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan;

2. Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa
Rumah Ikan yang dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Lampung, Jawa
Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat;

Target Indikator Kinerja Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan pada Tugas Pembantuan dilakukan secara tahunan, dimana Tahun
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2022 merupakan hasil penghitungan capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada tahun
2021, yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan.

Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan
pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya. Pada komponen penilaian disini
pencapaian nya dilihat dari capaian anggaran dan pelaksanaan dengan Bobot 80%.
Dimana pencapaian anggaran pelaksanaan Rehabilitasi TPI Perairan Darat diKab.
OKI, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 paling kecil hanya tercapai sebesar
Rp.1.226.052.900,- atau 88,15% dari target 98% pada tahun 2021, yangdapat
dilihat pada tabel berikut.

Capaian Anggaran dan Target .
e P Pelaksggaan Tahun %021 Cfpifer e
1 TPI Perairan Darat OKI 98 88.15 89.95%
2 Rumah Ikan Kota Sorong 98 98.60 100.61%
3 Rumah Ikan Kota Ternate 98 99.57 101.60%
Total 98 95.44 97.39%
2. Integrasi.

Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi
penerima/obyek kegiatan. Pada kegiatan bantuan pemerintah berupa rumah ikan
baik itu di Kota sorong, papua barat dan rumah ikan di Kota Ternate, Maluku Utara
telah melakukan kegiatan sosialiusasi atau pelatihan untuk penerima obyek
kegiatan yakni kepada Koperasi Kerukunan Nelayan Tangkap Tradisional Kota
Sorong sebagai Kelompok penerima dan pengelola rumah ikan di Provinsi Papua
Barat dan Kelompok Nelayan Nita Malili sebagai Kelompok penerima dan pengelola
rumah ikan di Provinsi Maluku Utara sehingga capaian memperoleh nilai100%.
Sedangkan di TPI Perairan Darat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan
kegiatan, belum pernah dilakukan sosialisasi Rehabilitasi TPI Perairan Darat. Hasil
penghitungan dapat dilihat pada tabel berikut.

No Integrasi Tar;[l a:]r%%tn Capaian %
1 TPI Perairan Darat OKI 1 0 0.00%
2 Rumah Ikan Kota Sorong 1 1 100.00%
3 Rumah Ikan Kota Ternate 1 1 100.00%
Total 3 2 66.67%
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3. Adaptasi.

Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek
kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan. Untuk kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Ikan berupa berupa Rehabilitasi TPI Perairan Darat yang
dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan dan Prasarana
Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah Ikan
yang dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat,
dapat disebut bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan kebutuhandaerah dalam
memenuhi ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatanpenangkapan ikan
di masing-masing wilayah agar dapat meningkatkan taraf hidupnelayan setempat.

No Adaptasi TarL anr92?)t21 Capaian %
1 TPI Perairan Darat OKI 1 1 100.00%
Rumah Ikan Kota Sorong 1 1 100.00%
3 Rumah Ikan Kota Ternate 1 1 100.00%
Total 3 3 100.0%

Dimana pelaksanaan kegiatan ini adalah permohonan berupa proposal dari
masyarakat akan kebutuhan nelayan setempat. Adapun penghitungan tersebut
dapat dilihat pada tabel diatas.

Berdasarkan perhitungan ke 3 (tiga) komponen penilaian Indikator Kinerja
Tingkat efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (Persen), dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai oleh ketiga
pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan melalui Tugas Pembantuan telah
melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 94,58 atau 126,10% dari
tergat Indikator Kinerja sebesar 75% dikarenakan seluruh Tugas Pembantuan yang
bertanggung jawab telah melaksanakan dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

No Komponen Penilaian Capaian Bobot %

1 Capaian Anggaran dan Pelaksanaan 97.39% 80 77.91

2 Integrasi 66.67% 10 6.67

3 Adaptasi 100.00% 10 10.00
Total 94.58

Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah bahwa kegiatan-
kegiatan tersebut dalam 2 (dua) tahun anggaran mengalami kebijakan Automatic
Adjusment sehingga untuk mencapai target Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan
bantuan pemerintah, dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dapat dilakukan
khususnya pada tahun 2022. Sedangkan kendala dan permasalahan dalam mencapai
target Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah pada tahun 2021
adalah:

1. Masih sulitnya pemerintah daerah dalam menyusun laporan pemanfaatan, data
dan informasi yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga Direktorat Pengelolaan
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Sumber Daya secara kontinyu dan berkala melakukan Koordinasi dengan pihak
Provinsi untuk terus melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan
pemanfaatan, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis
pengelolaan sumber daya ikan;

2. Terkait Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun
berupa Rumah Ikan, ada beberapa kendala, antara lain Monitoring dan Evaluasi
pemanfaatan Rumah Ikan tidak dapat dilakukan T-1, dikarenakan proses
perkembangan rumah ikan sangatlah lambat dikarenakan sifatnya yang biologis.
Sehingga diperlukan koordinasi dengan para ahli di BBPI Semarang dalam
mencapai pemanfaatan rumah ikan sesuai target yang telah ditentukan; dan

3. Memerlukan Rencana Aksi dalam meningkatkan kelangsungan dan keberlanjutan
terutama dalam pemanfaatan oleh masyarakat pada bantuan pemerintah dengan
cara melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terhadap bantuan
pemerintah tersebut secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah.

3.1.4.6. IK.11. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran,
penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun
anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan
Kinerja Anggaran.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran
kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah
prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah
satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi
Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian
Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri
dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja
Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator
yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan
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Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya
anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022

- :
Target o | twon | Twom | Tw.nv | e Gapaian

Nama IKU Tahun 2022 dari Target

Persentase Penyerapan Anggaran

Direktorat Pengelolaan Sumber 70 12,72 | 43,26 | 68,69 | 99,82 105,07
Daya Ikan (Persen)

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator
yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan
Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya
anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Kinerja
Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga
yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa
keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev
Anggaran (SMART).

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program, Kegiatan, Outpul, SubOuiput. Komponen
Periode Desember 2022

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
uUnit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Sawan Kerja : 238720 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Hal 1dan2

JUMLAH SELURUHNYA 31.A481,370,000 0 10,859,083,123 20,566,515.153 31,425.008.276 i 55,761,724
HE Program Pengelolaan Penkanan dan Kelautan 31,481370.000 [} 10,859,003,123 20,585,515,152 314256028276 99.81 % 55,781,724
HE.2341 Pangeloiaan Sumber Days kan 31481370000 a 10,856,003,123 20,585,515,153 31425608276 92.82 % 55,761,724

Indikator ini dilakukan penghitungan setiap triwulan pada tahun berjalan.
Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
(Persen) Tahun 2022 telah tercapai sebesar 99,82% dari target sebesar 95% dengan
prosentase capaian sebesar 105,0%. Capaian tersebut diperoleh dari aplikasi kinerjaku
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas Persentase
Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) adalah:

1. Adanya Kebijakan Automatic Adjusment Tahap 2 sesuai surat Menteri Keuangan
nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic
Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga
proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;

2. Dikarenakan adanya Kebijakan Automatic Adjusment Tahap 2 sesuai surat Menteri
Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan
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Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022.
Ada beberapa kegiatan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang tidak
dapat dilaksanakan, antara lain:

a. QGA.001.052. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola
Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur;

b. PBR.003.051. Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas
Kapal Perikanan; dan

¢. PBR.003.053. Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk
Internal dan Eksternal

. Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara

perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang disahkan

sehingga perlu dilakukan revisi;

. Rencana kerja yang disusun tidak tepat sasaran sehingga menjadi kendala dalam
penyerapan anggaran sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan Revisi
kegiatan di Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

. SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola
anggaran masih rendah; dan

. Kebijakan satu DIPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan oleh Bendahara Satker
dikarenakan membludaknya permohonan pengajuan dilingkungan Direktorat
Jenderal dan keterbatasan alokasi anggaran sehingga mengakibatkan perlunya
prioritas dalam memilih pengajuan oleh eselon II lingkup Direktorat Jenderal;

. Adanya perubahan kebijakan termasuk realokasi anggaran di lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap melalui anggaran PNBP serta adanya penambahan alokasi
anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in
Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan
Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718.
Selain mempengaruhi pelaksanaan capaian anggaran baik secara fisik dan
administrasi sehingga ketersediaan anggaran untuk Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan berubah menjadi sebesar Rp.31.481.370.000,- (Tiga puluh satu milyar
empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dari kendala-kendala yang ada pada tahun anggaran 2022, sehingga dapat

disusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan pada tahun-tahun mendatang.

3.2. Perbandingan Kinerja Organisasi
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kegiatan Pada Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022

Secara umum seluruh sasaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

pada periode tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 tercapai
sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Adapun beberapa hal yang

123

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



Laporan Kinerja

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 |"| e |"‘ %5,

merupakan perbedaan antara realisasi capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022

adalah:

1. Adanya beberapa Indikator yang telah dihapuskan pada Indikator Kinerja Utama
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan seperti Tingkat Kemandirian Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian),
dikarenakan IKU tersebut telah dihaspuskan dan segala pendukuing kegiatan atau
IKU terkait SKPT tersebut telah diatur oleh pimpinan Ditjen Perikanan Tangkap
kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;

2. Adanya beberapa Indikator Kinerja Utama yang baru menyesuaikan dengan
kebijakan terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga perlu
penyesuaian pencapaian target serta harus lebih banyak berkoordinasi dalam
penghitungan IKU dalam mencapai target yang telah ditentukan pimpinan; dan

3. Target kegiatan yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh
kebijakan Automatic Adjusment pada Tahun 2022 sebanyak 2 kali yakni pada bulan
14 Desember 2021 dan tanggal 23 mei 2022 sesuai surat Menteri Keuangan nomor:
S-458/MK.02/2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja.

4. Adanya perubahan kebijakan termasuk realokasi anggaran di lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap melalui anggaran PNBP serta adanya penambahan alokasi
anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in
Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan
Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718.

Meskipun demikian, semua target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap telah sesuai dengan kemampuan SDM serta pagu anggaran yang diberikan
bagi direktorat. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan
secara efisien.

Pada TA. 2021 dan TA. 2022 adanya beberapa kali pelaksanaan Refocussing
Anggaran/Automatic Adjusment terhadap pagu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan pada tahun 2021 dan 2022 yang berdampak pada pelaksanaan program sedikit
mengalami keterlambatan maupun kesulitan dalam pencapaian target IKU yang telah
ditentukan. Akan tetapi, berdasarkan perbandingan capaian kinerja Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap target Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun
Anggaran 2022 dapat dilihat, keduanya sama-sama telah mencapai kinerja instansi
sesuai dengan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan.

Output capaian Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk Sasaran
Kegiatan Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan, yaitu berupa kegiatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, Persentase
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup
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Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Persentase penyerapan anggaran
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melebihi capaian target yang
ditentukan pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian dan
pelaksanaan pencapaian Target Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan pada tahun anggaran 2022 didapatkan hasil yang lebih baik dari tahun
sebelumnya.

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan Target Kinerja dan
Realisasi Kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Target Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
Indikator yang yang tercantum dalam perjanjian kinerja direktur akan menyesuaikan
dengan arahan dan kebijakan pimpinan dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan.
Analisis terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan keterkaitan antara pencapaian
kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi, serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis Akuntabilitas
Kinerja merupakan analisis efisiensi dan efektifitas dengan cara membandingkan
antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan
data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu dan juga
menjelaskan mengenai manfaat lain yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

Secara umum, dalam hal melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun
2022 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, terdapat
beberapa permasalahan umum yang ditemui, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan terhambat akibat adanya penyesuaian anggaran melalui
kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebanyak 2 kali dalam 1
(satu) tahun anggaran yakni yang Pertama adalah sebesar 5% pada tiap
Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-
1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 untuk dukungan penanganan Covid-
19 mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Kedua, adalah
kebijakan automatic adjustment tahap 2 per tanggal 23 mei 2022 sesuai surat
Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 perihal Penambahan Automatic
Adjustment Belanja.

2. Adanya perubahan pelaksanaan anggaran dimana beberapa waktu lalu masih
menggunakan setiap unit satker, mulai tahun 2021 s.d. sekarang di tahun 2022,
dimana telah ditunjuk dalam satu DIPA bersama lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,
sehingga hal tersebut juga menyebabkan terhambatnya waktu pelaksanaan
kegiatan dan pelaksanaan administrasi keuangan/anggaran;
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3. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan pekerjaan baru dapat
dilakukan dalam waktu akhir dari triwulan pertama Tahun 2022 serta kebijakan-
kebijakan dalam pelaksanaan anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang sering kali berubah juga mengganggu proses penyerapan anggaran;

4. Selain itu juga adanya penyesuaian rencana strategis yang belum selesai dalam
rangka menyesuaikan dengan kebijakan prioritas/strategis terbaru dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan juga menjadi hambatan dalam pengerjaan laporan kinerja
Tahun 2022;

5. Selain itu ada Indikator Kinerja yang terbaru yang merupakan turunan langsung dari
level Direktur Jenderal, sehingga masih diperlukan penjelasan dalam rangka
mencapai target Indikator Kinerja tersebut, hal tersebut pun menjadi hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan capaian kinerja tahun
2022; dan

6. Minimnya SDM pada setiap kegiatan swakelola maupun dalam pelaporan sehingga
dirasakan kurang optimal dalam mencapai target yang telah ditentukan baik per
triwulan, semester maupun tahunan; dan

7. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan pimpinan dilingkup Direktorat Pengelolaan
Sumberdaya dalam hal pelaporan kegiatan dan pencapaiannya pada target IKU
yang dibebankan kepada masing-masing Koordinator Kelompok Bidang.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022
menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2022. Pada Laporan
Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, ada beberapa IKU yang sulit
dalam melakukan pencapaian target dikarenakan Pengukuran IKU itu masih ambigu
dan perlu penjelasan lebih rincin mulai dari Manual IKU sampai dengan tata cara
pencapaian target IKU tersebut. Namun demikian seluruh IKU pada Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka
mendukung capaian beberapa IKU tersebut. Untuk menilai keberhasilan capaian IKU
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022, dilakukan analisis dan
evaluasi terhadap Indikator-Indikator tersebut.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, arahan kegiatan pengelolaan sumber daya
ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan
kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
Adapun Renstra Ditjen Perikanan Tangkap terkait Pengelolaan Sumber Daya Ikan
terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 20. Sasaran Program/Kegiatan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024

observer diatas kapal perikanan (hari layar)

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Target

2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber 7 8 8 8 8
daya ikannya
Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di 60 70 80 90 100
Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan
Kepulauan (persen)
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan 11 11 11 11 11
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI) yang
operasional (WPPNRI)
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan 3 5 7 9 11
WPPNRI yang menjadi model percontohan
(WPP)
Jumlah perairan darat yang terkelola 25 29 33 37 41
sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi)
Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan 11 11 11 11 11
dihitung alokasi sumber daya ikannya
(WPPNRI)
Jumlah kapal perikanan yang menerapkan 12.000 15.000 16.000 18.000 20.000
logbook penangkapan ikan (unit)
Jumlah hari layar pemantauan oleh 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000

Target capaian Renstra tersebut telah memperhitungkan potensi ketersediaan
alokasi anggaran, kemampuan dan durasi pelaksanaan, serta faktor-faktor lainnya
yang dalam mendukung capaian realisasi target kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang
diturunkan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mengalami banyak
penyesuaian dikarenakan adanya kebijakan Automatic Adjusment sebanyak 2 kali
pada tahun anggaran 2022 yang sekaligus dalam rangka menyesuaikan dengan arah
dan kebijakan terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun beberapa
perubahan target dari sasaran program di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber

Daya Ikan adalah:

1. Indikator Kinerja Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya pada
Renstra Ditjen Perikanan Tangkap memiliki target yang dilakukan perubahan dan
penyesuaian, dimana Indikator Kinerja ini dirubah menjadi Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) dengan Target
menjadi 100%. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan realisasi
capaian sebesar 100% pada Tahun 2021. Dalam mendukung pencapaian Indikator
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas,
dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya target capaian IKU
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas
seperti ; (1) Penyusuanan/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang
Tongkol; (2) Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

127




Laporan Kinerja

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 |"| e |"‘ %5,

Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna;
(4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan
Regional/Internasional; dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke
RFMO.

. Indikator Kinerja Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman,
Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) mempunyai target tahunan pada tahun
anggaran 2022 sebesar 80% dengan cara perhitungan adalah jumlah kegiatan
dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan
jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Secara mandiri, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan penghitungan mandiri terkait
pencapaian IKU per periode tahunan dengan target tahun 2022 sebesar 80%.
Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 85% atau ada peningkatan sebesar
106% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini berdasarkan
jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI
dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan
identifikasi pada tahun 2022 terdapat sebanyak 47 kegiatan dari total66 kegiatan
secara mandiri oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI) dan
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang menjadi model percontohan
(WPP) merupakan Indikator Kinerja pada tahun 2022 telah berubah menjadi
kewenangan pada Level 1 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan
pemantauan dan evaluasi tetap menjadi kewenangan dari Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan.

. Indikator Kinerja yang target pencapaian semula adalah Jumlah perairan darat
yang terkelola sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi) dirubah dan disesuaikan
menjadi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya
(persen) dengan target tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama IKU Target (Semula) Nama IKU (h-/ll—:r:?eijti)
(S 2021 | 2022 (Menjadi) 2021 | 2022
Jumlah perairan darat yang Persentase jumlah WPP Perairan
terkelola sumber daya ikannya 29 33 darat yang dikelola sumber daya 28 57
(komulatif) (lokasi) ikannya (persen)

Pengukuran capaian indikator Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola
sumber daya ikannya (persen) dilakukan secara tahunan, untuk mendukung
tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan
berkelanjutan. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di
Perairan Darat Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 28%,
dimana hal ini diperoleh melalui penghitungan pelaksanaan upaya-upaya
pengelolaan perikanan tangkap perairan daratnya telah dilakukan upaya
pengelolaan perikanan tangkap di perairan darat pada lokasi di provinsi dalam
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WPPNRI-PD yang terdapat ekosistem perairan darat. Pada periode tahun anggaran
2022, realisasi capaian telah mencapai 100% dari target sebesar 57%.

Dalam upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase jumlah WPP
Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya Tahun 2022 dilakukan dengan
mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain :

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta
pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai
Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait
dalam rangka melaksanakan WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya
ikannya; dan

b. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target
pencapaian kinerja WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya
adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak
terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN,
Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Penyampaian surat permintaan
keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem
Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan
sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan
darat secara online ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Capaian target ini
mengalami perubahan dari capaian target pada tahun 2022 karena adanya
penambahan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

. Indikator Kinerja Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya
ikannya (WPPNRI). Penghitungan indikator ini dilaksanakan dalam rangka
memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan yang ada padawilayah
pengelolaan perikanan (WPP) dan tingkat pemanfaatan yang telah dilakukan atau
yang dikenal dengan produksi. Penghitungan alokasi sumber dayaikan mampu
memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan yang adapada wilayah
pengelolaan perikanan (WPP) dan tingkat pemanfaatan yang telah dilakukan atau
yang dikenal dengan produksi. Penghitungan alokasi ini dilakukan dengan tujuan
untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik
yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data
dukungnya di 11 WPPNRI, sesuai dengan target Renstra DJPT 2020-2024.

. Indikator Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan
(unit) yang semula ditetapkan, kemudian dilakukan perubahan menjadi Jumlah
Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk diolah dan
dianalisis.
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Target (Semula) Target (Menjadi)
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen)

Nama IKU

a. Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan
Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000
Dan Dianalisis (Unit)

b. Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau
oleh Observer (hari)

20.000 | 20.500 | 5.600 6.667 5.600 5.600

Perubahan target pada Indikator Kinerja ini juga banyak disebabkan
dikarenakan alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan usulan
anggaran yang telah diusulkan sebelumnya, selain itu juga perubahan target ini
juga dikarenakan adanya kebijakan Automatic Adjustment Tahun 2022 sebanyak 2
(dua) Tahap. Sehingga baik alokasi anggaran maupun target juga menyesuaikan
sesuai kemampuan anggaran yang ada.

Terdapat perubahan indikator kinerja dan satuan pengukurannya di tahun
2019, tetapi tahun 2020 dan 2021 indikator dan satuan pengukurannya dirubah
menjadi persentase, hal ini menyesuaikan rencana strategis, dimana pengelolaan
sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis
WPP, sedangkan satuan persentase menunjukkan progress capaian dan lebih
terukur.

Berdasarkan tabel diatas, penyesuaian Target tersebut pada Indikator Kinerja
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI
(Persen), melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI dan
hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer di 11 WPP.

Target Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan
Sumber Daya lkan di WPPNRI (Persen), melalui penghitungan jumlah kapal
perikanan yang menerapkan LBPI tercapai melampaui target yang telah
disesuaikan dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

a. Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan;

b. Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut pada Tahun 2021 melalui Daring dan Luring;

c. Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas
Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari
Kementerian Keluatan dan Perikanan secara berkala;

d. Menginventarisasi Isu dan Permasalah pelaksanaan Kegiatan Data Log Book
Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk
menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan

e. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem
Informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul
yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
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Sedangkan pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen) yang telah tercapai
melalui penghitungan jumlah hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh
Observer di 11 WPP dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

a. Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Observer di atas Kapal
Penangkapan Ikan;

b. Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring kepada Pelabuhan
Perikanan yang ditempatkan khususnya Syahbandar Perikanan;

c. Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas
Observer terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Keluatan dan
Perikanan;

d. Menginventarisasi Isu dan Permasalah pelaksanaan Kegiatan Data Observer di
atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Per Triwulan serta melakukan
upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau
permasalahan yang ada; dan

e. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra
Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku
Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and
Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala
Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osberver di atas Kapal
Penangkapan Ikan; dan (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan Observer secara
kontinyu dan berkala melalui daring dan luring bersama Syahbandar Perikanan
dan Observer yang dtugaskan dengan masukan dari Mitra Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Untuk capaian target pada periode tahun 2022 untuk kegiatan Pengumpulan
Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan
Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI
melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. 31 Desember 2022,
Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11
WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.716 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak
40.817 trip. Perbandingan capaian tahun 2021 telah tercapai yakni target Jumlah
kapal perikanan yang menerapkan LBPI sebanyak 7.710 unit kapal, sehingga dapat
disimpulkan bahwa jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI naik 138,99%
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Sedangkan untuk capaian target penempatan Observer dilaksanakan
dimulai dari awal periode Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 705 Unit Kapal
Perikanan (Kapal Penyangga dan Kapal Penangkapan Ikan) dengan jumlah hari
layar sebanyak 9.257 hari layar yang dipantau observer. Sedangkan untuk observer
pada periode yang sama pada tahun 2021, penempatan observer dilaksanakan
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pada 1.982 Unit Kapal dengan jumlah hari layar sebanyak 11.641 hari layar.
Berdasarkan data tersebut capaian penempatan observer melalui hari layar
mengalami penurunan sebesar 79,52% dikarenakan dalam pelaksanaan
penempatan observer terkendala dengan kebijakan Automatic Adjustment, kapal-
kapal yang akan ditempatkan Observer mengalami penundaan keberangkatan
maupun penghentian keberangkatan dikarenakan masalah logistic BBM sehingga
dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, maka kapal
perikanan di Pelabuhan Perikanan mengatur prosentase operasional penangkapan
ikan.

Hasil evaluasi perbandingan realisasi kinerja terhadap target renstra pada
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Tahun anggaran 2022 dapat
dirincikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelaksanaan kegiatan terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap telah dipenuhi dan terdapat keselarasan sasaran strategis dengan
indikator kinerja sasaran dan target tahunan dengan tindaklanjut adalah Menyusun
perbaikan Renstra DJPT sesuai dengan kebijakan Pemerintah dibidang Kelautan
dan Perikanan;

2. Tujuan/Hasil program dan sasaran telah berorientasi hasil (output), yang mana
ukuran keberhasilan tujuan (output)/hasil kegiatan telah memenuhi kriteria ukuran
keberhasilan yang baik, ini dapat dilihat dari Indikator kinerja sasaran (outcome dan
output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;

3. Kegiatan yang ada pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan
cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program yang disesuaikan dengan
kondisi anggaran dan kebijakan terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja
tahunan dengan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor
pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan termasuk penyesuaian target
dilingkup Ditjen Perikanan Tangkap terkait Kebijakan Penangkapan Ikan terukur;

5. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah selaras
dengan Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Meskipun jumlah
indikatornya dan target berbeda dikarenakan penyesuaian alokasi anggaran,
namun Perjanjian Kinerja telah mencakup keseluruhan substansi Renstra Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumnber Daya
Ikan Tahun 2022 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung
terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan

132

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



Laporan Kinerja

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 |"| e |"‘ %5,

anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh
Koordiantor Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada pelaksanaan alokasi anggaran 2022, terdapat kebijakan baru yang
berimbas pada pagu anggaran, antara lain:

1. Pada tahun 2022 Direktorat pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.16,380,000,000,-, akan tetapi dikarenakan adanya kebijakan
pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% pada tiap
Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-
1088/MK.02/2021  tanggal 29  November 2021 kepada  seluruh
Kementerian/Lembaga melakukan pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja
dilakukan dengan mencantumkan beberapa KRO/RO/kegiatan K/L yang dilakukan
pemblokiran sekurang-kurangnya 5% dari total pagu sumber dana Rupiah Murni
(RM) sesuai ketentuan. Untuk itu berdasarkan hasil DIPA terakhir, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaksanakan kegiatan pada Triwulan III
Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor:
SP DIPA-032.03.1.238720/2022 tanggal 14 Desember 2021 yang disediakan untuk
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.14,480,000,000,-;

2. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei
2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga
Tahun Anggaran (TA) 2022, dimana Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
mengalokasikan anggaran automatic adjustment sebesar Rp.2.000.000.000,-
sehingga sisa alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar
Rp.12,480,000,000,-;

3. Dikarenakan adanya Kebijakan Automatic Adjusment Tahap 2 sesuai surat Menteri
Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan
Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022.
Ada beberapa kegiatan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang tidak
dapat dilaksanakan, antara lain:

a. QGA.001.052. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola
Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur;

b. PBR.003.051. Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas
Kapal Perikanan; dan

c. PBR.003.053. Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk
Internal dan Eksternal

4. Selain adanya Kebijakan Automatic Adjusment sesuai surat Menteri Keuangan
perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun
Anggaran (TA) 2022. Perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi Ke-11 DIPA Ditjen Perikanan
Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 tanggal 23 Desember 2022 serta
adanya perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
yang disebabkan beberapa hal:
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Realokasi anggaran dari revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap menggunakan
alokasi anggaran melalui PNBP; dan

Adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to
Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management
Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF
6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718. Adapun ketersediaan anggaran yang
disediakan untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar
Rp.31.481.370.000,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta
tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tabel 21. Matriks Semula — Menjadi Pagu Anggaran Direktorat Pengelolaan SDI Tahun 2022
Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2022 per tanggal 31 Desember 2022

DAGU AWAL :[%L%mgﬁ PAGU HASIL Ag%gmgl{ﬁ PAGU SETELAH | PAGU AKHIR
KELOMPOK BIDANG REVISI AATAHAP 2 | (31 DES 2022)
(Rp.) TAHAP 1 o) TAHAP 2 faks o)
(Rp.) ' (Rp.) ' '
1 [ Bidang Pemantauan dan 8,180,000,000 455,456,000 | 7,724,544,000 | 1,066,000,000 |  6,658,544,000 | 6,658,544,000
Analisis
2 [ Bidang LPTPK 2,300,000,000 801,294,000 | 1,498,706,000 | 210,000,000 |  1,288,706,000 | 1,288,706,000
3 [ Bidang ZEET dan [aut 3,423,500,000 360,000,000 | 2,963,500,000 | 409,000,000 |  2,554,500,000 | 2,554,500,000
4| Bidang Perairan Darat 2,476,500,000 183,250,000 | 2,293,250,000 | 315,000,000 | 1,978,250,000 | 20,979,620,000
TOTAL 16,380,000,000 |  1,900,000,000 | 14,480,000,000 | 2,000,000,000 | 12,480,000,000 | 31,481,370,000

Berikut ini merupakan rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh
Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pasca autiomatic adjustment tahap
kedua, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lIkan TA.2022

(Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2022 per 31 Desember 2022)

SASARAN INDIKATOR KINERJA PAGU REALISASI % REALISASI
STRATEGIS UTAMA MEGRRELE 23 IS CLUS (Rp) (Rp) CAPAIAN
Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan
1 Harvest Strategy untuk mendukung 620,975,000 616,734,779 99,32
Perikanan Terukur berbasis WPPNRI
Persentase Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan
pelaksanaan Ekosistem untuk mendukung Perikanan 276,450,000 275,984,500 99,83
pengelolaan sumber Terukur berbasis WPPNRI

Tata kelola sumber

daya ikan di laut
pedalaman, teritorial
dan perairan

Operasionalisasi Lembaga Pengelola
Perikanan WPPNRI dalam mendukung
Penangkapan Ikan Terukur

Pelaksaaan Kegiatan tidak dilaksanakan
dikarenakan Kebijakan Automatic Adjusment

daya ikan di kepulauan (persen) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
WPPNRI yang Lembaga Pengelola Perikanan di Pelaksaaan Kegiatan tidak dilaksanakan
bertanggung WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan dikarenakan Kebijakan Automatic Adjusment
jawab Terukur
Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana
Persentase pengelolaan perikanan tuna cakalang 53,000,000 52,724,06 99,48
pelaksanaan tongkol
pengelolaan sumber Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan
daya ikan di ZEEI (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk
dan Laut Lepas Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di 426,770,000 424,373,757 99,44
(persen) WPPNRI
Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan 300,518,000 299,751,489 99,74
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SASARAN INDIKATOR KINERJA PAGU REALISASI % REALISASI
STRATEGIS UTAMA KEGIATAN PENDUKUNG (Rp) (Rp) CAPAIAN
Tuna
Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi
8 Pengelolaan Perikanan 1,498,662,000 | 1,494,135,034 99,70
Regional/Internasional
Sosialiasi pendaftaran kapal perikanan
9 Indonesia ke RFMO 275,550,000 272,689,600 98,96
Penghitungan dan Penyusunan Alokasi
10 Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan 342,743,000 322,063,223 93,97
Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka
mendukung Penangkapan ikan terukur
Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota
11 Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan 223,942,000 222,584,055 99,39
Daerah
Pemantauan dan Evaluasi Penerapan
12 | Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha 250,915,000 250,910,553 100
Penangkapan Ikan
Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data
Pz:;.ggi:sz o 13 Log Book Penangkapan Ikan 743,424,000 742,978,371 99,94
gnalisis pltjengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan
sumber daya ikan di 14 Iﬁcé?iiggg:enangkapan Ikan di Pelabuhan 341,444,000 339,740,638 99,50
WPPNRI (persen) Sosialisasi P Lod Book
15 | 20slalisasi Fenerapan €-Log B0O 201,442,000 | 200,535,606 99,55
Penangkapan Ikan
Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis
16 Pemantau di atas Kapal 89,902,000 89,901,500 100
Perikanan
Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di
17 | atas kapal perikanan dalam rangka 4,464,732,000 | 4,464,709,114 100
mendukung Penangkapan Ikan terukur
18 Egn;?g:r?lf: Qa?]az?]g] elz(n;ﬁpet?nl.:;ré;jrl]atas Pelaksaaan Kegiatan tidak dilaksanakan
P dikarenakan Kebijakan Automatic Adjusment
Eksterna
_ 19 Penylusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI 1,187,029,000 | 1,181,487,353 99,53
Persentase jumlah Perairan Darat
Produktivitas WPP perairan darat Identifikasi dan pengolahan data serta
perikanan perairan | yang dikelola sumber 20 | analisis kondisi perikanan di perairan darat 19,233,086,000 | 19,228,327,874 99,98
darat meningkat daya ikannya dengan pendekatan ekosistem
(persen) - ggfartasmnallsaﬂ Lembaga WPPNRI Perairan 559,505,000 557,169,650 99,58
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN 31,481,370,000 | 31,425,608,276 99,82

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 mampu

melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.425.608.276,- sehingga persentase
capaian realisasi dana adalah sebesar 99,82% hanya kegiatan yang termasuk pada
indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk
sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI dan sasaran
strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat
Ditjen Perikanan Tangkap.

3.4.
3.4.1.

Analisis Kinerja
Analisis Peningkatan Kinerja

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang
berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.
Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
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dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja
organisasi antara lain: Efektifitas dan Efisiensi, Otoritas (wewenang), Disiplin dan
Inisiatif.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi
pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP
dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan
dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian pada Indikator Kinerja tersebut dihitung secara
berkala (triwulanan), semesteran dan tahunan dengan membandingkan antara
realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja
tersebut, dimasukan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi
melalui http://kinerjaku.kkp.go.id, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang
dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Ditilik dari efektifitas kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada
Tahun 2022 telah melaksanakan seluruh Indikator Kinerja baik yang dihitung secara
triwulan, semesteran dan tahunan. Berikut kendala dan tindak lanjut pelaksanaan
kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di tahun 2022 beserta tindak lanjut
yang telah dilaksanakan:

Tabel 23. Analisis Pencapaian Kinerja Direktorat Pengelolaan SDI Tahun 2022

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA UTAMA KENDALA RENCANA TINDAKLANJUT
Tata kelola Persentase Beberapa dokumen Reviu RPP WPPNRI | 1. Menyusun dokumen Final RPP
sumber daya pelaksanaan yang sudah tersusun khususnya draft WPPNRI yang sudah tersusun
ikan di WPPNRI pengelolaan RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan khususnya draft RPP WPPNRI 573,
yang sumber daya ikan di 718 pada tahun 2021, akan tetapi belum 712, 713, 714, dan 718 perlu
bertanggung laut pedalaman, sesuai dengan kebijakan penangkapan disesuaikan dengan kebijakan
jawab teritorial dan ikan terukur dan Permen KP No. 22 penangkapan ikan terukur dan

perairan kepulauan

Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP

Permen KP No. 22 Tahun 2022

(persen) dan LPP di WPPNRI; tentang Penyusunan RPP dan LPP di
WPPNRI dan KEPMEN KP 19 tahun
2021
Data dan informasi dalam dokumen RPP | 2. Menyusun dan melakukan proses
perlu di sesuaikan dengan data potensi legalisasi RPP Rajungan di WPPNRI
sumber daya ikan yang terbaru, yaitu menjadi prioritas, kerena tidak terkait
Kepmen KP Nomor 19 tahun 2022; dengan kebijakan Penangkapan Ikan
Terukur (PIT);
RPP berbasis WPPNRI perlu di 3. Menyusun jadwal dan melakukan
sinkronkan dengan kebijakan konsultasi Dokumen RPP berbasis
penangkapan ikan terukur (PIT) yang WPPNRI, yang melibatkan semua
saat ini masih dalam proses legalisasi. pemangku kepentingan (nelayan,
Perusahaan, akademisi, pemerintah,
serta NGO)
Persentase 1. Pemotongan anggaran yang | 1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan mengakibatkan adanya penyesuaian agenda pelaksanaan kegiatan dan
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SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

pengelolaan
sumber daya ikan di
ZEEI dan Laut
Lepas (persen)

KENDALA

pelaksanaan kegiatan;

2. Kegiatan pertemuan/rapat

negeri
terbatas;

3. Kurangnya partisipasi aktif dari unit kerja
terkait dalam mempersiapkan bahan
pertemuan seperti penyediaan data pada

laporan tahunan ke RFMOs;

4. Perlunya penguatan dan analisis data
primer yang melibatkan berbagai unit

kerja terkait;

5. Serta perlunya peningkatan monitoring

dalam pemanfaatan kuota SBT.

yang
melibatkan pihak lain baik dalam dan luar
hanya dapat dilakukan secara

RENCANA TINDAKLANJUT

menyesuaikan dengan  kebijakan-
kebijakan terbaru, kemudian
melaksanakan penyesuaian anggaran
dan berkoordinasi dengan Inspektorat
Jenderal;

2. Melaksanakan kegiatan secara
konsisten sesuai jadwal yang sudah
ditetapkan;

3. Meningkatkan koordinasi  dengan
pihak  terkait dan pemangku
kepentingan;

4. Melaksanakan pembaharuan dan
penguatan data yang dibutuhkan,
antara lain melalui penyempurnaan
aplikasi pendataan dan bekerjasama
dengan unit kerja lain terkait sharing
data; dan

5. Melakukan koordinasi dengan pelaku
usaha pemegang kuota SBT dan
membangun early system warning
dalam rangka monitoring pemanfaatan
kuota SBT.

Persentase
pemantauan dan
analisis
pengelolaan
sumber daya ikan di
WPPNRI (persen)

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja
ini, ada 3 kegiatan utama dalam pencapaian
Indikator. Dalam analisis peningkatan kinerja
IK ini, ada beberapa kendala, diantaranya:

1. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Log

Book Penangkapan Ikan, antara lain:

a. Rendahnya kesadaran Pemilik
Kapal/Nakhoda dan nelayan dalam
menerapkan dan menggunakan e-
logbook penangkapan ikan
dikarenakaan alasan teknis pada
aplikasi tersebut sehingga
penggunaan aplikasi e-logbook
penangkapan ikan masih perlu
dioptimalkan kembali.

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan
dalam rangka meminimalisir kendala
untuk mencapai Indikator ini, yakni:

1. Rencana Tindaklanjut pelaksanaan
kegiatan data Log Book penangkapan
ikan, yaitu :

a. Melakukan Edukasi dan Diseminasi
Penggunaan Aplikasi e-logbook
Penangkapan Ikan setiap Kapal
melakukan permohonan
keberangkatan kapal serta
memberikan Stiker Pintar e-
Logbook berupa: 1) Konsistensi
dalam melakukan edukasi kepada
Nakhoda Kapal Perikanan agar
pelaporan data logbook
penangkapan ikan lebih akurat
melalui Pembinaan dan Evaluasi
Penerapan Log Book Penangkapan
Ikan kepada seluruh kapal yang
masuk di wilayah kerja Pelabuhan
Perikanan; 2) Pendampingan
penggunaan aplikasi e-logbook
pada seluruh kapal perikanan, dan
khususnya kapal-kapal > 30 GT
yang berada di wilayah kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan
Perikanan oleh petugas Pelaksana
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelabuhan Perikanan maupun
Observer yang ditugaskan; dan 3)
Kepala Pelabuhan Perikanan perlu
membuat Surat kepada Pemilik
Kapal/ berupa pemberitahuan
pelaporan dan pencatatan data
pencatatan hasil penangkapan
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SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

KENDALA

. Perlu dilakukan monitoring dan

evaluasi dalam rangka
penyempuranaan mekanisme
Pendataan Elektronik melalui Sistem
Informasi Log Book Penangkapan Ikan
sehingga dapat melihat kondisi dan
tata cara meningkatkan kualitas data
yang diinginkan dan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-
undangan di Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

. Belum selesainya Laporan Pengolahan

dan Analisis Log Book penangkapan
Ikan Tahun 2022 per WPPNRI
dikarenakan banyaknya perubahan
ketentuan yang menyesuaikan dengan
kebijakan terbaru;

. Perlu dilakukan Monitoring dan

Evaluasi terhadap pelaksanaan
Penerapan Log Book Penangkapan
Ikan di Pelabuhan Perikanan
UPT/UPTD;

. Kendala penerapan e-logbook

Penangkapan Ikan kepada kapal-kapal
dengan ukuran =< 30 GT sebagai
Amanah dari itu Permen KP No.33
tahun 2021 Tentang Logbook
Penangkapan Ikan, Pemanatauan
diatas kapal penangkapan ikan dan
kapal pengangkut ikan, Inspeksi,
Penguijian, dan penandaan kapal
perikanan, serta tata kelola
pengawakan Kapal Perikanan

Kurangnya pemahaman nelayan
terhadap ilmu pengetahuan dan
teknologi khusunya penggunaaan
aplikasi e-logbook penangkapan ikan
itu sendiri.

RENCANA TINDAKLANJUT

ikan/Nakhoda maupun Nelayan
melalui e-logbook sesuai dengan
PERMEN KP Nomor 33 Tahun
2021, serta sanksi ketidak patuhan
penggunaan LBPI yang berakibat
ditundanya pengurusan izin usaha
penangkapan ikan; dan 4)
Melaksanakan sosialisasi kepada
pelaku usaha, nakhoda dan
nelayan tentang kepatuhan
mengumpulkan data Log Book
Penangkapan Ikan baik secara
langsung dilapangan maupun
melalui pengumuman-
pengumuman di Pelabuhan
Perikanan secara berkala;

. Penyempurnaan aplikasi

Pendataan Elektronik SILOPI
sehingga dapat meningkatkan
kualitas data yang diinginkan dan
sesuai dengan ketentuan maupun
kebijakan terbaru di Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

. Melakukan Koordinasi Internal

Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan dengan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap lingkup Dit. PSDI dan
percepatan Pelaporan Pengolahan
dan Analisis Log Book
Penangkapan Ikan Tahun 2022;

. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

secara berkala terhadap
pelaksanaan penerapan Elektronik
Log Book Penangkapan Ikan
melalui kunjungan ke Pelabuhan
Perikanan;

. Pendampingan penggunaan

aplikasi e-logbook pada seluruh
kapal perikanan, dan khususnya
kapal-kapal 5 GT s.d. < 30 GT
yang berada di wilayah kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan
Perikanan, serta melakukan
pendampingan melalui sosialisasi
kepada Pemilik Kapal/Nelayan
yang memiliki Kapal < 5 GT dalam
penerapan e-logbook
penangkapan ikan yang
disederhanakan.

Memberikan masukan kepada
pemilik kapal perikanan kapal-
kapal = 30 GT yang masuk wilayah
kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelabuhan Perikanan untuk
menunjuk salah satu ABK yang
paham tentang penggunaan
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g. Masih belum sama pemahaman
Petugas Verifikasi dan Validasi Data
Logbook Penangkapan Ikan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Prigi Melalui Sistem Informasi Logbook
Penangkapan Ikan.

h. Peningkatan Kerjasama dan kolaborasi
dengan Mitra KKP terkait
pengumpulan data e-logbook dan
peningkatan kualitas Log Book
Penangkapan Ikan di Pelabuhan
Perikanan serta meningkatkan
kepatuhan Pemilik Kapal, Nakhoda
dan Nelayan dalam melaporkan log
book penangkapan secara benar

2. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan
Data pemantauan Observer di atas kapal
perikanan, yaitu:

a. Belum jelasnya Status Observer oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan
serta adanya Kebijakan Penghapusan
Tenaga Honorer/Kontrak pada 28 Nov
2023;

b. Kapasitas SDM Pemantau (Observer)
masih belum memadai baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas;

¢. Kualitas data dan analisis data
Operasional Penangkapan di atas
Kapal Perikanan masih rendah
sehingga masih belum dapat
digunakan;

d. Masih terdapat petugas observer yang
belum paham mengenai tugas dan

RENCANA TINDAKLANJUT

aplikasi e-logbook penangkapan
ikan;

g. Melakukan Pelatihan melalui daring
dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
maupun oleh Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap. Kemudian
Kepala Pelabuhan Perikanan
meningkatkan petugas melalui
penempatan Fungsional AP3T dan
P3T terutama dalam pengelolaan
Pelabuhan perikanan serta
pelaksanaan input data produksi
yang ada di seluruh Pelabuhan
Perikanan

h. Meningkatkan Kerjasama dan
kolaborasi dengan Mitra KKP dan
meningkatkan kepatuhan Pemilik
Kapal, Nakhoda dan Nelayan
dalam melaporkan log book
penangkapan secara benar
dengan mengirimkan surat kepada
kepala Pelabuhan Perikanan
UPT/UPTD, syahbandar, asosiasi
dan pemilik kapal terkait kewajiban
Penerapan E-Log Book
Penangkapan Ikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33 Tahun 2021

2. Rencana Tindaklanjut dalam

pelaksanaan kegiatan Data

pemantauan Observer di atas kapal

perikanan, yaitu :

a. Pembahasan perlu dilakukan baik
di lingkup Internal KKP dengan
berkoordinasi dengan Bappenas
dalam Pembahasan tentang
Kebutuhan Indonesia akan Petugas
Observer di atas kapal Perikanan

b. Terkait Kualitas Data Observer
yang masih rendah, upaya untuk
meminimalisasi hal tersebut
adalah: 1) melaksanakan kegiatan
Briefing dan debriefing observer
(setiap sebelum dan sesudah naik
kapal) oleh Syahbandar di
Pelabuhan; 2) Melakukan
perbaikan kualitas data dan analisis
data Observer dengan cara
Melakukan koordinasi bulanan
pengolahan dan analisis data
observer; dan 3) Dit. PSDI
melakukan evaluasi pelaporan
observer dalam rangka penilaian
kinerja petugas observer yang baik

c. Penegakan sanksi berupa reward
and punishment untuk
meningkatkan etos kerja petugas
observer;

d. Membagi prosentase pelaksanaan
penempatan Observer yang lebih

139

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE




Laporan Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

[ )0 (G ) )

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

KENDALA

kewajibannya sebagai Observer dan
seringkali masih belum maksimal
dalam melaksanakan tugas sebagai
observer;

. Masih terdapat petugas observer yang

lebih memilih penugasan pada Kapal
Pengangkut Ikan dibandingkan
melaksanakan tugas sebagai observer
di Kapal Penangkapan Ikan; dan

Keterbatasan pembiayaan dalam
menyelenggarakan penempatan
observer dan biaya uang hari layar
yang sesuai dengan ketentuan RFMO

. Koordinasi antara Observer dengan

pimpinan pada Pelabuhan Perikanan
Penempatan masih rendah dan belum
optimal dalam peningkatan kualitas
data, khususnya pelaksanaan tugas
pada saat tidak melakukan tugas
pencatatan dan pemantauan diatas
kapal penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan

RENCANA TINDAKLANJUT

diprioritaskan kepada Kapal
Penangkapan Ikan terutama Kapal-
Kapal yang sesuai dengan
ketentuan RFMO seperti
PurseSeine, Longline, Handline dan
lainnya;

. Terkait efektivitas penempatan

observer, ada beberapa upaya
untuk meminimalisir hal
tersebut,antara lain : 1) Koordinasi
dengan syahbandar dalam
mendukung pelasanaan kegiatan
petugas observer diatas kapal dan
di pelabuhan perikanan; dan 2)
Koordinasi dan melakukan
Kerjasama dengan Mitra KKP
dalam rangka peningkatan
Kapasitas Osberver di atas Kapal
Penangkapan Ikan.; dan

Terkait pembiayaan observer di
atas kapal perikanan, dikarenakan
alokasi anggaran APBN yang tidak
memungkin, sehingga KKP
melakukan Kerjasama dengan
Mitra KKP terkait Pembiayan di
lokasi wilayah kerja masing-masing
mitra kerja tersebut.

. Peningkatan Efektivitas

Pelaksanaan Tugas Observer di
Pelabuhan Perikanan Penempatan
dengan cara: 1) Pembuatan
Absensi harian untuk Petugas
Observer yang ditempatkan di
Pelabuhan Perikanan yang
diketahui oleh Syahbandar dan
Kepala Pelabuhan Perikanan; 2)
Koordinasi dengan syahbandar
dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan petugas observer diatas
kapal dan di pelabuhan perikanan;
3) Mengoptimalkan optimalnya
pelaksanaan tugas Observer di
Pelabuhan Perikanan penempatan,
diantaranya: (a) Melakukan port
sampling di pelabuhan perikanan
lokasi penempatan, (b) Melakukan
edukasi dan pendampingan
pelaksanaan Elektronik logbook
Penangkapan Ikan; dan (c)
melakukan verifikasi data logbook
penangkapan ikan; dan 4) Hasil
pelaksanaan tugas observer baik di
pelabuhan perikanan penempatan
maupun pada saat pelaksanaan
tugas observer di atas kapal
penangkapan ikan dan kapal
pengangkut ikan secara elektronik
dan tertulis kepada Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
serta ditembuskan ke Kepala
Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan
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Perikanan Penempatan
3. Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan 3. Upaya dan Rencana Tindaklanjut
Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, dalam meminimalisir permasalahan
yaitu: pelaksanaan kegiatan Kegiatan Alokasi
SDI yang dihitung dan dievaluasi,
yaitu:

a. Masih menunggu selesainya a. Melakukan koordinasi dengan
pembahasan final konsep kebijakan akademisi dan peneliti terkait
penangkapan ikan terukur yang rancangan Keputusan Direktur
tertuang dalam Rancangan Peraturan Jenderal Perikanan Tangkap
Pemerintah serta Rancangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Peraturan Menteri Kelautan dan Penghitungan Alokasi Sumber
Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Perikanan Negara Republik
Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Indonesia.

Daya Alam Perikanan Dengan Sistem
Kontrak yang masih berproses di
Sekretariat Kabinet;

. Hasil penghitungan alokasi SDI b. Melakukan koordinasi dengan
merupakan hal baru bagi Pemerintah Bagian Hukum, Setditjen Perikanan
Daerah sehingga perlu pendampingan Tangkap terkait penetapan
dalam mengimplementasikan Rancangan Keputusan Direktur
pemanfataan SDI yang dapat Jenderal Perikanan Tangkap
dimanfaatkan oleh daerah sesuai tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
dengan kewenangannya. Penghitungan Alokasi Sumber

Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik
Indonesia serta Rancangan
Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Alokasi Sumber
Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik
Indonesia.
c. Melakukan sosialisasi terhadap
penetapan Rancangan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Alokasi Sumber Daya Ikan
di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia kepada
Pemerintah Daerah guna
mengimplementasikan besaran
tonase SDI yang dapat
dimanfataan oleh masing-masing
provinsi untuk setiap kelompok
jenis ikan untuk mendukung
kebijakan pengelolaan sumber
daya ikan berkelanjutan.;
Produktivitas Persentase jumlah . Pelaksanaan Pengumpulan Data dan 1. Pengumpulan Data Dan Informasi
perikanan WPP perairan darat Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan
perairan darat yang dikelola Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
meningkat sumber daya Perairan Darat hanya dilaksanakan Perairan Darat dapat dilakukan secara

ikannya (persen)

dengan metode sampel untuk setiap
lokasi serta metode pengambilan data
dan informasi hanya dilakukan dengan
wawancara;

. Mayoritas data/informasi tetang ekosistem
perikanan perairan darat merupakan
domain dari unit kerja atau kementerian
terkait;

primer atau sekunder, sehingga data

dan informasi yang dikumpulan dapat
berasal dari kajian Ilmiah atau laporan

hasil penelitian;

. Meningkatkan koordinasi peran serta

pihak terkait dan pemangku
kepentingan serta meningkatkan
kerjasama dengan Mitra Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam
pengelolaan perikanan di WPPNRI
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. Pengumpulan informasi terkait perikanan
perairan darat masih menjadi domain dari
unit kerja eselon I diluar Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap;
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Perairan Darat;

3. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi

dengan unit kerja eselon I diluar
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
maupun dengan Pusat Penelitian dan
Perguruan Tinggi dalam rangka
pemenuhan kebutuhan data/informasi
Perikanan di WPPNRI Perairan Darat.

Tenaga Kerja
yang terlibat

Jumlah Tenaga
Kerja yang terlibat

1. Indikator kinerja ini merupakan Indikator
Kinerja baru pada tahun 2022, kendala

1. Rencana tindaklanjut adalah
melakukan koordinasi lebih intensif

pada pada pengelolaan yang dihadapi adalah penghitungan dan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

pengelolaan PSDI (orang) bukti hasil capaian kinerja ini masih belum maupun dengan Biro Perencanaan

PSDI dimengerti oleh satuan kerja level II yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan
pada Direktorat Pengelolaan Sumber untuk penghitungan pencapaian
Daya Ikan; kinerja tersebut;

2. Keterlibatan kelompok bidang dalam 2. Koordinasi secara berkala dan adanya
menyaampaikan bukti hasil capaian ketegasan dari Pimpinan Satker dalam
kinerja masih rendah. mendistribusikan disposisi dalam

pencapaian target kinerja tersebut.
Tata kelola Nilai Rekonsiliasi 1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan | 1. Meningkatkan peran serta pimpinan di

pemerintah yang
baik di
lingkungan
Direktorat
Pengelolaan
Sumber Daya
Ikan

Kinerja Direktorat
Pengelolaan
Sumber Daya Ikan
(nilai)

nilai SAKIP pada Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan masih rendah;

2. Lemahnya/ kekurang pemahaman para
SDM lingkup Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan
Kinerja sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku;

3. Belum optimalnya peran serta kelompok
bidang lingkup Dit. PSDI dalam
pelaksanaan kinerja Direktorat;

4. Belum integrasinya perencanaan dengan

pengalokasian dan penyerapan anggaran.

lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan melalui Koordinasi Internal
dan External khususnya dengan Itjen
KKP maupun Kementerian/Lembaga
Terkait;

2. Melakukan sosialisasi terkait

Perencanaan Kinerja dan
Pelaksanannya dilingkup Dit. PSDI;

3. Mengoptimalkan peran serta SDM di

lingkungan Dit. PSDI dengan
memberikan tugas personil pelaksana
kinerja melalui SK PPK Satker.

IP ASN Direktorat
Pengelolaan
Sumber Daya Ikan
(indeks)

1. Hanya sedikit pegawai lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang
masih rendah pada dimensi kompetensi;

2. Belum difasilitasi pengikutsertaan ASN
terhadap seminar, bimntek maupun diklat
fungsional dan diklat teknis dalam
peningkatan kualitas kompetensi pegawai
lingkup Dit. PSDI.

Rencana tindaklanjut kedepan adalah
dengan menyusun rencana aksi terutama
dalam peningkatan kualifikasi pegawai
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan;

Persentase unit
Direktorat
Pengelolaan
Sumber Daya Ikan
yang menerapkan
sistem manajemen
pengetahuan yang
terstandar (persen)

[y

. Beberapa pimpinan lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum
secara berkala memberikan kontribusi
dalam memberikan pengetahuan
informasi yang sesuai tugas dan fungsi
pekerjaan melalui aplikasi bitrix.

1. Sosialisasi dalam mendukung nilai

komponen keaktifan di aplikasi Bitrix24
di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan masih perlu
dilaksanakan;

2. Memerlukan dukungan keaktifan dari

pimpinan lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam
menginformasikan kegiatan yang
berpengetahuan.

Persentase
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja
lingkup Direktorat
Pengelolaan
Sumber Daya Ikan
(persen)

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan
tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun
sebelumnya adalah keterlambatan
penyampaian laporan tindak lanjut sehingga
akan diperhitungkan sebagai pencapaian
pada periode triwulan selanjutnya

Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut
yang cepat dan tepat merupakan bentuk
pengendalian yang diimplementasikan
dengan tepat demi kinerja Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih
baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang
tahun 2022 yang berkontribusi terhadap
pencapaian IK ini adalah koordinasi rutin
internal Direktorat Pengelolaan Sumber
daya Ikan serta lingkup Ditjen Perikanan
tangkap melalui memo resmi, dan
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koordinasi dengan Itjen. KKP untuk
konfirmasi BA PTL
Tingkat efektivitas . Masih sulitnya pemerintah daerah dalam 1. Melakukan koordinasi dengan pihak
pelaksanaan menyusun laporan pemanfaatan, data dan Provinsi untuk terus melakukan
kegiatan prioritas informasi yang sesuai dengan ketentuan; pendampingan dalam rangka
/strategis Direktorat penyusunan laporan pemanfaatan,
Pengelolaan data dan informasi terkait
Sumber Daya Ikan pelaksanaan kegiatan
(persen) prioritas/strategis pengelolaan
sumber daya ikan;

. Terkait Prasarana Pemulihan Sumber Daya | 2. Melakukan koordinasi dan pertemuan
Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa dengan para ahli di BBPI Semarang
Rumah Ikan, ada beberapa kendala, antara dalam mencapai pemanfaatan rumah
lain Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan ikan sesuai target yang telah
Rumah Ikan tidak dapat dilakukan T-1, ditentukan; dan
dikarenakan proses perkembangan rumah
ikan sangatlah lambat dikarenakan sifatnya
yang biologis.

. Masih diperlukannya Rencana Aksi dalam | 3. Melakukan sosialisasi dan
meningkatkan kelangsungan dan pembinaan terhadap masyarakat
keberlanjutan terutama dalam pemanfaatan terhadap bantuan pemerintah secara
oleh masyarakat pada bantuan pemerintah. bersama antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah daerah.
Persentase . Pada pelaksanaan perencanaan anggaran | 1. Pelaksanaan revisi menyesuaikan
penyerapan adalah adanya ketidaksesuaian antara dengan kebijakan KKP dengan
anggaran Direktorat perencanaan dalam RKA-KL yang tidak melakukan Pemantauan secara
Pengelolaan sesuai dengan DIPA yang disahkan berkelanjutan atas setiap indikator
Sumber Daya Ikan sehingga perlu dilakukan revisi; kinerja pelaksanaan anggaran
(persen) . Pelaksanaan Revisi yang terlalu banyak 2. Penyusunan Rencana Operasional
menjadi kendala dalam penyerapan Kegiatan pada tahun-tahun kedepan
anggaran sehingga mengakibatkan dapat menjadikan benchmark dalam
banyaknya pengajuan Revisi kegiatan di penyerapan anggaran
Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Mengoptimalkan capaian IKPA dengan
Daya Ikan; mempedomani Juknis IKPA Belanja
K/L Nomor PER-4/PB/2021;
. SDM Pengelola anggaran masih terbatas, | 3. Menempatkan SDM pengelola
serta kompetensi SDM dalam pengelola anggaran yang sesuai dengan
anggaran masih rendah; dan kompetensinya baik tingkat Pendidikan
maupun mendorong pegawai lingkup
DJPT menjadi fungsional yang sesuai;
. Kebijakan satu DIPA di lingkungan 4. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satuan kerja yang membidangi
mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran baik di lingkup
proses pengajuan oleh Bendahara Satker Ditjen Perikanan Tangkap sehingga
dikarenakan membludaknya permohonan mekanisme pencairan anggaran
pengajuan dilingkungan Direktorat sesuai dengan kebijakan Kementerian
Jenderal dan keterbatasan alokasi Keuangan.
anggaran sehingga mengakibatkan
perlunya prioritas dalam memilih
pengajuan oleh eselon II lingkup Direktorat
Jenderal.
3.4.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung
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terselenggaranya kegiatan dalam rangka melaksanakan kinerja yang telah disepakati
dalam dokumen Penetapan Kinerja Direktorat.

Perbandingan antara efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 mampu melakukan penyerapan anggaran
sebesar Rp.31.425.608.276,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah
sebesar 99,82% hanya kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam
perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk sasaran strategis Tenaga Kerja
yang terlibat pada pengelolaan PSDI dan sasaran strategis Tata kelola pemerintah
yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dimana alokasi
anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap..

Efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan dapat dilihat dari proses revisi anggaran. Revisi anggaran di lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilatarbelakangi oleh:

1. Adanya penyesuaian anggaran melalui revisi POK di lingkup Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap sehingga penyesuaian anggaran
mengakibatkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan;

2. Adanya perubahan atau penetapan kebijakan dilingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam tahun anggaran berjalan yang dimandatkan kepada Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap yakni Penangkapan Ikan Terukur. Sehingga Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan sehingga sangat dimungkinkan terjadi perubahan
keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat tahun berjalan;

3. Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran
cukup lama vyaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan
perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang
direncanakan; dan

4. Dalam periode pelaksanaan anggaran, adanya perubahan metodologi pelaksanaan
kegiatan, misalnya sebuah kegiatan semula direncanakan secara swakelola
menjadi kontraktual;

Revisi anggaran disini bertujuan agar pemanfaatan anggaran dapat lebih
efisien sesuai target yang telah ditetapkan. Revisi anggaran ini juga sebagai tindakan
antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan
prioritas kebutuhan. Selain itu revisi anggaran juga dilakukan untuk menindaklanjuti
kebijakan Pemerintah/Presiden yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.
Nantinya revisi anggaran ini dimaksudkan agar mempercepat pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga, serta meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang
terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN.

Dalam kurun waktu anggaran tahun 2022, dilingkup Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan telah dilaksanakan beberapa revisi anggaran berupa Revisi POK.
Revisi anggaran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian anggaran dikarenakan
kebijakan pimpinan lingkup KKP maupun Ditjen Perikanan Tangkap sehingga
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mengakibatkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan. Dalam rangka menjamin tercapainya target kinerja yang
diperjanjikan, maka sebagian besar pengelolaan sumber daya ikan di tahun 2022
dilaksanakan melalui Swakelola.

Pada DIPA awal tahun 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah
Rp.16.380.000.000,- dan revisi DIPA per tanggal 14 Desember 2021 menjadi
Rp.14.480.000.000,-. Kemudian pada Triwulan III Tahun 2022 adanya kebijakan
automatic adjustment tahap 2, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai
pagu anggaran diblokir secara mandiri Rp.2.000.000.000,-, sehingga pagu anggaran
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menjadi sebesar Rp.12.480.000.000,-.
Berdasarkan data dari laporan ketersediaan dana detail TA.2022 pada aplikasi SAKTI
per tanggal 31 Desember 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir
Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP
DIPA-032.03.1.238720/2022 mengalami perubahan alokasi anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang disebabkan adanya realokasi anggaran dari PNBP
dan penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries
Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715,
717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715,
717 dan 718. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.31.481.370.000,- (Tiga puluh satu milyar
empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan capaian realisasi keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan sebesar 99,82% atau adanya peningkatan 105,07% dari target tahunan sebesar
95%. Angka ini di dinilai cukup baik dan masih dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan
tahun berikutnya. Dalam peningkatan efisiesni anggaran pada tahun-tahun mendatang
bisa mempersiapkan kejadian-kejadian luar biasa yang disebabkan oleh adanya
kebijakan revisi anggaran melalui Kebijakan Automatic Adjusment serta dikarenakan
kebijakan program prioritas dan strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,
sehingga perlu suatu Rencana Aksi yang disesuaikan dengan RKA-K/L dan Rencana
Operasional Kegiatan, sehingga dapat ditentukan Prioritas Kegiatan yang ada di
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

3.4.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Rumah Susun
membutuhkan SDM dengan latar belakang pendidikan yang mendukung dalam
pelaksanaan kerja, terutama di bidang Teknik. Berdasarkan data kepegawaian tahun
2022, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan dapat digambarkan bahwa pegawai di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan terdiri dari oleh 53 orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan 14 Tenaga Kontrak yang
digaji dari APBN. Dari total 67 orang di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan,
sebanyak 51 orang telah disebar di setiap kelompok bidang dan 16 orang di bidang
ketatausahaan.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada analisis efisiensi sumber daya
manusia pada pencapaian kinerja Tahun 2022 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Kelompok Bidang yang kini melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga
pengawasan dan evaluasi, perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang cukup dan
berkualitas. Penambahan SDM di masing- masing kelompok bidang lingkup Direktorat
Pengelolan Sumber Daya Ikan masih diperlukan, khususnya dengan latar Pendidikan
sesuai kelompok bidang, agar dapat mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan
bantuan rumah susun secara optimal.

Pada laporan kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan,
dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja, ada beberapa analisis efisiensi
penggunaan sumber daya lainnya internal dan eksternal, dengan cara:

1. Memaksimalkan peran serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perikanan
Tangkap dan Akademisi Perguran Tinggi di 11 WPPNRI serta Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Perikanan Berbasis
WPPNRI;

2. Memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional lingkup Direktorat Pengeloaan
Sumber Daya Ikan yakni Perencana, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T)
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan UPT lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap, Pranata Komputer, Arsiparis dan lain sebagainya sehingga
bukan hanya memberdayakan fungsional pada tempatnya tetapi juga turut serta
memajukan kinerja organisasi dan memaksimalkan peningkatan realisasi anggaran
yang ada di lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

3. Memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3)
Melakukan koordinasi dengan Petugas-Petugas lingkup Pelabuhan Perikanan UPT
dan UPTD se-Indonesia;

4. Meningkatkan Kapasitas Petugas Entry dan Verifikator Logbook Penangkapan Ikan
lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;

5. Memaksimalkan peran serta Observer sebanyak 80 Petugas Observer Indonesia di
11 WPPNRI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di atas kapal perikanan
maupun sampling data di Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan Observer;
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Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Petugas Observer dengan Bimtek dan
Upgrading sebelum mereka bertugas di atas Kapal Perikanan;

Memaksimalkan peran serta syahbandar perikanan di Pelabuhan perikanan dalam
penempatan Observer diatas kapal perikanan dengan melakukan briefing sebelum
dan

Meningkatkan peran serta dari Peneliti BRSDMKP serta terus melakukan koordinasi
dengan Komnasjiskan terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme
penghitungan Kuota SDI di WPPNRI;

Selain itu, beberapa upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja pada

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022, dengan cara:

1.

Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti UPT Pelabuhan Perikanan
lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, BRSDMKP, dan Akademisi dari Perguruan Tinggi
serta Dinas Kelautan dan Perikanan di 11 WPPNRI;

Menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dalam pencapaian kinerja kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

Memberikan Panduan terkait pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan
di satuan Kerja Dekonsentrasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan
dan Tugas Pembantuan Provinsi;

Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinyu dalam pelaksanaan kegiatan
prioritas/strategis pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan pada Tahun 2022
melalui Daring dan Luring;

Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra
Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha
seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Linedan
Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara
dan lainnya dalam rangka kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;

Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan
Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan
di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari KementerianKeluatan dan
Perikanan secara berkala;

Menginventarisasi Isu dan Permasalah pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber
Daya Ikan per triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk
menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada serta
melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala
atau permasalahan yang ada;

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik denganmenambahkan
modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan
dan Perikanan; dan
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9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber
daya ikan secara kontinyu dan berkala yang dicantumkan pada laporan kinerja
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2022;
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4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2022, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur
meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program
dan target pada Indikator Kinerja selama Tahun 2022 dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dan
perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun
2022 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan Tahun 2022 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 4 (empat)
Sasaran Kinerja, tercatat sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja berhasil dicapai
sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2022. Dalam pelaksanaan pencapaian
Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih terdapat banyaknya
kendala dan permasalahan dalam pencapaian target di Tahun 2022, ini menunjukkan
perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada
tahun anggaran mendatang. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-
langkah perbaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 ini
menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana
kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2023.

4.2. Langkah-Langkah Perbaikan

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terus berupaya untuk meningkatkan
kinerja yang telah dicapai melalui Langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Menyesuaikan dan mengoptimalkan perubahan alokasi anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui Revisi POK dan menyusun rencana aksi
percepatan pelaksanaan anggaran dan target Indikator Kinerja Utama Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022;

2. Melakukan penyesuaian pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatannya
sesuai dengan salah satu kebijakan prioritas/strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan yakni Penangkapan Ikan Terukur.
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3. Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan
anggaran termasuk melakukan monitoring dan evaluasi lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan batas pelaporan terakhir
capaian output kinerja;

4. Meningkatkan koordinasi secara berkala dan kontinyu dalam rangka pelaksanaan
kegiatan prioritas/strategis pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan
juga meningkatkan koordinasi verifikasi serta validasi capaian kinerja dan data
dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang
disampaikan;

5. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui penerapan formulasi yang sama
untuk seluruh satker bagi indikator kinerja yang sama penghitungannya.

6. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala baik dengan
internal maupun pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
rangka pencapaian Indikator Kinerja kegiatan pengelolaan sumber daya ikan; dan

7. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan kedepan melakukan fasilitasi
keikutsertaan ASN terhadap seminar, bimntek maupun diklat fungsional dan diklat
teknis dalam peningkatan kualitas kompetensi pegawai lingkup Dit. PSDI serta
menyusun rencana aksi terutama dalam peningkatan kualifikasi pegawai lingkup
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terutama dalam rangka mencapai target
Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sesuai
ketentuan;

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan.
Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di
lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan Mulyana

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zaini
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan
=

Muhgmmad Zaini Ridwar® Mulyana




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

INDIKATOR KINERJA TARGET

Tata kelola sumber daya ikan di Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber
WPPNRI yang bertanggung daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan 80
jawab perairan kepulauan (persen)

2 | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber
daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)

3 | Persentase pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 100
(persen)

2. | Produktivitas perikanan perairan 4 Persentase jumlah WPP perairan darat yang
darat meningkat dikelola sumber daya ikannya (persen)

3. | Tenaga Kerja yang terlibat pada 5 |Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada
pengelolaan PSDI pengelolaan PSDI (orang) 894

100

57

4. | Tata kelola pemerintah yang 6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat 92
baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan (nilai)
Pengelolaan Sumber Daya lkan 7 IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (indeks)

8 Persentase unit Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan yang menerapkan sistem 86
manajemen pengetahuan yang terstandar
(persen)

9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen)

10 | Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan
prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan 75
Sumber Daya lkan (persen)

11 | Persentase penyerapan anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya lkan (persen)

79

70

95

Program . Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Anggaran Tahun 2022 :  Rp. 16.380.000.000,-

Jakarta, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan

Muhammad Zaini Ridwa ulyana




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan Mulyana

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Muhammad Zaini
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Muhammad Zaini Ridwan/Mulyana
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Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Tata kelola sumber daya
ikan di WPPNRI yang
bertanggung jawab

Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber
daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan (persen)

80

Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber
daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)

100

Persentase pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI
(persen)

100

Produktivitas perikanan
perairan darat meningkat

Persentase jumlah WPP perairan darat yang
dikelola sumber daya ikannya

57

Tenaga Kerja yang terlibat
pada pengelolaan PSD

Jumlah tenaga Kerja yang terlibat

pengelolaan PSDI (orang)

pada

894

Tata kelola pemerintah
yang baik di lingkungan
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (nilai)

92

Indeks profesionalitas ASN Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya |kan (indeks)

79

Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar
(persen)

86

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen)

70

10

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan
prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan (Persen)

75

11

Persentase penyerapan anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya |kan (persen)

95

Program
Anggaran Tahun 2022

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

~

Muhihmmad Zaini

Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Rp.31.481.370.000,-

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Pertama

Ridwan Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan




